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RINGKASAN

Penyelengparaan otonomi dacrah atas wilayah laut berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 menimbulkan perdebatan yang tak kungung berkahir
Pemberian otonomi atas wilayah laut kepada Daerah seolah terjadi pengkavlingan
atau pemnetakan wilayah laut yaitu wilayah laut nasional dan wilayah laut dacrah.
Semua ini harus disikapi dengan penuh kedewasaan oleh segenap komponen bangsa
Indonesia vang menghendaki kemakmuran dan keadilan masvarakat dapat
direalisasikan.  Tujuan tersebut tidaklah membuat pola pemisah atan pemecah
(disintegrasi) bangsa [ndonesia.

Otonomi  Daerah atas wilayah laut sesungguhnya bukan merupakan
pembagman atas wilayah laut menjadi wilayah lawt nasional dan dacrah, akan tetap
otonomi itu dimaksudkan untuk membenkan kewenangan pengelolaan atas wilayah
laut di dacrah yang selama imi lebih banyak dinikmati oleh pemerintah Pusat.

Dengan berlakuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah  Daerah  (Otonomi  Daerah), kewenangan daerah Propinsi dan
Kabupaten/Kota untuk mengelola wilayah last mempunyai landasan hukum yang
kuat bagi pelaksanaanya. Oleh karena itu kewenangan daerah khususnva Propinsi
atas wilayah laut mencakup sumberdaya laut baik havat (living resources) maupun
non hayati (non living resources).  Sumberdaya laut hayati dalam im yang sangat

penting bagi kehidupan masyarakat adalah sumberdaya ikan,
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Pemerintah daerah Propinsi mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengelolaan sumberdaya ikas di wilayah laut kewenangannya, melalui sistem
perizinan usaha perikanan sebagai upaya melindungi dan menjaga kelestanan
sumberdaya tkan yang merupakan primadona atau aset yang harus dipelihara secara
terus menerus (continuity).

Sebelum lahimya Undang-undang Pemerintahan Daerah 1999, sebenamya
pemerintah (Pusat) telah memberikan kewenangan kepada dacrah Propinst di bidang
perizinan usaha perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintzh Nomor 15 Tahun 1990
tentang Usaha Perikanan. Hal ini sebagai tindak lanjut pemerintah yang menetapkan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikapan, yang di dalamnya
menetapkan bahwa setiap kegiatan ysaha penkanan yang dilakukan oleh perorangan
atau badan hukum harus memiliki izin. Selanjutnya bagi perusahaan perikanan yang
telah memperoleh izin usaha perikanran yang akan melakukan kegiatan usaha
perikanan harus (wajib) memilikki surat penangkapan ikan untuk setiap kapal
perikanan yang digunakan.

Peraturan Pemerintak Nomor 15 Tahun 1990 tersebut telah dilakukan
perubahan yang kedua dengan Peraturan Pemerinizh Nomor 141 Tahun 2000 tentang
Usaha Penkanan berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999, dan bahkan pemerintah menetapkan Peratuwran Pemerintah Nomor 54 Tahun
2002 tentang Usaha Perikanan.

Pemerintah Daerah Propinsi mempunyai kewenangan memberikan izin usaha
perikanan dan surat penangkapan ikan. Pemberian izin tersebut memunut PP. No. 15

X
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Tahun 1990 hanva bagi kapal perikanan yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan
atau berkekuatan tidak lebih dari 90 DK. Namun setelah berlakunva PP. No. 141
Taun 2000 dan Nomor 54 Tahun 2002 kewenangan tersebut berkurang vaitu bag
kapal perikanan vang berukuran lebih dari 10 GT dan tidak lebih dani 30 GT dan atau
berkekuatan lebih 30 DK dan tidak lebih dari 90 DK. Sedangkan untuk kapal
perikanan vang benukuran dibawah ketentuan tersebut merupakan kewcnangan
pemerinmah dacrah Kabupaten untuk memberikan perizinan usaha perikanan.

Pemenntah daerah Propinsi Jawa Timur telah mclaksanakan ketentuan vang
diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 141 Tahun 2000 dan Nomr 34 Tahun 2000
terkait dengan kewenangan perizinan usaha perikanan.  Sebagal landasan operasional
masih berdasarkan kepada Perda Tk. 1. Propinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 1989 jo.
Nomor 28 (abun 1994 temang Pertanan Usaha Perkanan dr Wilayah Propinst Jawa
Timur dan Keputusan Gubermur Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1998.

Di dalam izin wsaha penkanan dan sural pepangkapan ikan yang diberikan
oleh pemerintah daerah Propinst dicantumkan ketentuan-ketentuan yang harus ditaah
oleh pemegang izin.  Akan tctapi ketentuan-ketentuan vang diatur menurut peraturan
perundangan vang berlaku d dalam pelaksanaannya (praktek) [UP dan SPU tersebut

terdapat kesenjangan.
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ABSTRACT

Implementation of povernmental regulation number 15 of 1990 jo. Number
141 of 2000 and governmental regulation number 54 of 2002 on fishery business in
the frame of decentralization based on the law number 22 of 1999 about local
povernment was examined as purpose of the research.

The research was a normative research by using statufa approach and
conceptual approach. Method of data collecting was conducted by gathered legal
materals and library examinations. Then, the materials were analyzed based on a
ficensc concept. Result of the analysis was descriptive analytic.

The implementation of decentralization that was based on the law numbcer 22
of 1999 caused local govemment authority n providing a license for fishery business
based on govermmental regulation number 15 of 1990 had change. The changing
changing was based on governmental regulatiopn number 141 of 2000 that contains
second modification of povermental regulation number 15 of 1990 on fishery
business and had establised a govermental regulation number 54 of 2002 on fishery
business. Government had modified provincial governmentat regulation on east Java
number 10 of {989 into a provincial governmental law number 28 of 1994 about
license of fishery business.

License request for fishery business was proposcd to the head of Fishery and
Ocean Services of East Java Province based on govemor regulation number 3 of
1998

Key words : Provincial admimstrator has authority to provide license for tishery
activities of fishing boat that meets several qualifications.
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L1.  Latar Belakang Masalah
Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
pasal 2 yang menvatakan bahwa wilayah perikanan Indonesia meliputi :
d. Perairan Indonesia;
b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lamnya di dalam wilayah
Republik Indoncsia.
¢. Zone Ekonomi Eksklusif indonesia (ZEE!).!
Perairan Indonesia yang dimaksudkan tentn mengacu kepada peraturan perundangan
vang berlaky vaitu Undanp-Undang Nomor 6 tahun 1996 pasal 3 vang menvatakan
bahwa Perairan Indonesia meliputt : lawr teritorial, peratran kepulauan dam perairan
pedafaman.  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 pasal 9 ayat (1) pada
prinsipnya settap warga negara Indonesia dan badan hukum I[ndonesia boleh
melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Indonesia.  Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1985 menyatakan bahwa :

(1} Setiap orang atau badan hukum vang melakukan usaha perikanan
diwajibkan memitiki izin usaha perikanan.

(2) Nelayan atan petant ikan kecil atau perorangan lainnva yang sifat
vsahanya merupakan mata pencaharian wntuk memnuhi kebutuhan
hidup sehan-han tidak dikenakan kewajyhan memiliki izin usaha
perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Pererintah. 2

' Lihat, Undeang-Undang Nomor 9 Tabun 1955 tentang Ferikanan.
~ Lihat, {/ndang-Undarg Nomor 9 Tahun 1985 lentang Perikanan
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lzin ysgha perikanan meripakan kewajihan yang harus dipenuhi oleh setiap
orang atat badan hukum yang akan melakukan kegiatan usaha perikanan. Dalam

konteks mi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 angka 5 usaha penkanan adalah
scmua usaha perorangan atau badan hukum uniuk menangkap atau membudidayakan
ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan ataw mengawetkan ikan untuk
tujuan komersiat.

Secara vunidis Usaha Perkanan meliputi usaha penangkapan ikan dan usaha
pembudidayaan ikan, dan bertolak pada pengertian pasal 1 angka 5 tersebut maka
dalam undang-undang tersebut memberikan pengecoalian terhadap kegatan
penangkapan ikan dan pembudidayaan ikar vang tidak wajib memiliki izin seperti
ditegaskan dalam pasal 10 ayat (2).

Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 pasal 1 angka 6 dinyatakan
Penangkapan tkan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan
vang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk
kegiatan yang menggunakan kapal umtuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, mengolah atay mengawetkannya, Mengingat kematan penangkapan
ikan merupakan salah satu bentuk vusaha penkanan maka bagi setiap orang atau badan
hukum yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia
wajib memiliki 1zin penangkapan kan.

Untuk mengatur kegiatan usaha perikanan haik oleh perorangan maupun
badan hukum pemerintah menctapkan Peraturan Pemcrintah Nomor 15 Tahun 1990

tentang Usaha Penkanan Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1[5 Tahun 1990
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pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Suraf Penangkapan lkan (SPI) adalah surat yang
harus dimiliki setiap kapal penkanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan
penangkapan tkan di perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan skan di
perairan Indonesia dan atay Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEl} yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (TUP).

Organ atau Pejabat pemerintahan yang berwenang mengeluarkan izin usalia
perikanan dan surat penangkapan ikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor ]5
Tahun 1990 tentang Usaha Pentkanan. Berdasarkan pasal 10 Peraturan Pemerintah
tersebut menyatakan bahwa -

(N Gubernur Kepala daerah Tingkat I atau Pejabat yang ditunjuknya
memberikan : “IUP dan SPI kepada Perusahaan Perikanan yang
melakukan  penangkapan ikan vang berdomisili di  wilayah
administrasinya, yang mengguakan kapal perikanan tidak bermotor,
kapal penkanan bermotor luar, dan kapal penkanan bermotor dalam
yang berukuran tidak lebth dan 30 GT dan atau yang mesinya
berkekuatan tidak lebth dari 90 Dava Kuda (DK), dan berpangkalan di
wilayah administrasinya scrta tidak menggunakan modal dan atau
tenaga asing”

(2) Ketentuan mengenat tatacara pemberian ITUP dan SPI sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat

[ dengan berpedoman kepada Tatacara Pemberian lzin Usaha
Perikanan yang diatur oleh Menteri.*

Pemberian 1zin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan yang bukan
merupakan kewenangan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | merupakan kewenangan

Menteri atau Pejabat vang ditunjuknya untuk memberikan TUP dan SPI bagi

petusahan perikanan yang melakukan usaha perikanan.

* 1 shat, Peraturan Pemeriniah Nomor 15 Tahun 1990

Tesis I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 ditetapkan pada masa
pemerintzhan yang bersifat sentralistik, dan keadaan demikian teiah berubah sejak
bergulirnya isu reformasi di Indonesia yang menyebabkan pemerintah menetapkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  Berdasarkan
undang-undang tersebut pemerintahan Indoncsia mengalami perubahan yang realistis
dari sistem sentralisasi menuju kepada sistem desentralisasi. Mengapa demikian,
karena undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah vang lebih besar
untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Bahkan menurut Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan dacrah (Propinsi, dan Kabupaten / Kota) untuk
mengelola sumberdaya yang dimiliki meliputi wilayah darat dan wilayah laut.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, menyatakan bahwa Wilayah
daerah Propinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas mil yang
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah peraian kepulavan.
Ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi terselenggaranya otonomi atas wilayah
laut, vang berarti dacrah (Propinsi) mempunyai kewenangan pengelolaan atas
wilayah laut scjauh 12 mil. Kewenangan dacrah Propinsi dalam pengelolaan atas
wilayah laut secara lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomeor 22 Tahun 1999
pasal 10 yang menyatakan :

(1)  Daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di
wilayahnya dan  bertanggung jawab memelihara  kelestanan
lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)  Kewenangan daerah di wilayah laut, scbagaimana dimaksud dalam
pasal 3, meliputi

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kckayaan
laut sebatas wilayah laut terscbut,
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h. pengaturan kepentingan admimistratif,

c. pengaturan tata ruang,;

d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh
Daerah atau yang dilimpahkan kewcnangannya oleh
Pemenntah;

£. bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

{3) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di wilayah laut,

qebagain}ana dimaksud padg a}mf f‘)\ adalah m-.-rud_h gpeﬂlga dari hatac laigt

Daerah Propinsi.*

Dacrah Propinsi mempunyai kewenangan dalam pengelotaan wilayah laut
sejauh 12 mil. Pengelolaan atas wilayah laut tersebut secara implisit telah dinyatakan
pula termasuk pengelolaan sumberdaya ikan yang ada di wilayah laut
kewenangannya. Namun demikian, Penjelasan pasal 10 avat (2) Undang-Undang
Nomeor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa khusus untuk penangkapan ikan secara
tradisional tidak dibatasi wilayah laut. Dalam konteks ini mempunyal pengertian
daerah Propinsi dapat memanfaatkan sumberdaya ikan yang berada di luar daerah
kewenangannya melalui pemberdayaan uelayan-nelayan tradisional yang hak
penangkapan ikan tidak dibatast oleh wilayah laut.

Merujuk kepada ketentuan pasal 3 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tersebut maka pengaturan mengenai kewenangan pemberian izin usaha
perikanan dan surat penangkapan ikan di wilayah lant kewenangan dacrah Propinsi
menjadi semakin kabur. Oleh karena itu bukan mustahil akan menjadi faktor pemicu
timbulnya konflik antar nelayan yang melakukan penangkapan ikan yang berasal dari

dacrah yang berbeda.

* Lihat, Undang-{indang Nomor 22 Takn 1999 tentang Pemerimahan Daerah,
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Oleh karena itu lahinya Undang-Undang Pemerintahan Daerah mendorong
pemerintah untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan Pemcrintah Nemor 15
Tahun 1990 dengan Peraturan Pemenintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang lJsaha
Peritkanan dan selamjutmya menetapkan Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2002
tentang Usaha Perkanan. D1 dalam kedua peraturan pemenintah itu kewenangan
pemernintah daerah Propinsi tetap mempunyai kewenangan membertkan izin usaha
perikanan dan surat penangkapan ikan, akan tetapi lingkupnya lebth kecil apabila
dibandingkan dengan Ketentuan yang berlaku pada Peraturan Pemerintah Nomor 135

Tahun 1990.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan
permasalahan , bagaimana sistem perizinan usaha perikanan di wilayah [aut
kewenangan Propwnst dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999? Dari permasalahan utama i dapat dingnuskan sub permasalahan sebagai
berikut -
l. Bagaimana kewenangan pemerintah  daerah  Propinsi  dalam
menetapkan izin penangkapan ikan di wilayah laut kewenangan
Propinsi
2. Bagaithana pelaksanaan perizinan penangkapan ikan ¢i wilayah laut

kewenangan Propinsi.
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1.3. Kajian Pustaka

Bangsa Indonesia sudah sewajamya bangga atas sumber daya alam yang
melimpah terutama sumberdaya alam di laut. Perkembangan dewasa i kiranya tak
seorang pun meragukan akan potensi sumberdaya kelautan dan penkanan yang
demikian besar. Sumberdaya kelautan dapat dibedakan menjadi dua kategon, yaitu :

a. sumberdaya hayati (living resources) atqu sumberdaya yang dapat

diperbaharui (renewable) ; dan

b. sumberdaya non hayati (hon living resources) atau sumberdaya yang

tidak dapat diperbaharui (hon renewabel - non renewable)’ .

Di dalam rangka pelaksanaan Urndang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, pengertian dan kategori mengenai sumberdaya
kelautan dan perikanan menjadi sangat penting terkait dengan desentralisasi
kewenangan atas wilayah laut di daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
telah merubah sistem sentrafisasi kekuasaan menjadi desentralisasi, bahkan dalam
undang-undang ini menunjukkan terjadinya perubahan paradigma dari darat ke laut.
Sebagai kebijakan pemerintah yang ingin menggali sumber-sumber kekayaan yang
berorientasi di laut.

Kebijakan yang mendasar yang perlu mendapat perhatian seperti hak atas
penangkapan ikan sccara tradisional, dan perlindungan terhadap kelestarian
lingkungan laut yang menjadi tanggung jawab daerah. Sementara dalam pasal 3

Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dinyatakan bahwa

5 1 Munadjat Danusaputro, fata Lantan Nusamiara dalam hidum dan Sejarahmya, Binacipia-Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, 1980, him 12-13 dan Lihat pula, Abdul Rasyid, Yuridika,
Fakultas Hukum Unair Surabaya, Vol. 14 No. 5, September 2000, hal. 1.
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pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia
ditujukan kepada tercapaimya manfaat yang scbesar-besamya bagi bangsa Indonesia,
dan pengelolaan dilaksanakan oleh Pemerintah secara terpadu dan terarah dengan
melestarikan  sumberdaya ikan beserta lingkungannya bagi kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat .°

Di dalam pemanfaatan sumberdaya ikan melalni usaha perikanan harus
dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.  Persyaratan-persyaratan tersebut antara
lain mengenai kewajiban perusahaan perikanan yang akan melakukan usaha
perikanan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (TUP). Selanjutnya bagi pemegang
JUP vyang akan melakukan usaha perikanan harus dilengkapi dengan Surat
Penangkapan Ikan (SP]) untuk setiap kapal perikanan yang digunakas.

Terkait dengan sistem perizinan dalam kegiatan usaha perntkanan yang
merupakan instrumen atau sarana yang digunakan dalam hukum administrasi.
Melalui  sistem perizinan kewenangan organ-organ  pemerintahan  untuk
mengendalikan perilaku perorangan atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha
perikanan. Izin dalam melakukan usaha perikanan memgang peranan yang sangat
penting agar tijuan melindungi dan melestarikan sumberdaya ikan di laut dapat
tercapat.

Untuk itu perin dikemukakan konsep perizinan menurwt Philipus M. Hadjon,

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan

% Lihat, Undang-umndang Nomer 9 Tahun 1985 tensang Perikanan
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pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari Kketentuan-ketentuan
larangan penundangan’.  Ini pengertian izin dalam arti luas, karenanya dengan
member izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan
tindakan-tindakan lertentu yang sebenamya dilarang,

Di samping itu terdapat pembedaan izin dalam arti sempit, pelepasan (atau
pembebasan = dispensasi) dan konsesi.  Pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu
peraturan i1zin pada wmumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang
untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangt keadaan-keadaan yang
hun.:k_ Tujuannya ialah untmmk mengatur tindakan-tindakan vang oleh pembuat
andang-undang tidak selurubnya dianggap tercela, namun di mana 1a menginginkan
dapat melakukan pengawasan sekadamya, misalnya tzin usaha perikanan dan surat
penangkapan tkan. Melalui zin i, larangan untuk menangkap tkan bam pemohon
ditiadakan, sejauh menyangkut svarat-syaral penangkapan tkan vang diuraikan secara
jelas dalam permohonan. Yang pokok pada izin dalam arti sempit ialah bahwa suatu
tindakan dilarang, terkecuali diperkepankan, dengan tujuan agar dalam kelentuan-
ketentuan yang dikaitkan dengan perkenan dapat dengan tehti dibenkan batas-batas
tertentu bagt tiap kasus.

Sebuah perintah dan dispensasi, seperti halnya sebuah larangan dan sebuah
izm, tidak dapat ada atau berlaku bersama-sama. Dalam hal denukian orang tidak

dapat mempunyal kewaytban untuk melakukan sesuatu sedangkan ia juga ditzinkan

! Philipus M. Hadjon, Pengamtar Hidim Perijinan - Bahan Penataran Hukum Administrast dan
Hukum Linglamgan, Fakultas Hukum LUnair, Surabaya, 1992, him. 3
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untuk tidak melakukan hal itn. Demikian pula orang tidak dapat mempunyai
kewajiban untuk melakukan sesuaty padahal pada saat yang sama ia juga
diperbolehkan untuk melakukan hal itw. Jadi, secara respektif antara scbuah penntah
dan sebuah dispensasi, dan antara sebuah larangan dan sebuah izin terdapat
“perlawanan”.  Jika sebuah perilaku tertentu diperintahkan maka orang tidak dapat
dibebaskan daripadanya, dan jika suatu perilaku tertentu dilarang maka orang tidak
dapat memiliki izin untuk melakukan hal itu. Namun dapat terjadi bahwa berkenaan
dengan suatu perilaku tertentu tidak terdapat suatu larangan maupun suatu izm.

Hubungan demikian ini disebut hubungan kontradiksi®, yang digambarkan dalam

sebuah skema berilat
$ PERINTAH kontranis LARANGAN ‘
! subalternast kantradlk—'rs—i-___—— subaltemasi
1ZIN subkontraris ———— DISPENSASI

<

Sumber : JJ. H Bruggink. Terjemahan Anef Sidharta, Refleksi Tentang
Hukum, hlm. 103

Pada konsesi, aktivitas-aktivitas yang menvangkut kepentingan umum tidak
dijalankan oleh penguasa, tetapi oleh pihak ketiga. Ini berhubungan dengan tindakan-
findakan yang oleh penguasa dianggap sangat perlu, namun karena alasan-alasan
kesesuaian tujuan atau alasan-alasan lain dibiarkan dibiarkan dilakukan oleh

perusahaan-perusahaan swasta dengan syarat-syarat tertentu. Karena tindakan-

¥ 1.JH Bruggink, Terjemahan Anef Sidharta, Refleksi Jenmng Huknrr, Citra Aditys, Bandung,
Cetakan kedua, 1999, hlm. 103
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tindakan untuk mana dibenkan konsesi menyangkut dengan kepentingan umum,
penguasa harus memperoleh kepastian bahwa aktivitas-aktivitas i juga akan
dijalankan dengan cara yang dinginkannya, karenanya pemegang konsesi dibebani
dengan kewajiban-kewajiban tertentu. Pada sisi lain ditetapkan pula hak-hak tertentu
dan pemegang komsesi, sebab jelas bahwa penguasa berkepentingan atas
ditaksanakannya konsesi ini oleh yang bersangkutan.

Karena itu, kebanyakan konsesi didasarkan pada suatu persetujuan, dalam
mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak dicantumkan. Seringkali
konsesi diberikan dalam bentuk kontrak, dan biasanya konsesi deiberikan dalam
waktu yang lebih panjang atau lama.

Jadi, izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengarubi
(hubungan dengan) anggota masyarakat agar bersedia mengikuti cara yang
dianjurkanmya guna mencapai suatu tujuan konkrit. Tujuan ini tidak senantiasa dapat
segera ditemukan kembali dalam ketentuan-ketentuan sistem izin yang bersangkutan.
Namun seringkali ia dapat disimpulkan dari konsiderans undang-undang atau
peraturan yang mengatur izin tersebut, atau dapat pula dari isi atau sejarah lahimya
undang-undang itu.

Instrumen izn digunakan oleh penguasa pada sejumlah besar bidang
kebijaksanaan. Hal ini terutama berlaku bagi hukum linglamgan, hukum pengaturan
ruang atau lata ruang dan hukum perairan. Namunr demikian pula dalam hukum
administrasi social, ckonomi, budaya dan keschatan, pemberian izin merupakan

gejala yang penting. Di dalam berbagai sector kebijaksanaan penguasa dapat berdin
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secara berdampingan berbagai sistem izin dengan motif sejenis, Ini berhubungan
dengan perkembangan bahwa dalam bidang-bidang kebijaksanaan penguasa semakin
banyak terjadi pengkhususan dari tujuan-tujuan kebijaksanaan iti.  Dengan demikian
timbul berbagai bidang bagian dari kebijaksanaan penguasa dengan sistem-sistern izin
vang juga berdiri berdampingan di dalamnya.

Pencantuman motif wmtuk sistem izin dalam undang-undang mempunyai
konsekucnsi penting bagi organ penguasa yang berwenang. Dalam memutuskan
pemberian izin, organ ini tidak bolch menggunakan alasan yang tidak sesua dengan
tujuan peraturan. Suatq izin itu ada apabila norma larangan dikaitkan dengan norma
umwn  yang memberikan kepada suatu ofgan pemeiintahan  wewenang  ontuk
menggantikan tarangan ite dengan persetujuan dalam suatu bentuk tertentu

Suatu keputusan yang memberikan izin adalah suatu keputusan tata usaha
nepard (KTUN).  Keépuiusdn Tata Usaha Negara ialah keputusan sepihak dari suatu
orgarr  pemnerintabay,  dibeitkan  atas  dasar wewenang  kelalanegwaan  atau
Kolatausaliaain, vang menciptakain Uagi satu aiau jebilt kcadaan konkrt, individual,
suaty hubungan hukum, meneiapkannya secara mengikar atau membebaskannya, alau
dalam mana itu ditolak.”® Menurut akibat hukumnya, 1zin adalah keputusan tata usaha
negara yang menciptakan hokumi {(ataa konstiuin). Dy berari bahwa dengain 12in
dibentuk suaiu fubuagan hukum tertenty.  Dalam hobungan hukum iai oleh organ
pemcrimahan diciptakan hak-hak (izin)} dan kewajiban-kewajiban (meialui ketentuan-

ketentuanj terientu bagi yang berhak Pengerilan mi penting karena nukumn posiif

* Philipus M. Hadjon, Op. Cit., him. 14
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mengikatkan akibat-akibat hukum tertentu pada keputnsan-keputusan tersebut,
misalnya suate penyelesaian hukum melahii hakon fertentu.  Sifat morma hukum
keputusan adalah individual-konkrit. "’

[zin menuwrwt akibat hukumnva telah dijclaskan sebagai keputusan vyang
menciptakan hukum artinya dengan pemberian izin timbul hubungan bukum tettentu.
Pembedaan keputusan yang menciptakan hukem atan yang menctapkan hukum
merupakan alat bantu untuk ikut menentukan kebebasan menguji dani hakim. Jika
pembuat undang-undang mengpantungkan akibat hukum pada kenyataan obyeknf
yang dipaparkan dengan samar-samar ataupun tidak (keputusan yang menetapkan
hulexm), maka haldm memiliki kesempatan untuk mengujt secara lengkap. Dalam hal
demikian hakim meneliti cara penetapan hukwmn oleh organ pemenntaban. Akan
tetapt apabila pembuat undang-undang memberikan kebebasan kebijaksanaan, maka
ia dengan itu menghendald penciptaan ruang bagi perundangan kreatif oleh organ
pemerintahan untuk keadaan konkrit-individual,

D1 samping sifat menciptakan hukum, ketetapan perizinan masih ada beberapa
tanda pengenal lain yang penting vaitu -

a Bebas atau terikat
Fakta bahwa keputusan untuk memberi izin atan tidak adalah suatu
keputusan tata usaha negara, berakibat bahwa organ yang berwenang dalam

hal ini terikat pada aturan-aturan dari hukum tertulis dan tidak tertulis.

" Philipus M. Hadjon, Pengartar Hidaum Administrasi Indonesie, Gajah Mada Press University,
Yogyakarta, Cetakan keenam, 1999 him_ 124,
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Pertama-tama keterkatan pada undang-undang sendini yang mengatur
wewenang  itu. Tergantung pada kadar sejauh mana peratran undang-
undang meweajibkan pula organ berwnang untuk pada kondisi-kondist yang
ditentukan memberi izin, maka terdapat wewenang menctapkan yang terikat
atan jusiny behas. Pembagian dalam ketetapan perizinan yang bebas atau
terikat sangat penting. Pada wewenang bebas, organ pemerintahan memiliki
kadar kebebasan vang besar dalam memutusan pembenan izin, scbaliknya
keputusan tata usaha negara ferikat seakan-akan didikte oleh peraturan
penundang-undangan.

I samping keterikatan pada undang-undang di mana wewenang
menetapkan dicanfumkan, iapun tidak boleh dijalankan bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan undang-undang lain atau bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian-perjanjian iniemasional.  Akhimya, penerapan
wewenang tidak holeh bertentangan dengan aturan-amwran huknim adminictraci
vang fidak termlic_senerti asas-asas nmum nemerintahan vang baik (ATIR)

Parhedaan antara wewenzng hebae dan lerdlat penting nula ham

pertanvaan apakan suaty izin dapat ditarik Lemhbali  Pada dasarmya hanva
kepnmean tata usaha negara hehas yvang dapat ditarik kemhali, kecnali apabila
undang-ndang dengan fegas menentpkan hzhwa iuga kepnimsan-kepinsan
terikat boleh ditark kembali,

12 samping im nerhedaan berperan nada pertanyzaan anskah pada suatu

i~

izin dapat diikatkan ketenmanketentian Pada wewenang hebas dan aroan
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pemenntahan, pada dasamya organ mi boleh mengikatkan ketentuan-
ketentuan pada izin. Pada wewenang mcmberi win terikat, pembuat undang-
undang sendin telah memformulasikan syarat-syarat dimana izin dibenkan.
Dengan demikian pemberian ketentuan-ketentuan olch pemenntah tidak periu
lagi. Sebab berdasarkan peraturan undang-undang, bagy semua pernstiwa
berlaku ketentuan-ketentwan yang sama. lzin hanya boleh ditolak jika syarat-
syarat yang ditetapkan dalam undang-undang itu sendii  dan  vang
menyangkut usaha, dan perimpin perusahaan idak dipenuhi.

Akhimya berlaku bahwa kadar keterikatan suatu keputusan turut
menentukan luasnya pengujian oleh hakim. Makin banyak kebebasan vang
dimiliki oleh organ pemenntahan dalam mengisi pertanyaan apakah dan jika
demikian bagaimana suatu tzin akan dibenikan, makin terbatas hakimbertindak
dalam meogu) izin, karena dimasukkannya suatu permohonan banding. Bila
niang pemlaian subyektf bagi organ pemenntahan besar, maka hakim akan
membatasi din pada pengujian st ala kadamya pada undang-undang dan asas-
asas wmum pemenntahan yang batk. Pada wewenang menetapkan yang lebih
terikat, hakim relatif akan mengu)i lebih lengkap.

b. Keputusan yang menguntungkan atay memberatkan.

Menurut  isinya  izin  disifatkan  sebagai  keputusan  yang
menguntungkan.,  Pada pembedaan antara ketetapan menguntungkan dan
ketetapan memberatkan, 1si nyata keputusan merupskan titik pusat.

Keputusan menguntungkan memberi anugerah kepada vang dialamatkan,
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dalam arti bahwa diberikan hak-hak atan pemenuhan tuntutan yang tidak akan
ada tanpa keputusan itu. Sutau keputusan menguntungkan dapat pula
meringankan beban yang ada atan potepsial. Namun keputusan perizinan
dapat mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-
ketentuan yang dikaitkan padanya.  Sifat izin sebagai keputusan yang
menguntungkan, int juga tidak mutlak.

Perbedaan antara  keputusan yang menguntungkan dan  yang
memberatkan antara lain pemting bagi penarikan kembali dan perubahan.
Keputusan yang mengunfungkan tidak mudah untuk dapat ditarik kembabi
atau diubah atas kerugian yang berkepentingan. Penankan kembali suatu
keputusan yang memberatkan bisaanya tidak terlaln menjadi soal, dan
karenanya tidak bamyak terhalang oleh pembatasan-pembatasan dibandingkan
dengan penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan. Perbedaan
antara keputusan mengumtungkan dan memberatkan sesuai bagi pertanyaan
apakah pada suatu izin dapat diberi kekuatan berlaku surut. Pembenan
kekuatan berlaku surut kepada keputusan menguntungkan (izin-izin) bisaanya
tidak terlalu dibatasi, sedangkan pemberiankekuatan berlaku surut kepada
suatu keputusan memberatian (sanksi) sering tidak mungkin,

c Keputusan yang segera berakhir atau berlangsung lama.

Di dalam keputusan perizinan dapat diadakan perbedaan antara 1zin-

izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir dan izin-

izin yatig berkaitan dengan tindakan-tndakan tanpa batas wakiu.
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Materiil, perbedaan antara izin untuk tindakan-tindakan yang segera
berakhir dan izin untuk waktu yang lebih lama, mempunyai arti bag
pertanyaan tentang kemungkinan pemarkan kembali izin.  Secara umum
diterima bahwa setelah berlalunya tindakan yang sepera berakhir, suatu izn
vang berhubungan dengannya tidak lagi dapat ditarik kembali. Penankan
kembali hanya mungkin, jika peraturan undang-undang menetapkannya
dengan tegas atau bila izin diberikan secara salah karena perbuatan tercela
dari pemegang 1zin.

d Keputusan yang bersifat pribadi atau kebendaan

Suatu izin dapat bersifat pribadi atau perorangan dan bersifat
kebendaan, Suatu izin disebut pribadi jika isinya tergantung pada sifal atau
kualitas pribadi dari pemohon izin. Izin-izin penempatan ekonomis bisaanya
terikat pada orangnya karena adanya syaraf-syarat pengetahuan dagang,
keahlian bidang dan kesehatan kewangan. Juga pemberian surat izmn
mengemudi adalah keputusan pribadi.  Sedangkan izin kebendaan adalah
suatu izin yang isioya tergantung pada (sifat) obyek yang terkait.'' Suatu izin
kebendaan diberikan kepada pemohon tanpa adanya peran dari relasi antara
pemohon dan obyek izin. Jadi suatu izin undang-indang gangguan dapat
diminta oleh tiap orang, walanpun ia tidak memiliki atan mengurus lembaga
bersangkutan. Di dalam prakick sering izin-izin juga memibka sifai

campuran, artinya izin terdiri atas unsure-unsur kebendaan dan pribadi.

Y Qp Cit him 2}
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Perbedaan antara izin pribadi dan kebendaan terutama penting bag
kemungkinan mengalibkan izin tersebut. Bertentangan dengan izin-izin pribadi, izmn
kebendaan dapat beralih dengan alas hak umum atan khusus. Surat izin mengemudi
tidak dapat dialihkan, sebaliknya izin undang-undang gangguan, pada perjualan
perusahaan dapat beralih secara otomatis.

Bagaimana bentuk suatu izin tergantung pula dari  peraturan yang
mendasarinya.  Izin hampir selalu, dari sudut kepastian hukum, diberikan dalam
bentuk tertulis. Izin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan (beschikking)
penguasa.'”  Unsur-unsur tertentu dapat ditemukan dalam hampir semua izin. Dalam
izin dinyatakan organ pemerintahan mana yang memberikannya dan siapa yang
memperoleh izin diberikan dan alasan-alasan apa yang mendasan pemberiannya.
Jika izin diberikan dengan syarat, syarat-syarat ini dicantumkan pula dalam ketetapan
perizinan. Berbagai bagian dalam izin antara lain : organ yang berwenang, pihak
yang dialamatkan, diktum, ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-
syarat serta pemberian alasan.

Dalam izin dinyatakan siapa yang membenkannya dan bisaanya dan kepala
surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang membenkan izin.  Suatu
keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwcnang. Pada
umumnya pembual peraturan perundang-undangan akan menunjuk sebagai organ

vang berwenang dalam suatu sistem perizinan, organ yang paling berbckal mengenai

1* 813 Sumdan Ranghuti, Hikim Linglungan dan Kebijvhsosaan Linglomgan Nasional, Airlangpa
Urniversity Press, Edisi kedua, Surabaya, 2000, him. 142
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materi dan ftugas bersangkutan. Hampir sclalu yang terkait adalah organ-organ
pemerintahan. Dalam hal im mungkin organ-organ pada tingkat penguasa nasional
(mentert) atau tingkat pengiasa-penguasa rendahan.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan itu dapat diperoleh melalu tiga
sumber. vaitu - atrhusy delegast dan mandat.’’ Kewenangan atribusi lazimya
digariskan melalui pembagian kckuasaan ncgara oleh Undang-Undang Dasar,
scdangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dar
pehmpahan.  Dalam tinjauan yang berbeda disampmg kewenangan lahur karcna
atribusi berdasarkan  penindangan, juga ada pula kewenangan vang lahir karena tiga
hal vaitu :

a. Berkewenangan karena secara material urusan terscbut merupakan

bagian dan kewenangan.

b. Berkewenangan karena secara kewilayahan urusan tersebut merupakan

lingkup wilayah tanppung jawabnya,

c. Berkewenangan karena menurut wakiu merupakan skope atau lingkup

periode / masa kekuasaannya. "

Teori untuk penentuan fuas lingkup kewenangan dalam pemerintahan dapat

pula menggunakan teori sisa kckuasaan (Residual Power Theory) yang banyak

digunakan dalam cara pemencaran model kewenangan federal, juga dapat ditelusuor

" Philipus M. Hadjon. DKk, Pengamar {iukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press,
Cetakan keenam, 1999, hal 130,

14 SF Marbun, Peradilan Adminisirasi Negara dan Upava Administranf i Indonesia, Liberty.
Yoevakarta, 1997 hal 132
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melalyi analisis atas ketentuan pengaturan pokok yang berhubungan dengan basis
yang mendasan lahimya kewenangan. "

Pada sisi lain dalam pengertian hukum, wewenang tidak sama dengan
kekuasaan (macht), dalam mana kekuasaan mengandung makna suatu hak untuk
berbuat dan tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung pengertian hak dan
kewajiban frechten en plichten). Menurut Bagir Manan aspek wewenang dalam
hubungannya dengan otonomi dacrah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk
mengatur  sendiri  (selfregelen) dan mengelola sendini  (selfhesturen). Sedangkan
kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan
sebagaimana mestinya.  Secara verttkal berarti kekuasaan untuk menjalankan
pemerintahan dalam safu tertib ikatan pemerintahan negara secama keseluruhan '°
Kemudian Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa lazimnya dalam “wewenang”
selalu terdapat “tanggung jawab”, '¢

Terkait dengan teori kewenangan atau wewenang di atas, kewenaagan organ
pemerintah untuk menetapkan suatu izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan
seinng dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tzhun 1999 tentang
Pemenntahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985,

kewcnangan organ pemerintahan untuk mengeluarkan sistem penzinan di bidang

15 Bagir Manan, Mcryongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Istam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hal. 55.

' Bagir Manan, Wewenang Fropinsi. Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah
Seminar Nasional Pengembangan Wilavah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawavan Pesisir
Dalam Rangka Penataan Ruang aerah yang Berkelanjuton, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran,
Bandung, 2000, hal. 11
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perikanan merupakan tugas Menteri terkait. Maksudnya Menteri yang bertanggung
jawab di bidang perikanan, yaite pada saat ditetapkan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1985 dalam hal ini Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan
adalah Menteri Pertanian. Akan tetapi dalam perkembangan pada era reformasi dan
pelaksanaan undang-undang pemerintahan daerah, menten yang bertanggung jawab
di bidang perikanan adalah Menten Eksplorasi Laut dan Perikanan yang sekarang
berubah menjadi Menteri Kelantan dan Perikanan. Untuk menentukan fayak ataw
fidaknya orang atan badan hukum yang mengajukan penmohonan i1zin usaha
perikanan berdasarkan syaraf-syarat yang telah ditentukan menurut peraturan
perundang-undangan tergantung dari  penilaian Mentenn wntuk  menetapkan  1zin
tersebut.

Namun demikan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan daerah yang mengatur kewenangan daerah di  wilayah laut
menimbulkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap otonomi de
wilayah laut. Menyikapi perkembangan vang terjadi atas otonomi daerah di wilayah
laut, Presiden Megawati Sockarno Puteni merasa prhatin dengan menyatakan dalam
sebuah acara pertemuan dengan Keluarga Alumni Gajah Mada (Kagama) di
Yogyakarta pada tanggal 29 Okiober 2001 bahwa “saya merasa judek soal UU

Nomer 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Otonomu Dacrah, vang itnplementasinya sering
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menimbulkan pertentangan antar daerah sendiri. Misalnya, mengenai kasus

pengaplingan wilayah laut yang menimbulkan keributan antar nelayan”."”

1.4. Tujuan Penclitian

Tujuan yang ingin dicapai dan penelitian tm meliputi ;
1.4.1. Tujuan Umum

Secara umum untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 1990 jo. Nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan seiring
berlakunya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, serta berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan. Apakah kewenangan pemerintah daerah
Propinsi mengenai perizinan usaha perikanan yang diatur dalam peraturan pemerintah
terscbut dapat dilaksanakan atau tidak mengingat otonomi daerah ditetapkan dengan
undang-undang.
1.4.2. Tujuan Khusus

Sedangkan secara khusus bertujuan untuk menganalisis implementasi

peraturan perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan (prakiek) pembenan izin
usaha perikanan dan surat penangkapan ikan terkait dengan syarat-syarat dan
kewajiban-kewajiban pemegang izin,serta hak-hak pemberi izin untuk mencabut izin
vang telah diberikan. Dalam hal ini agar diketahui ada atan tidaknya kesenjangan

yang terjadi antara ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan

Y Lihat, Harian Jawa Pos, Tanggal 30 Oktober 2001, hal. 16
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pelaksanaannya atau praktek menyangkut dengan format dan kewajiban pemegang
izin usaha penkanan dar surat penangkapan ikan di wilayah faut kewenangan daerah

Propiusi,

1.5. Metode Penelitian
L5.1. Jenis Penelitian

Jenis atan kualifikasi dari penelitian ini merupakan penelitian normatif,'®
yaitu mengkaji dan mendesknpsikan ketentuan-ketentuan hukum positif, dalam hal
ini peraturan-peraturan vang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi dacrah dan
kewenangan pengelolaan sumberdaya ikan.
1.5.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelittan i menggunakan pendekatan undang-undang (Statute
approach) dan pendekatan konsep (Conceptual approach). Pendekatan undang-
undang dilakukan untuk melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan
vang berlaku terkait demgan perizinan wsaha perikanan dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah berdasarkan undang-undang Otonomn Daerah. Pendekatan konsep
untuk melakukan anahsis kajian bahan-bahan hukum yang terkait dengan perizinan

umumnya dan izin usaha perikanan khususnya.

" Philipus M. Hadjon, Penghajian limu Hidan, Makalsh Dalam " Pelatihan Metode Penelitian
Huhum Normarif*™, Surabaya, 1997 hal 2.
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1.5.3. Bahan Huknm
Bahan-bahan hukum yang diperlukan terkait dengan kegiatan penelitian ini antara
lain :
a. Bahan hukum primer (primary sources) :
- Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang pertkanan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perairan Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Ctonom
- Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 1990 jo. Nomor 141 Tahun
2000 jo. Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 815/Kpts/IK. 120/ 11/90
tentang Perizinan usaha perikanan.
- Surat Keputusan Mentan No. 996/Kpts/IK.210/9/99 tentang Pedoman
pelaksanaan pengawasan sumbedaya ikan jo. Surat Keputusan Menteri
ELP No. 45 tahun 2000 tentang Perizinan usaha perikanan.
- Surat Keputusan Mentan No. 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang Jalur-jatur
penangkapan ikan.
- Surat Keputusan Gubemur KDH Tk. ! Jatim tentang Nelayan Andon
- Perda Propinsi Dati { Jawa Timur Nomer 10 Tabun 1989 jo Perda
Propinsi Dati I Jawa Timur Nomer 28 Tahun 1994 tentang Izin usaha

penikanan di Propinsi Dati I Jawa Titmur
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- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur
Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penunjukan Kcpala Dinas Perikanan
Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur Sebagai Pejabat Pemben lzin
Usaha Penikanan

- Instruksi Kepala Dinas Perikanan Dati | Jawa Timur Nomer 42 Tamm
1986 tentang kewajiban memiliki izin usaha perikanan bagi setiap
orang dan badan hukum yang melakukan usaha perikanan.

b. Bahan bukum sekunder (secondary sources) .
- Buku-buku Kepustakaan
- Makalah

. Majalah / harian

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dt dalam penelitian ini pengumpulan bahan-bahan hulcxm yang diperoleh dari
Satuan Patroli Terbatas (Satroltas) Lantamal 1!l Surabaya. Langkah sclamjuinya
menginventarisasi bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
yang terkait dengap permasalahan yang akan dibahas guna analisis hukum pada
langkah benkutnya.

Bahan-bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan
diperoleh dari Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur. Sementara itu pengumpulan
bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku kepustakaan / literatur , hasil

pertemuan-pertemuan ilmiah, majalah, harian maupun laporan penelitian yang terkait
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dengan penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mencatat teori-teori hukum

atau pendapat ahli mengenai hal-hal yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.5. Pengolahan dan Analisis Bahan Huknm

Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang telah diinventansasi dan
diidentifikasi akan dilakukan analisis secara kualitatif. Artinya suatu cara analisis
yang menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif anmalitis untuk memperoleh
kebenaran berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
terhadap implementasi otonomi dacrah di wilayah laut, khususnya kewenangan

perizinan usaha perikanan dalam rangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan diawali pada Bab Pertama mengenai Pendahuluan yang
mengetengahkan latar belakang masalah, rumusan masalah, kapan pustaka, tujuan
penelitian dan metode penelitian serta sisternatika penulisan.

Bab Kedua mengenai Wewenang izin penangkapan ikan di wilayah laut
kewenangan daerah Propinsi Jawa Timur menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 yang akan mengetengahkan Dasar hukum kewenangan pemerintah daerah
propinsi memberikan izin penangkapan ikan, Pemberian izin penangkapan ikan di
wilayah lawt kewenangan daerah Propinsi, Izin usaha perikanan yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah Propinsi, dan Pentingnya pemerintah daerah Propinsi

memberikan 1zin penangkapan ikan.
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Bab Ketiga menegenai Pelaksanaan izin penangkapan ikan di wilayah laut
kewenangan Propinsi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 akan
mengetengahkan Tata cara pemberian izin penangkapan ikan, Izin penangkapan tkan
dalam perundang-undangan dan praktek, Kesemjangan [zin penangkapan ikan dalam
perundang-undangan dan praktek, dan Pencabutan izin pennagkapan ikan di wilayah
laut kewenangan Propinsi.

Bab Keempat yang merupakan bagian penutup akan mengetengahkan
kesimpulan dari pembahasan dan saran.
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BAB H
WEWENANG IZIN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT
KEWENANGAN PROPINSI JAWA TIMUR

MENIRUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999

2.1. Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Memberikan
Izin Penangkapan lkan
Di dalam Undang-Undang Nomeor 22 Tahun 1999, pasal 3 menyatakan
bahwa :
“Wilayah Daerah Propinsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1),
terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh dua belas rml laut yang
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah peratran
keputauan™.’
Dari ketentuan tersebut nampak secara jelas bahwa pemerintah dacrah Propimsi
mempunyai kewenangan pengelolaan atas wilayah lawt. Kewenangan pengelolaan
atas wilayah laut itu ditcgaskan hanya sejach 4 mil (1 mil laut = 1,825 km)’.  Jenis-
jemis kewenangan pengelolaan wilayah laut yang dimiliki oleh pemerintah daerah
Propinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pasal 10
ayat (2) mencakup :
a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut

sebatas wilavah laut tersebut;

' Lihat, {Undune-Undang Nomor 22 Takun 1999tentang Pemerimahan [aerah
? Satroltas Lantamal T Surabava, /asi! wawan cara dengan Kepala Bagiun Taxy Usaha, Scpiember
2002
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b. pengaturan kepentingan administratif;

c. pengaturan tata ruang;

d. pencgakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah

atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerntah; dan

e bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Di dalam pasal 10 ayat (2) tersebut secara implisit baltwa pemerintah daerah Propinsi
memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada masyarakat ferkait dengan
kegiatan pengelelaan sumberdaya ikan di laot.

Perizinan mempunyal makna yang sangat penting bagi kelangsungan dan
kelestarian sumberdaya ikan yang ada di wilayah Propmsi Jawa Timur. Izin
merupakan salah saty unsur penting dalam pengelolaan sumber daya ikan. Pasal 1
Undang-Undang Nomer 9 Tahun 1985 menyatakan bahwa Pengelolaan sumberdaya
tkan adalah semua upava vang bertujuan agar sumber dava ikan dapat dimanfaatkan
secara optimal dan berlangsung terus menerus’. Sedangkan pemanfaatan sumber
dava 1kan meliputi kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan. Olch
karcna itu atas dasar kcwcnangan vang dimiliki pemerintah  daerah  Propinst
mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pengendalian
terhadap kegiatan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan di wilayah laut yang
menjadi kewenangannyva.

Kewenangan pemenntah daerah Propinst untuk melakukan pengawasan dan

pengendahian terhadap kegiatan penangkapan ikan maupun pembudidavaan tkan

* Lihas, { 'ndang-1 /ndang Nomor 9 Tahun 1985 remang Pertkanan
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dapat dilakukan melalyi sistem perizinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 9
Tahun 1985 tentang Perikanan jo Peranran Pemerintah Nomer 15 Tahun 1990
tentang Usaha Perikanan telah ditentukan bahwa setiap keglatan usaha pertkanan
vang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukurs harus memiliki 1zin. Peraturan
Pemerintah Nomer 15 Tahun 1990 pasal 6 menyatakan bahwa setiap perusahaan
perikanan vang melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia
wajib memiliki izin usaha perikanan Menunut Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1985 pasal 2 wilayah perikanan Indonesia meliputs

a. Perairan Indonesia;
b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam
wilayah RI;

C. Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE).*

Sedangkan vang dimaksud dengan perairan Indonesta menurut Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, pasal 3 menyatakan bahwa wilayah
perairan Indonesia meliputi flaut territorial Indonesia, perairan kepulauan dan
perairan pedalaman.”  Akan tetapi kewajiban memiliki izin usaha perikanan terscbut
dikccualikan bagi kegiatan penangkapan ikan vyang dilakukan oleh nelayan dengan
menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar
atau motor dalam berukuran tertentu.

Menurut ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 1990

bahwa pemberian izin usaha perikanan merupakan kewenangan Gubernur Kepala

* Libat, tndang-Undang Nemor 91ahim 1985 temang Perikanan
* Lihat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
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Daerah Tingkat | atau pejabat yang ditunjuknya. Kewenangan Gubemur atau pejabat
vang ditunjuknya untuk memberikan izin usaha perikanan dan surat penangkapan
ikan kepda perusahaan perikanan yang melakukan penangkapan ikan vang
berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan nhdak
bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang
berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih
dari 90 DK, dan berpangkalan di wilayah administrasinya scrta tidak menggunakan
modal dan atau tenaga asing.

Akan tetapi, pada era reformasi dengan lahimya Undang-Undang Nomer 22
Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 1990 dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomer 141 tahun 2000 tentang Usaha Perikanan. i dalam Peraturan
Pemerintah Nomer 141 tahun 2000 pasal 10 secara tegas menyatakan :

a Gubemmur atau Pejabat yang ditunjuknva memberikan [UP, SPI, SIKPPIH
dan SIKPIl kepada perusahaan penkanan atan perorangan yang
melakukan penangkapan ikan atas wilayah laut sgjauh 12 mil laut yang
divkur dari garis paniai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan
kepulauan vang berdomisii &  wilayah administrasinya, yang
menggunakan kapal perikanan bermotor dalam ( inboard motor) yang
berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesmnnya berkekuatan
tidak lebih dari 90 DK, dan berpangkalan di wilayah administrasinya scrta

tidak menggunakan meodal dan atau tenaga asing.
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b. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditumjuknya memberikan JUP, SPI,
SIKPPII dan SIKPH kepada perusahaan perikanan atay perorangan yang
melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah laut Kabupaten/Kofa yang
berdomisii & wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal
perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal
perikanan bermotor dalam ( inboard motor) yang berukuran tidak lebih
dari 10 GT dan atau vang mesinnya betkekuatan tidak lebth dan 30 DK,
dan berpangkalan di wilayah administrasinya scrta tidak menggunakan
modal dan atau tenaga asing.

Ketentuan mengenai tata cara pemberian TUP, SPI, SIKPPII dan SIKPII diatur
oleh Gubernur dan Bupati / Walikota dengan berpedoman kepada tata cara pemberian
izin usaha perikanan yang diatur oleh Menteri. Pasal 1t Peraturan Pemermtah Nomert
141 Tahun 2000 merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Propinsi untuk
mengeluarkan izin usaha perikanan dan surat penangkapan ikan terhadap perusahaan
perikanan atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah laut
kewenangannya.

Selanjutnya berkaitan dengan  kewenangan daerah  Propinsi  maupun
Kabupaten / Kota untuk memberikan izin yang terkait dengan kegiatan di bidang
usaha perikanan, pemerintah menetapkan Peraturan Pemermtah Nomor 54 Tamm
2002 tentang Usaha Perikanan., Di dalam peraturan pemerintah ini menyatakan
bahwa secgala peraturan perundangan yang lahir terdahulu yang tidak bertentangan

dengan peraturan pemerintah ini tetap berake.  Khususnya terkait denmgan
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kewenangan pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota untuk memberikan

perizinan di bidang usaha perikanan tidak ada perubahan.

2.2. Pemberian Ikuin Pepangkapan lkap Di Wilavah Laut Kewenangan

Daerah Propinsi

[
9
—

Landasan Operasional Kewenangan Pemerintab Daerah Propinsi Jawa
Timur Memberikan lzin Penangkapan lkan

Merujuk kepada Peraturan Pemerintzh Nomor 54 tahun 2002 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990
tentang Usaha Pertkanan yang secara tegas mengatir kewenangan Pemernmtah daerah
Propinsi untuk memberikan izin atas kegiatan di bidang usaha penikanan di wilayah
laut kewenangannya. Namun demikian dalam konteks demikian pemermtah daerah
Propinsi ( Jatim) tidak serta merta langsung melaksanakan ketentuan tersebin.

Pemenntah daerah Propmsi Jawa Timur perlu merumuskan suatu kebiyakan
yany menggtar leatang pelaksamaan puizian ivesebut berdasarkan kewenangan yang
dimiliki yang diatur dalam peraturan perundangan dalam bentuk Peraturan daerah
Propinsi Jawa Timur. Sectelah pemerintab Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1985 tentang Perikanan, yang i dalamnya ada ketentuan bahwa setiap
perorangan atau badan hukum vang melakukan kegiatan usaha perikanan harus
memiliki 1zin.  Lebih keras lag dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa
kegiatan usaba perikanan baik menangkap tkan alay membudidavakan ikan vang

dilakukan tanpa izin diancam sebagai telah melakukan tindak pidana
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Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang
Perikanan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Timur menetapkan Peraturan
Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tabun 1989 jo. Perda Nomor 28
Tahun 1994 tentang [zin Usaha Perikanan di Propinsi daerah Tingkat [ Jawa Timur.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah TK. T Jawa Timur Nomor 10 Tahun 1989 tentang
Izin Usaha Perikanan digunakan sebagai landasan operasional bagi pemenntah daerah
Propinsi Jawa Timur untuk memberikan izin usaha perikanan yang dilakukan olch
masyarakat di wilayah Propinsi Jawa Timur. Sehubungan dengan ditetapkarmya
Perda tersebut maka Gubernur Jawa Timur menetapkan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat [ Jawa Timur Nomor 3 Tahun (998 tentang Izin Usaha Perkanan di
wilayah Jawa Timur.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Jawa Timur Nemor 10 Tahun 1989 jo.
Perda Nomor 28 Tahun 1994 tentang Izin Usaha Perikanan di Propinsi daerah
Tingkat [ Jawa Timur ini ditetapkan jauh sebelum lahimya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemenintahan Dacrah.  Akan tetapt Peraturan Daerah mi
hingga sckarang tidak dicabut, schingga ketentuan tersebut masih berdaku untuk
melaksanakan ketentuan vang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 1990 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tamm 2000 tentang Usaha
Perikanan yang secara tegas mengatur kewenangan Pemerintah daerah Propinsi untuk
memberikan izin usaha perikanan yang merupakan cerminan pelaksanaan otonomi

daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.
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2.2.2. Jenis Kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Memberikan I[zin
Penangkapan Ikan
Berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor {41 Tahun 2000 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 1990 tentang Izin Usaha Perikanan pasal 10
yang menyatakan bahwa :
Gubernur atau Pejabat vang ditunjuknya memberikan LUP, SPI, SIKPPII dan
SIKPH kepada perusahasan perikanan atau perorangan yang melakukan
penangkapan ikan atas wilayah laut sejanh 12 mil laut yang diukur dan gans
pantai ke arah laut lcpas dan atau ke aiali peianai kepulauan yang berdommsih
di wilayah administrasinya, yang menggumakan kapal pernkanan bermotor
dalam ( inboard motor} yang berukwran tidak lebili dari 30 GT dan atau yang
mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 DK, dan berpangkalan di wilayah
administrasinya serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing.”
Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah Propinsi merumuskan kebyakan
tentang pelaksanaan (operasional) terkait dengan kewenangan memberikan izin usaha
perikanan di wilavah laut yang menjadi kewenangannya. Setiap kegiatan usaha
perikanan vang dilakukan oleh perusahaan perikanan (badan hukum) maupun
perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomer 141 Tahun 2000 terscbut khususnya di wilayah laut kewenangan
Propmnsi, perizinannya ditetapkan oleh Gubemur atan pejabat yang ditunjuknya
berdasarkan peraturan Perundangan yang beriaku
Ketentuan pasal 10 Peraturan Pemernintah Nomor 15 Tahun 1990 jo. Nomor

141 Tahun 2000 yang secara tegas telah mengatur bahwa pemerintah daerah Propinsi

mempunyal wewenang untuk membenkan s7n usaha pertkanan Di dalam teon

® Lihar Perangan Pemcrintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang {saha Perikanan
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hukum  adminsitrasi menurut Philipus M. Hadjon, bahwa cara memperoleh
kewcnangan terdiri dani tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan wandat.’

Atribusi adalah cara mendapatkan kewenangan karena adanya ketentuan
perundangan.  Kewenangan atribusi memiliki kekuatan yaog sempurna dalam
penyelenggaraan urusan rumah tangga, schingga melahu atribusi ada kewenangan
untuk membuat keputusan yang sumbernya berupa perundangan dalam arti material.
Dalam perumusan vang berbeda bahkan memberikan penegasan bahwa  yang
lahimya dad atribusi dianggap merupakan kewenangan untuk lahimya kekuasaan
bidang tertentu dan pemberiannya kepada organ pemerintahan pada lngkup jabatan
tertentu.  Atribusi sebagai cara pemberian kewenangan berdasarkan perundangan
tentunya dalam pemberian kewenangan atribusi terikat pada ketentuan siapa yang
berhak memberikan kewenangan. Penctapan ketentuan mengenai siapa pemberi
kewenangan atribusi ini penting karena menyangkut sah atau tidaknya kewenangan
terscbut dilaksanakan.  Indroharto memberikan perincian tentang pihak yang
berkapasitas dalam pemberian kewenangan atribusi menjadi dua pihak yaitu :

1. Original legislator yaitu pembentuk konstitusi (MPR dan DPR

bersama Pemerintah) sebagai pihak vang melakukan undang-undang
atau Pemerintah daerah secbagat pihak yang melahirkan Peraturan

Daerah.

" Phitipus M. Hadion, Pengantar Hidasm Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press,
Cetakan keenam, 1999 hal 130
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t

Delegated legislator yaitu Pemerintah dengan kewenangannya yang
diperoich dari undang-undang mengeluarkan peraturan yang kemudian
menciptakan kewenangan untuk dilimpahkan kepada jabatan atau
pihak pemernntah tingkat tertentu.”

Delegasi adalah pelimpahan kewenangan yang telah ada pada pemerintahan
atau lingkup jabatan tertentu (karcna memperoleh kewenangan secara atnbusi)
kepada badan atau lingkup jabatan tertentu laionya.  Dalam cara pembenan
kewenangan delegasi selalu didahulut dengan adanya atribusi pada delegans (pemben
delegasi). Kewenangan dalam model delegasi melimpah dan menjadi tanggung
jawab delegataris (penerima delegasi) sehingga delegasi harus definitif.

Nalam mekanisme delegasi, dapat dikategorikan sebagal kewenangan tingkat
dua sebab kewenangan yang menjadi tanggung jawab delegatans sesungguhnya
merupakan kewenangan atribusi dari perundanpan yang kemudian didelegastkan lapi
kepada delegataris.  Oleh sebab itu pelimpahan kewenangan delegast harus
memenuhi persyaratan scbagai berikut .

1. Nelegasi harus defininf yaitu kewcenangan delegasi yang  sudah
ditimpahkan kepada delegataris sudoh tidak  memungkinkan  bagi
delegator mengmmakannya lagi alas nama pemberi kewenangan.

Kaitannya denga persyaratan mi SF Marbun memberikan penstilahan

* Tndroharto, { fsaka Memabami Undang-Undang reptang Peradilan Tawe Vsaha Negara b 1, Sinar
Harapan, Jakarta. 1996, him. 90
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Ixpressimlied yang menunjukkan kewenangan harus jelas maksud dan
tujuannya.’

Delegasi hanya diperbolehkan apabila delegas tersebut bersumber dari
ketentuan perundangan dan  ketentuannya memungkankan  untuk
pelaksanaan delegasi.

Delegasi  ditujukan kepada bawahan, schingga menjadi pembeda
dengan pelimpahan model mandat.

Adanva kewajiban membenkan keterangan vaitu delegasi berwenang
untuk meminta penjelasan mengenal pelaksanaan atas kewenangan
delegasi yang ftelah dilimpahkan.  Fungsi im1 merupakan fungsi
pengawasan (monitoring) agar muatan delegasi tetap terjaga dalam
pelaksanaannya.

Peraturan kebiiakan dapat diberikan kepada delegataris mengenant

penggunaan kewenangan tersebut.

Persyaratan tersebut di atas penting scbagai upaya agar dalam proses delegasi sah,

schab dalam hal tertentu Pengadilan Tata Usaha dapat saja membatalkan suatu

kewenangan delegasi karena adanva kekuarangan dalam proses delegasi.

Pencrapan delegasi dan atribusi untuk Indonesia perlu kehati-hatian karena

behun tentu menjadi anugerah bagi dacrah babkan bisa jadi justru sebagai beban dan

pada glrannva otonomt menjadi perscafan.  Urusan rumah tangga luas dengan

“SF Marbun, Peracilan Administrasi . .. ., Op Cir, lm. 154
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prinsip formal im dalam kaitannya dengan pemberian kewenangan dalam
pelaksanaan dapat dilihat dalam kenyataan ¢reality) sebagai baertkut :

1. Kemungkinan karena sumberdaya (resources) di daerah yang terbatas,
maka daerah nidak mumgkin mengurus semua urusan pemerintahan
yang secara yuridis adalah kewenangan daerah.  Makin keal
sumberdaya daerah scmakin sedikit pula kewenangan yang dapat
dilaksanakan sehingga otonomi luas memjadh otonomi terbatas.

2. Sangat mungkin teriadi dalam satu atan beberapa urusan justru antara
Pusat dan Daerah tidak melaksanakan sama sckali karena Pusat
menganggap sudah diurus oleh dacrah tetapi daerah sendin merasa
tidak mampu mengurus / melaksanakannya,

3 Makin terbatasnva kemampuan daerah dalam  melaksanakan
kewenangan maka semakin besar kewenangan pusat akan dilakukan
Pemerintahan  Pusat. Hal i akan mengakibatkan adanya
kecenderungan sentralistik sehingga otonomi semakin jauh dari
harapan.

Mandat adalah pelimpahan kewenangan kepada bawahan dalam hubungan
jabatan intern dan nitin dengan tujuan membenkan kewenangan kepada bawahan
untuk membuat keputusan atas nama pemberi mandat.  Mandat masuk dalam
kelompok delegasi karena sementara ahli menganggap dua bentuk pelimpahan

kewenangan int merupakan mekamisme yvang terjadi dalam sektor eksekutif.
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Perbedaan antara keduvanya torletak pada prosedur pelimpabannya dimana
mandat prosedurnya terjadi dalam intern lingkungan jabatan.  Demikian pula
tangpung jawabnya dalam mandat tetap pada mandans sehingga langgung gugafmya
ada pada mandans. Di samping adanva tiga perbedaan dalam cara pelimpahan
mandat dan delegasi tersebut (tanggung jawab, tanggung gugat dan cara pelimpahan)
ada lagi perbcdaan antara keduanya yaitu dalam bal yang berkaitan dengan peluang
dipergunakannya lagi wewenang yang didelegasikan. o

Dalam konteks hukum administrasi mandat selal: mengacu pada pemaknaan
pelimpahan kewenangan yang di dalamnya tidak terjadi pengaliban kewenangan
tetapi yang ada adalah pemberian tugas pelaksanaon atas nama.  Pemaknaan ini
akan berkaibat lain bila ditinjau mandat i dalam Hukum Tata Negara terutama
dalam hubungan antara Presiden dan MPR.

Mengacu kepada teori-tcori hukum administrasi tersebut di atas, maka
kewenangan daerah Propinsi untuk memberikan izin usaha perikanan di wilayah laut
kewenangan Propinsi mcrupakan kewenangan atribusi.  Akan tctapi hal imt akan
menjadi berlainan apabila memabami isi sclamjuinya yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah tersebut vang menyatakan bahwa tata cars pemberian izin  harus
berpedoman kepada tata cara pembenan izin yang ditentukan oleh Menteri. Dalam
hukum administrasi demikian ini sering terjadi sehingga merupakan ketidak

konsistenan pembuat penndangan  Pada saty sisi pemerintah daerah Propinst secara

" Phitipus M. Hadion, Fumgsi Normaiif Hulam Administrasi dalam mewnjudkan Pemeriniahan yang
bersih, Pidato Guru Besar, Unair, Surabava, 10 Oktober 1994, him. 8
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atribusi mempunyai kewenangan untuk memberikan izin tersebut, akan tetapi untuk
memberikan izin harus berpedoman kepada tata cara yang ditetapkan Menten.
Dalam konteks ini tampak adanya delegasi kewenangan dari Pusat kepada daerah
Propinsi untuk memberikan izin. Pada hal sesuai dengan perundangan yang berlaku
pemerintah daerah Propinsi mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan
tersendiri tanpa harus mberpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oletr Menten.
Dalam tinjauan lain disamping kewenangan lahir karena atribust berdasarkan
penmdangan, juga ada pula kewenangan yang lahir karena tiga hal yaitu
a. Berkewenangan Kkarena secamm material urusan tersebut merupakan
bagian dari kewenangan.
b. Berkewenangan karena secara kewilayahan wrusan tersebut menipakan
lingkup wilayah tanggung jawabnya.
c. Berkewenangan karena memsut waktn merupakan skope ataa Ingkup
periode/masa kekuasaannya.''
Menurut teori ini, maka kewenangan pemerintah daerah Propinsi membertkan izin
usaha perikanan dan surat penangkapan ikan karena secara kewilayahan urusan
tersebut merupakan lingkup wilayah tangpung jawabnya. Menurut Bagyr Manan,
kewenangan tersebut dapat pula ditelusuri melalui analisis atas ketentuan pengaturan

pokok yang berhubungan dengan basis yang mendasari lahimya kewenangan.

" SF Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif & Fadoreyi, Liberty,
Yogyakarta, 1997, hal. 132

"2 Bagir Manan, Menyongsong Fajar (tonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Istam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hal 55
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22.3. Organ Pemerintah Daerah Propinsi Yang Diberi Kewenangan
Memberikan Izin Penangkapan Ikan
Ketentuan perundangan yang diatur dalam Peraturan Pemenntah Nomor I3
Tahun 1990 jo. Nomor 141 Tahun 2000 jo. Nomor 54 Tahum 2002 tentang Usaha
DPerikanan menyatakan bahwa kewenangan memberikan izin penangkapan ikan pada
dasarnya tiga organ pemerintahan yaitu -
a. Menteri atau Pejabat vang ditunjuknya (mesteri vang bertanggung jawab
pada bidang kelautan dan perikanan),
b. Gubemur atau Pejabat yang ditunjuknya;
C. Bupati atau Pejabat yang ditujuknya.
Ketiga organ pemerntahan di atas mempunyai kewenangan untuk memberikan 1zin
pada lingkup vang berbeda-beda berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah.  Perbedaan m mencakup
aspek-aspek sebagai bertkut
l. adanya pembagan kcwenangan pengelolaan atas wilayah laut antara
Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten / Kota.
2. kualifikasi jemis kapal perikanan yang yang digunakan untuk
melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut.
3 jalur penangkapan tkan yang ditentukan oleh Menteri.
Setiap kegiatan penangkapan tkan vang dilakukan olch perorangan atau badan
hukum vang mcmegang lzin Usaha Perikanan yang memenuhi kualifikasi pasal 10

Peraturan Pemerintah Nomeor 15 Tahun 1990 jo. Nomor 141 Tahun 2000 jo. pasal 13
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Peratwran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, kewenagan perizinannya berada di
tangan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya.

Di dalam terori hukum perizinan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadyon,
organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin pada wnumnya diatur datam
peraturan perundangan’. Hal ini penting karena setiap kepufusan yang memberikan
izin harus diambi oleh organ yang berwenang berdasarkan permohonan yang
diajukan oleh pthak pemchon.

Kewenangan Gubernur memberikan izin usaha perikanan  dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuknya.  Pemenntash Daerah
Propinst Jawa Timur telah memutuskan untuk memberikan kewenangan perizinan
usaha perikanan kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur melalm
Keputusan Gubermur Kepala Dacrah Tingkat T Jawa Timur Nomor 3 Tahua 1998.
Oleh sebab itu setiap permohonan perizinan usazha perikanan yang menrupakan
kewenangan daerah Propinsi diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan.

Berdasarkan permohanan itu Kepala Dinas Perikanan Propinsi akan
melakukan penilaian yang selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan izin
tersecbut dikabulakan atau ditolak. Terkait dengan penerimaan atau penolakan suatu
izin merupakan kewenangan Kepala Dinas Perkanan Propins: terhadap syarat-syarat

menurut ketentuan perundangan vang harus dipenuhi oleh pemohon.

'* philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Ferizinar, Fakultas Hukum Universaas Airlangga,
Surabaya, 1992, him. 22
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2.3. lzin Usaha Perikanan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Propinsi
Menunit ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 jo. Nomor
141 Tahun 2000 jo. Nomor 54 Tahun 2002 jenis perizinan yang terkait dengan
kegiatan nsaha perikanan meliputi :

1. Izin usaha perikanan (IUP) ialah izin tertulis yang harus dimilik
perusahaan perikanan untuk melakukan wsaha perkanan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izm.

2. Persetujuan penggunaan kapal asing (PPKA) ialah persetujuan yang
diberikan kepada perusahaan perikanan yang telah memiliki JUP untuk
menggunakan kapal perkanan berbendera asing dalam rangka kerjasama
dengan orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikandi Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEET).

3. Surat Penangkapan ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap
kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan keglatan
penangkapan ikan di perairan Indonesia dan atau zona ckonomi eksklusif
Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari IUP,

4. Surat izin penangkapan ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki
setiap kapal perikanan berbendera asing yang dipergunakan olch
perusahaan Indonesia yang telah memiliki JUP dan PPKA untuk
melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEEI dan merupakan bagian tak

terprsahkan dan PPKA.
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Surat izin kapal penangkapan dan pengangkutan tkan Indonesia (SIKPPIT)
yaitu surat yang arus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia
dalam satuan armada penangkapan tkan untuk melaknkan kegiatan
penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan
perikanan.

Surat 1zin kapal pengangkut ikan Indonesta (SIKPII) yaitu swmrat izin yang
harus dimsbiki setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk
melakukan kegatan pengangkutan tkan vang dipumakan oleh perusahaan
perikanan,

Surat izin kapa! pengangkut ikan asing (SIKPIA) ialah surat 1zin vang
harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing untuk
melakukan kegiatan pengangkutan itkan yang digunakan oleh perusahaan
perikanan.

Surat Persetujuan kapal pengangkut ikan asing (SPKPIA) yaitu sumat
persetujuan yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera
asing untuk mclakukan kcgiatan pengangkutan yang digmmakan oleh

perusahaanbukan perusahaan perikanan.

Dan berbagai macam izin yang terkait dengan kegiatan usaha perkanan yang

dilakukan ol¢h perusahaan penkanan baik yang bersifat perorangan maupun badan

hukum, tidak semua pembenan izin tersebit merupakan kewenangan satu organ

pemerintahan.  Akan tetapi kewenangan pemberian izin-izin ity tergantung kepada

kualtfikasi yang telah ditetapkan berdasarkan perundagan yang berlaku.
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Dj dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 jo. Nomor 141 Tzhun
2000 jo. Nomor 54 Tahun 2002, masing-masing mengatur kewenangan pembetian
izin terkait dengan kegiatan usaha perikanan sesuai dengan klasifikasi tertentu,
Khususnya pemberian izin usaha perikanan di wilayah laut kewcnangan Propinsi
sejaull 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan
kepulavan yang merupakan kewenangan Gubermur atau pejabat yang ditunjuknya
meliputi :
a Izin usaha perikanan (IUP);
b. Surat penangkapan ikan (SPI),
c. Surat izin kapal penangkapan dan pengangkutan ikan Indonesia
(STKPPIL); dan
d. Surat zin kapal pengangkut ikan Indonesia (SIKPII).
Kewenangan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya memberikan perizinan
usaha perikanan hanya diberikan kepada perusahaan perikanan baik perorangan atau
badan hukum vang berdomisili di wilayah adminsitrasinya, yang menggunakan kapal

perikanan bermotor dalam (inboard) vang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau

wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing.
Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomr 15 Tahun 1990 tentang

Usaha Perikanan, pemerintah daerah Propinsi Jawa Timuor mengeluarkan Perda

Nomor 10 Tahun 1989 tentang lzin Usaha Perikanan di wilavah Propinsi Jawa Timur

kewenangan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya yang dalam hal i Kepala
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Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur memberikan izin-izin tersebut yang memenuhi
karalifikast bahwa kapal yang digunakan berukuran ndak lebih dari 30 GT dan ataw
mesinnya berkekuatan tidak lebth dari 90 DK.  Dalam hal imi semua perusahaan
perikanan yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan kapal penkanan
yang sesuai dengan ketentuan (erscbut merupakan wewenang Gubernur, sehingga
permohonan izin diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi karcna Gubernur
telah menycrahkan tugas berkaitan dengan penzinan usaha perikanan kepadanya
herdasarkan Keputusan Gubermur Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 1998,

Akan tetapi setelah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 mengalam
perubahan berdasarkan Peraturan Pemermtah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha
Perikanan maupun keputusan pemerintah menetapkan Peraturan Pemenintah Nomor
54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, perizinan usaha pertkanan yang sebelumnya
merupakan kewenangan Gubernur mengalami perubahan yaitu

a. Gubermr  atau Pejabat  yang ditunjuknya mempunyai  wewenang
menerbitkan [UP, SPI, SIKPPII dan SIKPII kepada perusahaan perkanan
vang menggunakan kapal perikanan vang berukuran tidak Icbih dari 30
GT dan atan mesinnva berkekuatan tidak lebih dari 90 DK.

b. Bupat: / Walikota atau Pejabat yang ditunjuknya membertkan [UP, SPI,
SIKPPII dan SIKPII kepada perusahaan pertkanan yang menggunakan
kapal penkanan yang berukuran tidak lebih dani 10 GT dan atau mesinnya

berkekuatan tidak lebih dan 30 DK.
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Dalam Peraturan Pem¢rintah Nomor 141 Tahun 2000 pasal 10 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Talum 2002 pasal 13, membenkan kewenangan kepada
Gubernur dan BupatvWalikota membenkan penizinan nssha penkanan,  Dalam
konteks i yang semula menjadi kewenangan Gubernur, maka berdasarkan peraturan
pemerintah tersebut untuk perusahaan perikanan yang menggunakan kapal perikanan
yang berukuran tidak lebih dari 10 GT dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih
dart 30 DK perizinannya merupakan kewenangan Bupati/Walikota.

Di dalam praktek vang berlangsung di wilayah Propinsi Jawa Timur hingga
sckarang bahwa pemenintah dacrah Propinsi telah melepaskan tanggung sawab
perizinan yang sebelumnya merupakan kewenangannya, namun pemerintah daerzh
Kabupaten / Kota & wilayah Propinsi Jawa Timur hingga sckarang belum
mengeluarkan perizinan berkaitan dengan kegiatan usaha perikaman. Hal im terjadi
karena pemerintah daerah Kabupaten/Kota belum mengeluarkan Peraturan daerah
berkaitan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 pasal 10
dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 pasal 13 yang memberikan
kewenangan kepada Bupati’Walikota memberikan izin usaha perikanan, Oleh sebab
itu perusahaan perikanan di wilayah Propinsi Jawa Timur vang melakukan kegiatan
usaha perikanan dengan menggumakan kapal berukuran tidak lebih dan 10 GT dan
atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 GT, bila akan melakukan kegiatan
penangkapan ikan hanva mencatatkan atau melaporkan kepada Kepala Pelabuhan

Pangkalan (Syahbandar).
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Kewenangan pemerintah dacrah Propinsi membernkan izin usaba perikanan di
wilayah taut kewenangannya bila dikaitkan dengan Keputusan Menten Pertanian
Nomor : 392/Kpts/TK 120/4/99 tentang Jalur-Jalor Penangkapan Ikan.  Jalur-Falur
Perikanan sebagai benkut

a. Jatur Ia vang melipdi wilayah lawt 0-3 mil

Dalam jalur ini kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan s
(seperempat) badan kapal wajib dicat dengan wamma putih  Jalor mi hanya
diperbolehkan bag :

1. Alat penangkap ikan tetap.

o

Alat penangkap ikan tidak menetap yang tidak dimodifikasi.

3. Kapal perikanan tanpa motor dengan panjang maksimum 10 meter.
Dalam jalur ini dilarang bagi Kapal perikanan yang memenuhi kuatifikasi jalur :

1 h: 1,2, dan 3.

2. I - 1, 2abc dan 3.

3 I : 1, 2, 3abe, dan 4,
b. Jatur 1h yang meliputi wilayah laut 3-6 mil

Kapal perikanan yang beroperasi melakukan pepangkapan ikan wapb
mengecat 4 (seperempat) badan kapal dengan wama merah. Pada jalur i hanya
boieh ;

l. Alat penangkap ikan tidak menetap vang dimodifikasi.

]

Kapal perikanan -

a tanpa motor dan / motor tempel, panjang max. 10 m,
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b. motor tempel dan otor dalam, panjang max. 12 m, GT max. 5.

C. Purse seine, panjang max. 150 m.

d. Drift gill net, panjang max. 1000 m.
3. Jalur ini boleh bagi kapal yang memenuhi kuahifikasi jalur Ia : 1,23,
namun dilarang untuk kapal perikanan yang berkualifikasi jalur I : 1, 2abc, 3
maupun 111 ; 1, 2, 3abc.
Jalur Il yang meliputi wilayah lawt 6-12 mif

Dalam jalur i kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan

wajih mengecat Y4 (seperempat) badan kapal dengan wama oranye dan hanya boleh

bagi

Tesis

1. kapal pertkanan motor dalam, ukuran max. 60 GT.
2. kapal perikanan dengan alat penangkap ikan :
a. purse seine, kapal bukan group, pajang max. 600 m, dan purse
scine, 2 kapal bukan group, panjang max. 1000 m.
b. tuna long ling, mata pancmg max. 1200.
c. Dnift mit, panjan. 2.500 m.
3. kapal pukat teri dan lift net.
4. Jalur miboleh bagi kapal perikanan yang berkualifikasi jalur la : 123
danib:1.23
5. kapal perikanan untuk peoelitian, survey, eksplorasi, dan latihan

dengan persetujuan Dirjen Perikanan.
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Pada jalur i dilarang bagi kapal penkanan yang memenuhi kualifikasi jalur 111 :
1,2,3abc, kapal pertkanan dengan jaring max. 25 mm (| inch), dan kapal perikanan
purse seine cakatang tuna max. 75 mm (3 inch).
d Jalur [ yang meliputi wilayah laut lebih dari 12 mil
Kapal perikanan yang melakukan operast penangkapan ikan di jalur im waijtb
mengecat 4 {seperempat) badan kapal dengan warna kumng. Pada jalur ini hanya
holeh bagi :
1. kapal perikanan berbendera Indonesia dengan ukuran max. 200 GT.
2. ZEE! Selat Malaka : kapal perikanan berbendera Indonesia dengan
ukuran max. 200 GT, Fish net max, 60 GT.
3. ZEE] di luar Selat Malaka :
a kapal penkanan berbendera Indonesia dan benbendera asing,
untuk semua alat tangkap dengan GT max. 350.
b. Purse semne, 350-800 GT dan purse scine group beroperasi di
luar 100 msl laut.
c. Kapal perikanan berbendera asmg harus didasarkan pada
peraturan perundang-undangan vang ada.
4 kapal perikanan pukat tert dan lift nei.
5. Boleh bagi kapal yang memenuli kualifikasi jalur ; Ta : 1,23 : Ib :
123danli: 1,23
6. kapal perikanan untuk penelitian, survey, eksplorasi, latihan dengan

persetyuan Dirjen Perikanan |
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Pada jalur im dilarang bagi kapal-kapal perkanan :

I, kapal perikanan purse seine pelagis besar di Teluk Tomini, Laut

Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Flores dan Laut Sawu.

2. kapal perikanan dengan jaring max. 25 mm (1 inch).

3 kapal perikanan purse seine cakalang tuna max 75 mm (3 inch).

Ketentuan mengenai  jalur-jalur penangkapan ikan ini  apabila dikaitkan
dengan kewenangan Gubemur atau pejabat yang ditinjuknya membenkan izin usaha
perikanan, maka kewenangan Gubermur sebaga Kepala Pemerintahan Daerah
Propinsi atau Pejabat vang ditunjuknya yang mempunyai kewenangan membenkan
izin usaha perikanan di lawt kewenangannya sejauh 12 mil, schingga kewenangan
membenkan izin terscbut melipyti izin penangkapan ikan di jalur Ib dan jalur 11

sesuai dengan keputusan menten.

24. Pentingngya Pemermtah Daerah Propinsi Memberikan lzin
Penangkapan Ilan
24.1. Lahirmya Izin Penangkapan Tkan
Izin merupakan keputusan suatu organ pemerintahan dalam suatu peristiwa
konkrit yang ditujukan pada pihak yang berkepentingan Lazimnya izin lahir setelah
pihak yang berkepentingae mengajukan permohonan untuk iu'*.  Karenanya
keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang mengajukan

pemohonan izin bak yang dilakukan oleh perorangan (haruuriijkpersoonnatural

" Op Cit, Wm. 23
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person) maupun badan hukum (rechtspersoonlegal person). Surat penangkapan ikan
merupakan persetujuan pemerintah melalui organ atau pejabat yang berwenang yang
diberikan kepada pihak pemohon untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam
keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.

Surat penangkapan ikan {SPI} merupakan bagian tak terpisahkan dan izin
usaha perikanan (IUP), sehingga untuk memperoleh surat penangkapan ikan (SPI)
perusahaan perikanan balk perorangan maupun badan hukum harus memuliki izin
usaha perikanan (IUP). Izin penangkapan ikan vang dimuat dalam surat penangkapan
ikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara memuat alasan yang baik yaitu organ
pemenntahan dengan jelas menunjukkan interpretast dant  aturan-aturan  yang
berkaitan dengan bidang perikanan.

Izin usaha penkanan (TUP)} merupakan syarat untuk lahimya izin penangkapan
ikan yang diberikan dalam bentuk surat penangkapan ikan (SPD) oleh organ
pemerintahan (penguasa) yang mempunyat kewenangan untuk itu.  Dalam hal i
organ pemermmtahan yang berwenang memberikan surat pemangkapan ikan adalah
Kepala Dinas Perikanan Propinsi (Jawa Timur). Oleh karena IUP merupakan syarat
untuk lzhimya SPI maka keputusan tata usaha negara yang berupa surat penangkapn
ikan itu tidak mungkin diberikan apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi.

Dh dalam Surat Penangkapan Ikan (SPI) dimmat suatu dictum yang
membenkan keputusan mengenai pembernian izin berdasarkan alasan-alasan kepastian
hukum. Keputusan pasti dalam surat penangkapan ikan bensi penetapan hak-hak dan

kewajiban-kewaitban yang disebutkan dalam izin penangkapan ikan tersebut. Hak
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dan kewajiban yang dicantumkan dalam SPI mencakup hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dani pthak pemegang izin dan organ pemerintzhan yang mengeluarkan
7in,  Berdasarkan izin yang tercantum dalam surat penangkapan ikan maka pihak
pemegang 1an berhak melakukan kegiatan penangkapan ikan di daerah vang telah
ditentukan dalam izin tersebut, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhbi oleh pihak
pemegang izin adalah melakukan kegiatan penangkapan ikan sesua peraturan
perundangan yang beraku dan ketentuan-ketentuan dalam izin tersebut. Apabila
pemegang izin penangkapan ikan tidak mentaati kewajiban-kewajiban yang telah
ditentukan maka pihak penguasa (organ pemerintahan) yang berwenang dapat
mencabut izin tersebut.  Demikian pula kewajiban pemerintah untuk memberikan
persetujuan  terhadap permohonan perpanjangan surat penangkapan ikan bagi

pemegang izin yang telah memenuhi kewajiban-kewajibannya.

2.4.2. Tujuan Izin Pepnangkapan Ikan Bagi Pemerintah Daerah Propinsi

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur suatu system perizinan pada
umumnya mempunyai fujuan berbagai tujuan yang antara lain ;
a. penguasa ingin mengarahkan atau mengendalikan kegiatan-kegiatan tertentu:
b. penguasa ingin mencegah bahava yang mungkin timbul;
C. ingin mehndungi obyek-obyek tertentu, dli

Terkatt dengan tujuan system perizinan dalam kegiatan penangkapan ikan
khususnya vang menjadi kewenangan pemerintah daerah Propinsi pada era

pelaksanaan otonomi dacrah tentu memiliki maksud tersendiri bagi terciptanya rasa
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keadilan bagi masyarakat setempat untuk ikut memkmati kekayaan alam yang
terdapat dit wilayah laut. Pemerintah daerah Propinst mempunyai hak pengelolaan
atas wilayah faut sejauh 12 ml, sehingga untuk tuman pengendalian sumberdaya tkan
di wilayah laut tersehut perlu pengawasan melalui svstem penzinan terhadap
kegiatan-kegatan penangkapan kan.

Pemerintah daerah Propmsi mempunyar kewajiban mengendalikan dan
mclestartkan sumberdava ikan vang terdapal di wilayah laut kewenangannya agar
dapat dinikmati oleh masvarakat sctempat pada saal sekarang maupun masa
mendatang.  Izin penangkapan tkan merupakan suatt langkah preventf vang
ditempuh pemenintah dacrah Propinst Jawa Tmnur cuna mclakukan pengawasan
(momtoring) terhadap sumberdaya tkan yang ada di wilayahnya. Dengan demikian
melalur 1zin penangkapan tkan dapat dijadikan sebagal upaya pelestarian sumberdaya
ikan di wilayah lau! kewenmangannya yang dapat menciptakan keseinbangan antara
daya dukung sumberdaya tkan yang dimihk: dan jumlah tangkapan ikan yang
diperbolehkan.

Ketentuan-ketentuan dalam izin penangkapan ikan merpakan kewajiban-
kewanban bagi pemepang izn untuk mentaatinva baik mengenal cara penangkapan
lkan maupun alat-alat yang digunakannya agar tijuan untuk menmikmati sumberdaya

ikan secara berkesimambungan dapat terwujud.
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2.4.3. Kewenangan Mengubah dan Menarik Kembali Izin Penangkapan lkan
Fungst organ pemerintahan {penguasa) daerah Propmsidalam menetapkan izin
penangkapan tkan dapat memutuskan untuk mengubah atan menarik kembali izin
vang telah diberikan kepada phak pemohon.  DPengubahan suatu wzin penangkapan
ikan vang tertuang dalam surat penangkapan ikan (SPI) berarti bahwa organ
pemerintahan {dalam hal im Gubermur atau Pgjabat yang ditunjuknya) yang telah
memben izin sebelumnya, mengubah isinya dan / atau ketentuan-ketentuan atan
syarat-syarat yang melandasi pemberian 1zin tersebut.  Pengubahan atau penarikan
kembali izin dapat terjad: karena berbagai alasan :
a. penyimpangan perizinan,

b. pandangan kebijakan yang berubah;

«

keadaan nvata yang berubah;
d. penarikan kembali sebagai sanksi.”*

Swurat penangkapan ikan (SPI) vang merupakan izin penangkapan ikan bagi
pemegangnya sebagai bagian tak terpisahkan dari izin usaha perikanan (IUP), dapat
pula mengalami pengubahan atau penarikan kembali yang dilakukan oleh organ
pemerintahan yang berwenang mengeluarkan izin.  Di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 141 Tahun 2000 ientang perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 1990 tentang Usaha Penkanan, pasal 10 ayat 3 secara eksplisit telah
dinyatakan bahwa kewenangan memberikan izin di bidang usaha perkanan vang

diuniliki pejabat yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut harus

" Philipus M. Hadjon, Op. Cir. blm. 124
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berpedoman pada tata cara pemberian izin yang diatur oleh Menteri.  Tata cara
pemberian perizinan usaha perkanan tersebut diatur dalam Keputusan Mentert
Pertanian Nomor : 815/Kpts/IK 120/11/90 jo. Keputusan Menteri Pertamian Nomor :
428/Kpts/1K . 120/4/99 jo. Keputusan Menter: Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor -
45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan.

Di dalam Keputusan Menteni tersebui diatur mengenar tata cara pembenan
izin berbagai kegiatan di bidang vsaha perikanan vang antarz lain izin penangkapan
ikan yang berupa surat penangkapan ikan. Perusahaan perikanan vang telah menmlikd
TUP, sebelum melakukan kegiatan usaha penkanan wajib memihki  surat
penangkapan ikan (SPI) untuk setiap kapal perikanan vang digunakan. Permohonan
SPI diajukan oleh perusahaan perikanan kepada Gubernur atau Pejabat vang
ditunjuknya dengan menggunakan formulir model Phn-1 dan wajib dilengkap :

1) Salinan IUP yang dilegalisir;

2) Salinan tanda pendaftaran kapal (Groose Akte),

3) Salinan surat ukur kapal;

4) Salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan;

5) Salnan dokumen tckms alat penangkap tkan yang dipunakan;

6) Ilasil pemeriksaan fisik kapal;

7} Bukt: pembayaran pungutan penkanan sesuai ketentuan vang berlaku.
Dalam SPI diletapkan :

1) Koordinat daerah penangkapan;

2) Alat penangkap ikan yang dipergunakan;
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3) Pelabuhan pangkalan;

4} Jalur penangkapan ikan vang terlarang;

5) ldentitas kapal;

6} Jumlah dan daftar penempatan ABK (Indonesia dan Asing);

7} Identitas kapal perikanan vang menjad: anggota Satuan Armada Penangkapan

tkan;

8} Kewajiban pemegang SPL
Surat Penangkapan Ikan (SPI) berlaku untuk jangka waktu

1} 3 (tiga) tahun , untuk pelages besar,

2) 2 (dua) tahun, unnuk pelags kecil;

3) 1 (satu) tahun, untuk demersal,
SP! dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama apabila memenuli persyaratan
dan Japoran kegmatan penangkapan.  Kapal Penangkap lkan untuk melakukan
penangkapan ikan wajib dilengkapt :

1y SPTasl;

2) Salinan [UP yang dilegalisir;

3} Log Book Penangkapan;

4} lLembar Latk Tangkap Operasional;

5) Surat izin Berlayar.

Bagt perusahaan perikanan yang tclah mempunyai SPI dapat mengajukan

perubahan SPI kepada Bupah/Walikota atau Pejabat vang ditumjuknva, dan dilakukan

sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan scjak SPI diperolch dan atap

Tesis I1zin Penangkapan lkan ...

Darto, S.H.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

59

sejak perubahan SPI diberikan. Sementara itu SP1 bisa dicabut oleh pemben izn

apabila :

Y

b
'

3)

4}

3

Perusahaan pertkanan tdak melaksanakan ketenfuan yang tercantum
dalam IUP dan atau SPL; atau

Perusahaan perikanan menggunakan kapal penkanan di lnar kegiatan
penangkapan ikan; atay

Perusahaan penkanan tidak lagi menggunakan Kapal perikanan yang
dilengkapi dengan SPI tersebut; atau

IIP yang dimliki oleh perusahaan perikanan terscbut dicabut oleh
pembert izin;

Perusahaan perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mergjuk pada tata cara pemberian surat penangkapan ikan (SPI) sebagaimana

diatur oleh Menteri, maka permberian SPI untuk kapal perikanan yang memenuhi

kualifikasi menurut pasal 10 avat (|} Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000

dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 vang beroperast di

wilayah laut kewenangan daerah Propinsi dikeluarkan oleh Gubernur atau Peiabat

yang ditunjuknya. Di dalam surat penangkapan ikan dicantumkan pula kewenangan

organ pemenntahan tersebut untuk mengubah atau menarik kembali izin yang telah

diberikan.
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BAB 1
PELLAKSANAAN IZIN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT
KEWENANGAN PROPINSI MENURUT UNDANG-UNDANG

NOMOR 22 TAHUN 1999

3.1.  Tata Cara Pemberian Izin Penangkapan lkan

lzin penangkapan ikan yang tertuang dalam surat penangkapan ikan
sebagat instrumen pemerintah daerah Propinsi vang digunakan untuk
melakukan pengawasan terhadap sumberdaya ikan di taut kewenangannya.
Izin penangkapan ikan merupakan sarana pengawasan dan pencegahan
terhadap kcgiatan penangkapan ikan agar tidak terjadi penangkapan ikan
secara berlebihan maupun menggunakan cara-cara yang dilarang oleh
peraturan perundangan karena berakibat pada kepunahan sumberdaya ikan .

Dalam hukum administrasi instrumen ini lazim digunakan
pemerintah (dalam hal ini pemcrintah daerah Propinsi jawa Timur) untuk
melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap suatu obyck tertentu.
Demikian pula izin penangkapan ikan vang diberikan dalam bentuk surat
penangkapan ikan (SPI) oleh pejabat atau organ pemerintahan yang
berwenang di lingkungan pemerintah daerah Propinsi {Jawa Timur).
Pengendalian dan pengawasan sumberdaya ikan ini perlu sccara terus
menerus dilakukan agar dapat diciptakan kescimbangan dan kelestarian

sumberdaya ikan di laut yang menjadi kewenangan Propinsi Jawa Timur.

60
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Oleh karena di dalam izin usaha perikanan vang menjadi kewcnangan
pemerintah daerah Propinsi ada dua jenis izin yang menjadi kewenangannya
dan merupakan bagian tak terpisahkan diantara keduanya, maka vang perlu
dipaparkan hanya [UP dan SPI.

Tata cara pemberian perizinan usaha perikanan bark JUP maupun SPI
vang merupakan kewenangan pemerintah daerah Propinst Jawa Timur
mclalui pejabat yvang berwenang yaitu Gubernur atau Pejabat vang ditunjuk
diatur dalam Perda Tingkat | Propinsi Jawa Timur Noemor 10 Tahun 1989 jo.
Nomor 28 Tahun 1994 tentang Penizinan Usaha Perikanan di wilayah
Propinst Jawa Timur dan peraturan perundangan yang berfaku. Selanjutnya
Gubernur tclah menunjuk Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur
berdasarkan Keputusan Gubernur Kepada Daerah Tingkat [ Jawa Timur
Nomor 3 Tahun 1998, schingga tata cara pemberian izin usaha perikanan
diajukan kepada Kcpala Dinas Penkanan Daerah Tingkat [ Propinsi Jawa
Timur dan sckarang menjadi Dinas Perikanan danKelautan Propinsi Jawa

Timur,

3.1.1. Prosedur Pemberian Izin Usaha Perikanan (ILP)

Setrap perusahaan perikanan baik vang bersifat perorangan maupun
badan hukum vang akan melakukan kegiatan usaha penikanan di wilayah laut
kewenangan Propinsi (Jawa Timur) wajib memiliki izin usaha perikanan

{IUP}. Pemcrintah daerah Propinsi membenkan 1zin usaha pertkanan kepada

Tesis I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

62

perusahaan perikanan berdasarkan permohonan yang diajukan kcpada
Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya. Dalam wilayah Propinsi Jawa
Timur permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kclautan
Propinst Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 3
Tahun 1998
Tata cara pemberian izin usaha perikanan (TUP) diatur dalam

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomeor 10 Tahun 1989 jo. Nomor 28
Tahun 1994, Permohonan diajukan oleh perusahaan perikanan kepada
Kepala Dinas Perikanan Propinst Jawa Timur dengan menggunakan formulir
model permohonan 1 (Phn-1) dan wajib dilengkapi dengan :

a. Rencana Usaha:

b. Laoran keuangan dan pajak;

c. Nomor pokok wajib pajak (NPWP);

d. Akte pendirianuntuk badan hukumatau Kartu 1anda Penduduk

untuk usaha perorangan;

3

Data personalia perusahaan;
f. Pernyataan kesanggupan membavar pungutan perikanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
lzin usaha perikanan (TUP) yang diberikan oleh Kepala Dinas
crikanan Propinsi Jawa Timur berlaku sclama perusahaan perikanan masih
mclakukan usaha perikanan. Izin usaha (IUP) berakhir, jika :

a. badan hukum pemegang izin bubar atau dibubarkan;
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b. izin dicabut olch Gubernur atau Pejabat yang ditunjuknya.
Pencabutan izin usaha perikanan oteh Gubernur atau Pejabat yang
ditunjuk dapat dilakukan jika :

a. Syarat-syarat yang te¢lah ditetapkan dalam Syrat Izin tidak
dipenuhi atau tidak ditaati oleh pemegang izin;

b. Dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah izin diberikan ternyata
pemegang izin tidak mulai menjalankan usahanya.

c. Berdasarkan pertimbangan tertentu berhubungan dengan
keamanan dan pertahanan negara, kepentingan pembinaan
kelestarian sumberhayati serta lal lintas pelayaran vang berlaku di
tcluk, selat dan perairan Jawa Timur mengharuskan izin dicabut.

d. Pemegang izin terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.1.2 Prosedur Pemberian Surat Penangkapan Ikan (SPI)

Perusahaan perikanan yang telah memperoleh izin usaha perikanan
(TUP), sebelum melakukan usaha penangkapan ikan, wajib memiliki surat
penangkapan ikan untuk setiap kapal perikanan yang digunakan. Ketentuan
demikian mcngandung maksud bahwa suatu pcrusahaan perikanan yang
telah mermiiki 1zin usaha perikanan dapat saja memiliki surat penangkapan
ikan (SPI) Icbih dari satu yaitu tergantung pada jumlah kapal perikanan yang

digunakan.
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Permohonan surat penangkapan ikan (SPI) diajukan oleh perusahaan
perikanan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi (Jawa
Timur} dengan menggunakan formulir modcl Phn-1 dan wajib dilengkapi -

a. Salinan IUP yang dilegalisir;

b. Salinan tanda pendaftaran kapal (Groosc Akte);

c. Salinan surat ukur kapal,
d Salinan sertifikat kelaikan dan pengawakan;
€. Salinan dokumen teknis alat penangkap ikan yang digunakan;

f Hasil pemeriksaaan fisik kapal {asli);
o Bukti pembayaran pungutan perikanan sesuai ketentuan yang
berlaku.

Surat penangkapan tkan (SPT) vang diberikan oleh Gubernur atau
pejabat yang ditunjuk berlaku selama 1 (satu) tahun scjak dikcluarkan oleh
pejabat yang bcrwenang. Surat penangkapan ikan (SPI) dapat diperbaharui
oleh pemegang izin alas permohonan pemegang izin. Pcrmohonan untuk
mendapatkan pembaharuan surat penangkapan ikan (SP!) diajukan selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya izin berakhir,
Pembaharuan dapat dikabulkan oleh pejabat yang berwenang apabila
memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan pengajuan permohonan SPI
dan memberikan laporan kegiatan penangkapan. Pembaharuan surat

penangkapan ikan (SP1) berlaku untuk jangka waktu yang sama
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Perusahaan perikanan yang telah mempunyai SPI dapat mengajukan
perubahan SP! kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan
menggunakan formulir model Ppj. Dalam hal ini untuk wilayah Propinsi
Jawa Timur dajukan kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi Jawa Timur.
Perubahan dapat diajukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan sejak SPI diperoleh dan atau sejak perubahan SPI diberikan.

Surat penangkapan ikan (SPI} dapat dicabut oleh Gubernur atay
Pejabat yang ditunjuk sebagai pemberi izin apabila :

a. Perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang
tercantum dalam IUP dan atau SPI; atau

b. Perusahaan perikanan menggunakan kapal perikanan di luar
kegratan penangkapan ikan; atau

c. Perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan
yang dilengkapi dengan SPI tersebut; atan

d IUP yang dimilikt oleh perusahaan perikanan tersebut dicabut
oleh pemben 1zin;

e. Perusahaan perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
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3.2, Izin Penangkapan Ikan Dalam Perundang-Undangan dan

Praktek
3.2.1. lzin Pcanangkapan Ikan Dalam Perundang-Undangan

Surat penangkapan ikan (SPI) merupakan izin vang diberikan kepada
perusahaan perikanan pemegang izin usaha perikanan oleh organ
pemerintahan yang berwenang yang akan melakukan kegiatan penangkapan
tkan.  Surat penangkapan ikan diberikan dalam bentuk tertulis kepada
pemohon.

Oleh karena surat penangkapan tkan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari 1zin usaha perikanan, maka ada dua bagian penting dalam
izin usaha perikanan vaitu lzin Usaha Pentkanan dan Surat Penangkapan
lkan.

a Izin Usaha Perikanan (1UP)

Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 1990 jo. Nomor 141 Tahun 2000 tcntang Usaha Perikanan di
dalam ITUP dicantumkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh
pemegang izin.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 pasal 5 ayat (4)
menyatakan “Dalam [UP untuk usaha penangkapan ikan dicatumkan
koordinat daerah penangkapan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis

alat tangkap vang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.
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Dan segi 1sinya berdasarkan peraturan pemcrintah Nomor 141 Tahun

2000, izin usaha perikanan (IUP) bisa dipindah tangankan oleh pemegang

izin dengan persctujuan tertulis pemberi ezin.

b.

Surat Penangkapan Ikan (SPi)

Berdasarkan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan

(ELP) Nomor 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan, pasal 8

ayat (3) menyatakan bahwa dalam setiap Surat penangkapan ikan (SPI)

ditetapkan :

a.

b.

h.

koordinat dacrah penangkapan;

alat penangkapan ikan yang digunakan;

pelabuhan pangkalan,

jalur penangkapan 1kan yang terlarang;

identitas kapal;

Jjumlah dan dafiar penempatan ABK;

identitas kapal perikanan vang menjadi anggota satuan armada
penangkapan ikan;

kewajiban pemegang SPI.

Ketetapan-ketetapan terscbut di atas merupakan isi izin penangkapan ikan

vang dicantumkan dalam Surat penangkapan ikan (SPT} menurut ketentuan

peraturan perundangan.
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3.2.2. Izin Penangkapan lkan Dalam Praktek

D1 dalam praktek yang terjadi di Propinsi Jawa Timur bahwa sctiap
perusahaan perikanan harus memiliki izin usaha perikanan. Selanjutnya bagi
perusahaan perikanan pemegang lzin usaha perkanan (IUP) yang akan
melakukan kegiatan penangkapan ikan harus mempunyai surat penangkapan
ikan (SPl) untuk setiap kapal yang digunakan melakukan kegiatan
penangkapan.

a. Izin Usaha Perikanan (1UP)

Dalam IUP yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan Propinsi Jawa Timur ditujukan kepada perusahaan perikanan. Izin
usaha perikanan vang diberikan kepada perusahaan perikanan di dalamnya
dinyatakan secara tegas bahwa [UP ini berlaku selama perusahaan perikanan
masih melakukan kegiatan,

Ketentuan-ketentuan yang harus ditaati adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan wajib menghindarkan segala sesuatu yang dapat
menimbulkan terjadinya pencemaran / kerusakan lingkungan.

2. Melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sejak
dikeluarkan [UP kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa

Timur dan Dinas Perikanan dacrah setempat.

Memenuhi ketentuan-ketentuan penjinan lainnya yang diatur oleh

Lad

peraturan perundangan yang berlaku.

4 IUP ini tidak dapat dipindah tangankan.
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5. Pelanggaran tcrhadap ketentuan vang telah ditetapkan, dapat
dikenakan sanksi pencabutan 1UP beserta lampirannya.
Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan kewajiban vang harus

ditaati oleh pemcgang izin yaitu perusahaan perikanan baik perorangan
maupun badan hukum. Apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-
kewajiban yang ditetapkan dalam TUP, akibatnya pemberi izin dapat
melakukan pencabutan izin. Di dalam praktek, izin usaha perikanan (IUP)
dicantumkan secara tegas hahwa TUP tidak dapat dipindah tangankan oleh
pemegang i1zin,

h. Surat Penungkapun Tkan (SPJ)

Lazimnya izin diberikan dalam bentuk tertulis, demikian pula izin
penangkapan ikan diberikan secara tertulis dalam bentuk surat penangkapan
tkan. lzin pcnangkapan ikan ini diberikan berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Philupus M. Hadjon
menyatakan lazimnya dalam izin tertulis dinvatakan, orgun pemeriniahan
vang berwenang membertkan, dan siapa yang memperolch izin, serta
selanjutnva untuk apa izin diberikan dan alasan-alasan apa yang mendasari
pemberiannya.' Hal ini tidak terkecuali izin penangkapan ikan yang

diberikan tertulis dalam surat penangkapan ikan, di dalamnva dicantumkan

' Phitipus M. Hadjon, Pengamtar Hukum Perizinan (Bahan Pencataran Hulaum Perizinc
dan Hukum ingkungan), akultas Hukum Onaar Surabava, 1992, him. 22
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organ atau pejabat pemerintahan mana vang berwenang mengeluarkan dan

siapa yang memperoleh izin

Di dalam surat penangkapan ikan (SPI) yang diberikan oleh Kepala

Dinas propinsi Jawa Timur memuat data scbagai berikut :

l. Data kapal :
a. Nama kapal
b. Tempat dan Nomor registrasi/Tanda selar
c. Bendera kapal
d Daya muat kotor
e Daya muat bersih
f. Merk mesin / type mesin
2, Status kapal (sewa atau miliki sendiri)

3. Jumlah ABK

4. Alat tangkap

5. Daerah Penangkapan

6. Pelabuhan pangkalan

Dt dalam surat penangkapan ikan (SPI) dicantumkan nama

perusahaan yang mengajukan permohonan izin, masa berlakunya izin

penangkapan ikan dan pejabat yang berwenang memberikan izin.

Tesis

Izin Penangkapan lkan ...

Darto, S.H.



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

71

3.3. Kesenjangan lzin Penangkapan lkan Dalam Perundangao dap

Praktek
3.3.1 Kesenjangan Yang Terjadi Dalam [UP

D dalam prakiek pembenan penizinan usaha perikanan baik yang
berupa lzin Usaha Perikanan (IUP) maupun Surat Penangkapan lkan (SPI)
sering terdapat kesecnjangan antara peraturan perundangan dengan praktek
peraberian perizinan usaha perikanan,

Kesenjangan vang terjadi pada izin usaha perikanan (IUP) dalam
perundang-undangan dan praktek, pada dasamya terletak pada isi ketetapan
dalam izin usaha perikanan (IUP). Dalam peraturan perundangan yang
berlaku secara implisit menyatakan bahwa [UP dapat dipindah tangankan
dengan persetujuan tertulis pemberi tzin (ps. 13 PP No. 15 Th. 1990). Akan
tetapi dalam praktek di wilayah Propinsi Jawa Timur TUP diberikan oleh
Kepala Dinas Penkanan dan Kelautan Propinst Jawa Timur, sehingga
apabila pemegang izin akan memindah tangankan TUP harus mendapat
persctujuan secara tertulis dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Propmsi Jawa Timur.

Akan tetapi di dalam praktek pemberian izin usaha perikanan (IUP)
tidak dapat dipindah tangankan oleh pemegang izin. Hal ini karena di dalam
[UP dicantumkan ketetapan vang menyatakan IUP tidak dapat dipindah
tangankan. Ketetapan vang tercantum di dalam IUP merupakan kewajiban

vang harus ditaati oleh pemegang izin. Apabila pemegang izin tidak
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mematuhi ketetapan-ketetapan dalam 1UP, bisa saja menjadi alasan pemberi
izin untuk metakukan pencabutan izin tersebut.

Secara teoritik Philipus M. Hadjon, mengatakan ada dua macam izin
yaitu izin yang bersifat pribadi atau kebendaan. lzin bersifat pribadi jika
isinva fergantung kepada sifat atau kualitas pribadi pemegang izin.
Sedangkan izin yang bersifat kcbendaan jika isinya tidak tergantung pada
kualitas pribadi pemegang izin~ Karena menyangkut kualitas pribadi
pemegang izin maka izin yang bersifat pribadi tidak dapat diakihkan dan
sebaliknya izin yang bersifat kcbendaan dapat dipindah tangankan
berdasarkan alas hak yang umum scperti; jual beli, sewa, waris dll.

Berdasarkan teori tersebut maka izin usaha perikanan merupakan izin
vang bersifat kebendaan dan bukan 1zin yang bersifat pribadi. Karena dalam
permohonan IUP tidak disyaratkan adanya kualifikasi tcrienty vang
menyangkut pribadi pemohon, seperti terkait dengan pendidikan, keahtian,
kesehatan dan sebagainya. Maka sesuai dengan teori terscbut izin usaha
perikanan pada dasamya dapat dipindah tangankan oleh pemegang izin
kepada pihak ke tiga mclalui alas hak umum. Jadi, pencgasan dalam 1UP
yang mencantumkan kctctapan bahwa TUP tidak dapat dipindah tangankan

tidaklah tepat.

* Up. Cir. hlm. 21
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33.2 Kesenjangan Yang Terjadi Dalam Surat Penangkapan Ikan
Seperti telah dijelaskan di atas bahwa berdasarkan Keputusan
Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan (ELP} Nemor 45 Tahun 2000
tentang Perizinan Usaha Perikanan, pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa
dalam setiap Surat penangkapan ikan (SPT) ditetapkan :
a.  koordinat daerah penangkapan;
b.  alat penangkapan tkan yang digunakan;
¢.  pelabuhan pangkalan;
d.  jalur penangkapan ikan yang terlarang;
e identitas kapal;
f  jumlah dan daftar penempatan ABK
g ldentitas kapa! penkanan yang menjadi anggota satuan armada
penangkapan ikan;
h.  Kewajiban pemegang SPL
Ketentuan yang diatur oleh Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan,
dan sekarang menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan merupakan pedoman
bagi pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota terkait dengan tata
cara pemberian JUP dan SPI yang menjadi wewenang Gubemnur dan
Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
Praktek yang terjadi dalam surat penangkapan ikan yang dibenkan

oleh Gubernur dalam hal ini melalui pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala
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Dinas Peritkanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur, ada ketetapan yang
diatur oleh peraturan perundangan yang tidak dicantumkan dalam SP] yaitu :

I koordinat daerah penangkapan ikan;

It

jalur penangkapan ikan vang dilarang;

kewajiban pemcgang SPI.

('8

Di dalam SPI hanya ditetapkan daerah penangkapan misalnya
perairan faut Jawa, Masalembu Wilayah Jatim di luar batas 6 mil dari pulau-
pulau yang ada. Kectetapan demikian akan memberikan kemudahan bag
pemegang 1zin untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, sedangkan
batas di luar 6 mil dart pulau-pulau ini berdasarkan ukuran dan kekuatan
kapal perikanan yang digunakan.

Ketentuan mengenai jalur penangkapan ikan sebagaimana ditetapkan
Menteri Pertamian  Nomor : 392/Kpts/IK.120/4/99 tentang Jalur-Jalur
Penangkapan Ikan, tidak pernah ada dalam praktek yang memberikan [UP
dengan mencantumkan jalur penangkapan ikan vang dilarang bagi kapal
penikanan yang dilengkapai SPI. Kenyataan ini berbeda dengan Keputusan
Menteri Nomor : 392/Kpts/IK 120/4/99 tentang Jalur-Jalur Penangkapan

Tkan, pasal 10 ayat (2) yang menyatakan :
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“Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I dan Dacrah Tingkat II
mencantumkan Jalur-Jalur Penangkapan lkan yang dilarang dalam
surat izin kapal ikan (STKP) bagi setiap kapal perikanan™?
Surat 1zin kapal ikan {(SIKP) dalam hal ini yang dimaksudkan adalah surat
penangkapan ikan (SPI). Karena itu ketentuan jalur penangkapan ikan yang
dilarang ini bisa ditafsirkan atau diinterpretasikan berdasarkan ketentuan
yang tercantum dalam SPI mengenai daerah penangkapan.

Selanjutnya terkait dengan kewajiban pemegang SPI yang menurut
peraturan perundangan yang berlaku dicantumkan dalam SPI, temnyata dalam
praktek tidak demikian yang tepadi. Di dalam SPI tidak dicantumkan
ketetapan-ketetapan mengenai  kewajiban pemegang SPI, sehingga
kewajiban pemegang SPI adalah kewajiban-kewajiban vang ditentukan
peraturan perundangan yang berlaku dan kewajiban yang ditetapkan dalam
[UP. Khususnya kewajiban-kewajiban vang tercantum dalam [UP adalah
merupakan kewajiban bagi pemegang SPI vang harus ditaati karena [UP dan
SPI keduanya merupakan bagian tak terpisahkan. Untuk mengajukan SPI
pemohon harus telah memiliki TUP, atau dengan kata lain pemerintah daerah
Propinsi melalui organ yang berwenang tidak mungkin memberikan SPI

kepada pemohon tanpa adanya IUP.

* Lihat, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 392:Kpts: 1K 12099 remtomg Jalur-Jalur
Penangkapan Tkan
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3.4. Pencabutan 1Izin Pcnangkapan Ikan Di Wilayah Laut

Kewenangan Propinsi
3.4.1. Peoncahutan [Izin Penangkapan lkan Schagai Tiedakan

Penegakan Hukum

Dalam hukum administrast pencabutan suatu keputusan tata usaha
negara oleh organ pemerintahan yang berwenang sebagai akibat tidak
dipenuht atau ditaatinya keputusan tersebut oleh pihak yang dituju adalah
merupakan tindakan penegakan hukum.

Pengerhian penegakan hukum secara konsepsional mengandung arti
kegiatan menyerastkan hubungan nilai-nilai vang lerjabarkan di dalam
kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.’ Sesuai dengan pengertian
1zin sebagai persetujuan dari penguasa berdasarkan perundangan yang
berlaku, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan
larangan perundangan. Dalam konteks ini konscpsi penegakan hukum di
atas akan tampak lebth konkrit ketika nilai-nilai itu dijabarkan di datam
kaidah-kaidah yang terdapat pada izin misalnya surat pcnangkapan ikan.

Penegakan hukum penzinan ini berkaitan crat dengan dengan

kemampuan aparat penegak hukum dengan kepatuhan hukum flegal

* Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempenycaruht Penegokery Hukum, Rajagrafindo
Persada. Jakarta. 2002, him. 3
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obcdience) tethadap peraturan perundangan yang berlaku khususnya di
bidang perizinan penangkapan perikanan, yang meliputi bidang hukum
adminsitrasi dan pidana.

Dalam konteks demikian, penegakan hukum perizinan merupakan
upaya untuk mencapar ketaatan terhadap peraturan perizinan dan persyaratan
datam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui
pengawasan dan penerapan sankst administrasi, pidana dan perdata.

Lazimnya aparatur penegak hukum perizinan mcrupakan aparat
penegak hukum pada umumnya vaitu : polisi, jaksa, hakim, pcjabat/instansi
vang berwenang memben 1zin dan penaschat hukum. Pcncgakan hukum
perizinan dapat ditakukan secara preventif dan repeesif.

Penegakan hukum yang berstfat preventif mempunyai arti scbagai
pengawasan aktif yang dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa
kcjadian langsung vang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan
sangkaa babwa peraturan hukum telah dilangpar. Penegakan hukum represif
itu dilakukan dalam hal terjadi peristiwa konkrit yang merupakan perbuatan

melanggar peraturan perundangan.”

* Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dun Kebijaksanaan Lingkungan Nasiona,
Airlangga University Press, Edisi Kedua, 2000 dan Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum,
Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukien, Mandar Maju, 2001, him, 56
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3.4.2. Pencabutan lzin Penamgkapan lkan Sebagai Sarana Penegakan

Hukum Administratif

Pemerintah daerah Propinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 mempunyal kewenangan pengelolaan atas wilayah laut sejauh
12 mil. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah menetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 vang merupakan perubahan kedua
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan, serta
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.

1 dalam peraturan perundangan vang berlaku organ pemerintahan
vang bherwenang memberikan izin penangkapan ikan (SPl) mempunyai
kewenangan pula untuk mencabut izin tersebut jika -

a pemegang 1zin  trtdak  memenuht  atau  telah melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan terkait
dengan kegiatan usaha perikanan khususnya uszha penangkapan
tkan vang dilakukan’ atau

b. pemegang 1zin tidak memcnuhi  kewajiban-kewajiban  vang
ditetapkan dalam 1UP; atau

lika pemegang 1zin penangkapan tkan (SPI) melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan peraturan perundangan atay tidak memenuhi kewajiban
vang tercantum dalam IUP, maka sarana admimistratif yang dapat digunakan

adalah berupa peringatan / teguran tertulis dan / atau pencabutan SPI1. Pasal
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15 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
menentukan bahwa SPI dapat dicabut oleh pemben izin apabila :
a. Perusahaan perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang
tercantum dalam TUP dan / atau SPT; atau
b Pcrusahaan perkanan menggunakan kapal perikanan di luar
kegialan penangkapan 1kan; atau
c. Perusahaan perikanan tidak lagi menggunakan kapal perikanan
yang dilengkap dengan SPI tersebut; atau
d. {UP yang dimiliki oleh perusahaan perikanan dicabut oleh
pcmbert 1zin.
Sccara tcori dalam hukum adminsitrasi sarana penegakan hukum
admunistratif dapat berupa
a paksaan pemerintahan atau tindakan paksa (bestuurdwang);
b. uang paksa (publikrechtelijke dwangsom);,
C. penutupan tempat usaha (sluiting van een inrichting);
d. penghentian keglatan mesin perusahaan (buitengebruikstciling
van ¢en toestel);
C. pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintahan,
penutupan dan uang paksa.’
Ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut secara

teort hukum administrasi sudah tepat. Kewenangan organ pemerintahan

® Op. Cit, him_ 211
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yang membuat keputusan tata usaha negara (dalam hal ini izin penangkapan
ikan di wilayah laut kewenangan Propinsi) mempunyai wewenang untuk
melakukan tindakan pencabutan izin sebagai sanksi terhadap pelanggaran
vang dilakukan pemegang 1zin penangkapan ikan.

Kewenangan untuk melakukan pencabutan itu tidak serta merta, akan
tetapt melalur prosedur yang telah ditetapkan dalan peraturan perundangan.
Dalam Keputusan Menteri Eksplorast Laut dan Perikanan Nomo 45 tahun
2000 tentang Penizinan Usaha Penkanan ditegaskan bahwa pencabutan Surat
Penangkapan Ikan (SPI) dikenakan kepada pemegang SPI yang :

a. telah mendapat penngatan / teguran tertuhs dua kali, masing-
masing dalam tenggang 1 (satu) bulan; atau

b. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
mempunyat kekuatan hukum tetap.

Pencabutan izin penangkapan tkan dapat dilakukan oleh pemberi izin
karena pemegang izin dinvatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan ini crat
kaltannya dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan olch
pemegang 1zin.

Ketentuan pidana vang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan perikanan

vang melanggar ketentuan pasal 6 dipidana menurut ketentuan pasal 25 dan
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pasal 26 jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang
Perikanan.

D1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 pasal 6
menyatakan

(1) Perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan d
wilayah perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Izin
usaha Perikanan (IUP).

{2) IUP diberikan untuk masing-masing usaha perikanan
sebagaimana dimaksud datam pasal 2 ayat (1) dan berlaku
selama perusahaan masih melakukan usaha perikanan.

(3) Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan
koordinat daerah penangkapan ikan, jumiah dan ukuran kapal
perikananan serta jenis alat tangkap vang digunakan.

(4)  Dalam JUP untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan
luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.

Apabila pemegang lzin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat
Penangkapan [kan (SPI) melanggar ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 1990 tersebut, maka pemegang izin dapat dikenakan
ancaman pidana telah melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa
izin(pasal 25 UU No. 9/1985), atau tindak pidana pembudidayaan ikan tanpa

1zin (pasal 26 UU No. 9/1985), dan atau perampasan terhadap benda-benda
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yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau yang dihasilkan dari
tindak pidana.

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 merupakan
rumusan tindak pidana formil (delik formil) sehingga diformulasikan dalam
pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
Tindak pidana yang terjadi pada ketentuan tersebut tata cara pemeriksaannya
dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peranan penvidik dalam
hal ini sangat penting, karena bertugas mencari dan mengumpulkan bahan /
alat bukti pada suatu kasus atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh pejabat yang
berwenang memberikan izin penangkapan ikan tidaklah mengesampingkan
pencgakan hukum pidana.  Artinya apabila telah diduga pemegang izin
melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan atau melakukan
tidak pidana di bidang perikanan, maka pencabutan dapat dilakukan olech
pemben izin dengan tidak menghapuskan proses hukum atas pelanggaran

yang dituduhkan.
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BAB 1V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan vang tcrtuang dalam bab dua dan

bab tiga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a.

Tesis

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi landasan hukum bagi kewenangan pemerintah
dacrah Propinsi untuk mengelola sumberdaya alam (termasuk
sumberdaya ikan) di wilayah laut sejauh 12 mil. Salah satu unsur
penting dalam pengelolaan sumberdaya ikan adalah perizinan usaha
perikanan khususnya usaha penangkapan ikan di laot kcwenangaﬁ
Propinsi,

Pemerintah daerah Propinsi mempunyai kewenangan untuk
memberikan perizinan usaha perikanan antara lain Jzin Usaha
Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI) bagi perusahaan
perikanan vyang melakukan usaha perikanan di wilayah laut
kewenangan Propinsi berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 15
Tahun 1990 tentang Usaha Penikanan, khususnya kapal perikanan
yang berukuran tdak lebth dan 30 GT dan atau mesinnya

berkekuatan tidak lebih dan 90 DK vang berdomisili di witayah

83
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administrasinya dan berpangkalan d I wilayah admimstrasinya serta
tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga asing.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menycbabkan
pemerintah menetapkan Peraturan Pemernintah Nomor 141 Tahun
2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan dan Peraturan Pemenntah
Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, lebih
mempersempit atau mengurangi kewenangan Pemerintah Propinsi
untuk memberkan perizinan usaha perikanan, yang sebelumnya
hanya ditentukan ukuran kapal yang digunakan tidak lebih darn 30
GT dan kekuatan mesin tidak lebih dari 90 DK, sekarang berdasarkan
kedua peraturan pemerintah yang terakhir disebut, kewenangan
pemerintah Propinsi memberikan izin usaha perikanan dibatasi untuk
kapal yang berukuran lehih dari 10 GT dan tidak lebih dari 30 GT
{(Groose Tonnage) dan atau kekuatan mesinnya lebih dari 30 DK dan
tidak lebih dari 90 DK (Daya Kuda).

Pemberian lzin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan
(SPI) kepada perusahaan perikanan yang metakukan usaha perikanan
di wilayah laut kewenangan Propinst (Jawa Timur) berdasarkan
peraturan perundangan vang berlaku maka untuk landasan
operasionalnya pemerintah dacrah Propinsi menetapkan Peraturan

Daerah vang mengatur tentang perizinan usaha perikanan
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Selanjutnya Gubernur melalui Keputusan Gubernur {(Jawa Timur)
menyerahkan kewenangan perizinan usaha perikanan kepada Kepala
Dinas Perikanan Propinsi, sehingga permohonan perizinan usaha
perikanan diajukan kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi.

Pelaksanaan perizinan usaha perikanan khususnya Izin Usaha
Perikanan (I{/P) dan Surat Penangkapan lkan (SPI} sebagaimana
diatur dalam peraturan perundangan vyang berlaku terdapat
kesenjangan-kesenjangan tertentu. Kesenjangan tersebut bukan pada
hakikat perizinannya, akan tetapi lebth pada isi ketetapan-ketetapan
yang tercantum dalami TUP dan SPI ditinjau dan seg perundangan
dan praktek. Misalnya ; di dalam peraturan pemerintah disebutkan
bahwa pemegang 0P dapat memindah tangankan [UP atas
persetujuan tertuhis pemben 1zin namun dalam praktek di dalam [UP
di tetapkan bahwa IUP tidak dapat dipindah tangankan. Dalam hal
ini ketetapan dalam IUP merupakan kewajiban bagi pemegang izin
yang harus ditaati dan apabila tidak ditaati maka pemegang izin dapat
dikenakan sanki pencabutan izin. Dalam hal ini secara teoritik
tentunya JUP dapat dipindah tangankan karena |UP mcrupakan izin
yang bersifat kebendaan karena dalam proses terjadinya [UP tidak
disyaratkan tentang sifat atau kualitas pnbadt pemohon dan yang

dipersyaratkan dalam permohonan tersebut adalah berkaitan dengan
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obyek tertentu, seperti ; kapal yang digunakan, daerah penangkapan,

ABK dan sebagainya.

Saran

Berlakunya otonomi dacrah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar bagi
pemerintah daerah Propinsi mempunyai kewenangan pengelolaan
atas wilayah laut sejauh 12 mil, khususnya terkait dengan
kewenangan pemerintah daerah Propinsi (Jawa Timur) untuk
memberikan perizinan usaha perikanan yang meliputi IUP, SPI,
SIKPPII dan SIKPIl untuk kapal perikanan berukuran dan
berkekuatan tertentu sebagaimana ditegaskan dalam peraturan
perundangan, hendaknya Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur
melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1989 jo.
Nomor 28 Tahun 1994 tentang Perizinan Usaha Perikanan di
Propinsi Jawa Tmmur mengingat adanya perubahan kewenangan
pemberian izin usaha perikanan kepada Bupati / Walikota untuk
kapal perikanan berukuran dan berkekuatan terientu berdasarkan
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 14! Tahun 2000 sebagai
perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 dan
berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang

Usaha Perikanan.
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2. Mengupayakan pelaksanaan pemberian 1zin usaha penkanan
terutama Izin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan
(SPT) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar tidak
terjadi kesenjangan antara peraturan perundangan yang berlaku
dengan prakick.

Di dalam praktek terdapat isi ketetapan dalam [UP yang tidak sesuat dengan

perundangan maupun ketentuan perundangan yang mencanfumkan koordinat

daerah penangkapan dalam SPI, jalur penangkapan yang dilarang dan

kewajiban pemegang SPI sedangkan dalam praktek tidak demikian.
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REPUBLIK INDONESIA

"UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1985

TENTANG

PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang A €

b.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

bahwa perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah Negara
Republik Indonesia Zona  Fkenomi  Eksklusif  Indonesia
mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan penting
arit, peranan, dan manfaatnya sebagat modal dasar pembangunan
untuk mengupayakan pcuingkgtan hescrabteraan dan kemakmuran
rakyat. .

hahwa dalam rangka pélaksanazm pembangunan nasional dcng‘:in
Wawasan Nusantara  pengelolahan sumber daya ikan  perlu
dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan
dalam  pemanfaatannya  dengan  mongutamakan  perluasan
Kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan
patant keeil serta terbimanyva kelestarian sumber daya ikan Jdan
lingkungannya yang akan meningkatkan ketahan nasional.

hahwa peraturan perundang-undanean dindang  perikanan vang
berlaku sampai sekarang kurang luas jangkauanya dan kurang
mampu menampung perkembangan  keadaan serta  kebutuhan
pembangunan pada umumnya dan pembangunan hukum nasional
pada khususnya, sehingga dipandang perlu untuk menectapkan
ketentuan —ketentuan baru dalam bentuk Undang-undang.

Mengingat " . Pasal § ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang - undang
‘ Dasar 1945.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan © UNDANG -JNDANG TENTANG PFRIKANAN

BAB I

NETENTUAN UMUM
Masatb 1

Dalam Undang-undang ini vang dimaksud dengan -

Tesis

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan

pengelolnan da Juanmnﬁmnn sumber dava tkan;
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2. Sumber Cava ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan Iainnya_;

3. Pengetdlaan gumber (aya ikan adalah semua upiya yanyg Duite it dygl sormder Jaya
ikan dapat dimanlaatkan secara oplimal gan berfangsung terus menerus,

4. Pomanfaatan sumber daya ikan adatah kegiatan penanghagan Aan Jan. 413u pem.
budidayaan ikan;

S. Usaha perikanan adalah semun usaha perorangan ataus badan hukum untuk menangkap
atau membudayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawet-
kan lkan untuk tujuan komersial,

6. Penangkapan fkan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan
yang lidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apaun, termasuk
kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendin-
ginkan mengolah atau mengawetkannya;

7. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang
dipergunakan untuk menangkap ikan;

8. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan
untuk melakukan penangkapan kan, termasuk untuk melakukan survai atau ekspiorasi
porikanan; :

9. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan‘dam’atau membiak-
kan kan dan memanen hasilinya; <

10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
11. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;

12. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber ciaya fkan, tor-
masuk blota dan faktor alamiah sekltarnya;

13. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan mahiuk
hidup, zat, encrgi dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumber
caya lkan menjad: kurang alau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya darvatau ber.
bahaya bagi yang memanfaatkannya;

14, Kurasakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potengi sumber daya ikan yang
dapat membahayakan keleslariannya di suatu lokasl perairan tertentu yang diakibatkan *
oleh perbuatan seseorang atau badan hukum yang ielah menimbulkan gangguan
sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumber daya ikan;

15, Pencernaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya atau dimasukannya makhiuk
hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan sumber daya ikan
sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi
lagi sesuai dengan peruntukkannya;

16, Kerusakan lingkungan sumber daya jkan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya
ikan disuatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan
hayall, schingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan,
berkembang biak atau bertindung sumber daya ikan, karena 1elah mengalami gangguan
sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau badan hukum;

17. Pemerintah adajah Pemerintah Republik Indonesia,
L]

Tesis ' I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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18, Menter adalah Mented yang bertanggung jawab dibidang Perikanan.
BAB Il

WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah perikanan Republik Indonesia meliputi;

a Parairan Indonesia,
b. Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya didalam wilayah Republik Indonesia;

c. Zona Ekonomi Ekskiusi! Indonesia.

BAB M
PENGELOLAAN SUMBLER DAYA IIKAN

Pasal 3

{1). Pongelolaan sumber gaya ikan dalam wilayah RepubliX Indonesta ditujukan kepada ter-
capainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi Bangsa Indonesia.

(2). Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah melaksanakan
pongelolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan melestarikan sumber
daya ikan besena lingkungannya bagl kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan ketentuan-keten-
tuan mengenai:

. alat-alat penangkapan ikan;

—

2. syarat-syaral teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan dengan tidak men-
gurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan
pelayaran; :

3. jumlah yang boleh ditangkap dan jenis serla ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap:

4. daerah, jalur dan waktu 21au musim penangkapan;

5. pencegahan pencemaran dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan
sera lingkungannya;
6. penebaranm ikan jenis baru:
7. pembudidayaan kan dan perindungannya;
8. pencegahan dan pemberantasan hama serta penyakit ikan;
8. hal-hal lain yang dipanceng perlu untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya ikan.
I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.

L



ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 5

Pengangkutan ikan hidup antar pulau didalam wilayah Repubiik Indonesia atau antara
wilayah Indonesia dengan negara asing dikenakan ketentuan-keteciuan haranting ikan sesuai
dengan peraiuran perundang-undangan yang berlaku. :

Pasnl 6

(1). Seliap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pem-
budidayaan ikan denpan maenggunakan bahan dan/atac alas yang dapat mambahiayakan
kalestarlan snmber daya ikan dan lingkungannya.

(2). Kegiatan penangkapan dan pembudidayaan fkan dengan mengaunakan bahan dan/atau
alal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan ter-
tentu lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah,

Masal 7

(1}. Setiap érang atau bagan hukum dilarang melatuekan perbuatan yang mengakibatkan pen-
cemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya,

{2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku scpanjang mengenai per-
buatan yang dilakukan untuk kepentingan kegiatan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah,

Pasal 8

(1), Untuk kepentingan itmu pengetahuan, ketudayaan atau pelestarian alam perairan,
Pemerintah menetapkan jenis kan tertentu yang cilindungi dan/atau lokasi perairan terten-
tu sebagai suaka perikanan bardasarkan cin yang khas jenis ikan atau keadaan alam
perairan termaksud.

(2). Dalam Pengaluran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemerintah dapat
menetapkan pembalasan terhadap kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan atau
kegiatan lainnya dilokasi tersebut.

BaB IV
PEMANFAATAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 9
L]

(1). Usaha perikanan di wilayzh perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh
warga negara Republik Indonesia atav badan hukum Indonasia.

Tesis I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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Fengecuahan lerhadap ketenivan sebagaimana dimaksuc calam ayat (1} hanya dapat

oberikan ¢ bidang penangxapan ikan, sepanjang hal iecsebut menyangkut kewajiban
Negara Repuniis Indonesia berdasarkan kelentuan persetujuan internasional atau hukum

Internasional yang bedaku.

Pasal 10

Setiap orang alau badan hukum yang melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki zin
usaha perikanan.

{2). Nelayan dan Petani lkan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan

mata pencahanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari tidak dikenakan
kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

(1).

(2).

).

(1)

.

Poraturan Pemerintah,

Pnasal 11

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha pemerintah dibictang
panangkapnn atau pambudidayaan Kan di laut atau diporaind Liinaya Ji willyah
perikanan Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.

Nelayan dan petani ikan kecil yang melakukan penangkapan atau pembudidayaan ikan
yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan pungutan

perikanan,
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah,

Pasal 12

Kapal perikanan yang digunakan olgh warga negara Republik Ingonesia atau badan
hukum Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan didalam witayah perikanan Republik

Indenesia harus berbendera Indonesia.

Pengecualianterhadap ketontuan sobagaimana dimaksud dalam ayat (1} hanya dapat
dilakukan untuk kegiatan penelitian serta kegiatan iimiah lainnya diwilayah perikanan
Republik Ingonesia dan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonasia.

Pasal 13

Kegialan penangkapan dan permbudidayaan ikan dalam wilayah perikanan Republik In-
donesia yang tidak untuk tujuan komgrsial diatur oleh Menteri, -

Tesis
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BAB V
EEMSINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 14

Pemerintah menyelenggarakan pembinaan sistem informasi dan menyelenggarakan pengum-
pulan, pengelahan, dan peryebzaran seluas-luasnya mengenai data teknik dan data produksi
perikanan guna menunjang pelaksaan pengelotaan sumber daya ikan sena pengembangan
usaha perikanan,

Pasal 15

(1). Pemerintah membina dan mengambangkan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya
dibidang perikanan,

{2). Dalam menyclenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Pemerintah
dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga swasta nasional, lembaga Internasional
atau lembaga asing.

Pasal 16

(1). Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, latihan, penyuluhan dan bimbingan dibidang
perikanon,

(2). Datam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud datam ayat (1) pemerintah dapat
mengikut sertakan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyasakazan.

Pasal 17

Pemerintah mendorong, menggerakan, membantu dan melindungi usaha nelayan dan petani
ikan kecil terutama melalui koperasi nélayan dan/atau koperasi petani ikan.

Pasal 18

(1). Pemerintah-membangun dan membina prasarana perikanan.

{2). Ketentuan pelaksanaan mengenai pengadaan, kedudukan, fungsi, pengelolaan dan
penggunaan prasarana perixanan sebagaimana dimahksud dalarn ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal19

Pemerintah mengatur tata nig4z ixen dan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan.

Tesis Izin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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Pasal 22

Identen menetapkan larangan pengaluaran atau pemasukan janis ikan terieniu Cari atau ke
wilayah Republik Indonesia.

BAB VI
PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 21

Penyerahan sebagian urusan perikanan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
dan penarikannya kembali ditetapkan dalam Perawran Pemerintah,

fasal 22

Pemarintah Pusal dapat menugaskan kepada Pemorintah Dacrah untek melaksanakan
vrusan tugas pembantuan di bidang perikanan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

(1). Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanftaatan sumber daya ikan
secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan pengawzasan dan pergendalian ter-
nadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan @i bidang perikanan.

{2}). Pelaksanaan kelentuan secbagaimana dimaksud dalam ayat {1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah,

BAB Vi
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Barang siapa didalam wilayah perikanzn Republik Indonesia scuagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a dan huru! b melfanggar kelentouan sebagaimana dimaksue dnlam Pasal 6 ayat
{1y dan Pasal 7 apal (1) dipidand dengan prdanad peapinet selura Loy 310 ( sepuluh )
tahun dan/aiau denda sebanyak bhanyaknya Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ).

Izin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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Barang siapa di dalam wilayeh perikanan Republk Indonesia sebagarmana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a dan hurut b melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan tanpa
izin sebagaimana dimaksud datam Pasai 10;

a. dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 ( fima ) tahun atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. $0.000.000.- { limapuluh juta rupiah ). apatila dalam kegiztaneya
menggunakan kapal bermotor berukuran 30 (tiga puluh ) gras ton atau lebib;

b. dipidana dengan pidana penjara slama-lamanya 2 { dua } tahun 6 { enam ) bulan atau denda
sehanyak-banyaknyn Rp. 25.000.000,- ( dua puiuh lima jota nopinh ), apabifa dalan
kegintannya menggunakian kapd! bermotor berukuran kurang daii 30 { tiga puluh ) gros
ton.

Pasal 26

Barang siapa didalam wilayah perisnanan Aepublik Indonesia sebagarmana dimaksud dalam
Pasal 2 huru! a dan huruf b melakukan usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan tanpa
izin sebagaimana dimaksud datam Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan selama-
lamanya 6 ( enam ) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000 000,- { lima juta rupiah ).

Pasal 27

(1). Barang siapa yang melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 4 dipidana
dengan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000.- ( dua puluh ima juta rupiah ).

(2). Barangsiapa melanggar ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 20 dipidana den.
gan pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 { lima juta rupiah )

Pasal 28

{1). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Fasal 24 dan Pasal 25 adaiah kejahatan.

(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 adalah petanggaran

Pasal 29

Benda-benda yang dipergunakan dalam dan yang dihasitkan dari tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 07 dapat dirtampas untub
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Pasal 30

Barangsiapa melanggar ketentuan-ketenluan Undang-undang i o Zona Exonomi Ekskkesit
(ndonesia dipidana sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun

1

(1.

).

(3).

(4).

983 tentany Zona Ekonomi Eksklusil Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasat 31

Pejabat aparatur penegak hukum yang berwenang melaksanakan penyidikan terhadap
patanggaran ketentunn Undang-undang Inl di perairan Indenesia adalan pejabat perykak
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Uncang-undang Nomor 5 Tahun 1983
tentang Z2ona Ekonomi Eksklusit Indonesia.

Pejabat pegawai negeri sipil tenentu yang bertugas dibidang perikanan dapat diberikan
kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-
ungang int.

Pejabal penyidik pegawat negeri sipil tertentu dikidang perikanan sebagainana dimaksod
dalam ayat (2) karena kewajibannya mempunyai kewenangan:

a. menerima faporan atau pengadunn dari sesoorang tentang acdanya pelangoanan keteotuan
Undang-undang Ini;

b, melakukan pemanggiltan dan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku pelanggaran keten-
tuan Undang-undang ini; '

¢. menggeledah kapal perikanan, sarana angkutan dan tempat menyimpan, mendingmkan
dan mengawetkan ikan yang diduga dipergunakan dalam atau menjaditempat melakukan
tempal pelanggaran Undang-undang ini;

d. melakukan penyitaan ikan yang cihasilkan, alat-alat dan surat-surat yang digunakan dalam
meinkukan perbuatan yang maelanggar kotentuan Undang-uadang ing

Penyidikan dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilaksanakan dsn-

gan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana an ketentuan hukum acara pidana lainnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Semua peraturan pelaksanaan dad peratucan perundang-undana.a Joidang penkanan yang
teflah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang mi. tetap berlaku sampay
dikeluarkannya peraturan palaksanaan yang bazu berdasarkan Undang-undang ini,
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BAB XI
RETENTUAN PENUTUS

Pasal 323

Pada saat mulai berlzkunya Undang-undang i, maka;

a. Algemeene regelen voor hel visschen naar Pareischelpen Parelmoerscheipen.
Teripang en Sponsen binnen de alstandvan nict meer dan drie Engelsche zeemplen
van de kusten van Nedertandsch Indie { Staatsblad Tahun 1916 Nomor 157);

b. Visscherij Bepalingen ter Bescharming van den Vischsstand { Staatsblad Tahun 1920
Nomor 306 ),

. Algemeene Regeling voor de Visscherij binnen het zeegebied van Nederlandsch Indie

( Staatsblad Tahun 1927 Nomor 144 ),
|

d. Algemeene regelen voor de jacht op walvisschen binnen den afstand van drie zeemijlen
van da kusten van Nogorlandsch Indie { Staatstiad Tahom 0307 Nonwy 145)

e. Ketentuan mengenai perikanan dalam Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonnan-
tie { Staatsblad 1939 Nomor 442 ), kecual k2tentuan-ketentuan yang menvengkul
acara pelaksanaan penegakan hukum di laut;

Dengan segala perubahannya, dinyatakan tidal berlaku lagi.

FPasal 34

Hal-hal yang betum cukup diatur dalam Undang-undang ini akan diatur letih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang men-
getahuinya, mererintahkan penqundangan Undang.undang ini demgan penempatannyg
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

}
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SALINAN
FRESIDEN

REFUSLIK INDONESIA

PERATURAN PEMZAINTAH REPUBLIK INDONESIA,
NOMER 15 TAHUN 1990

TENTANG

USAHA PERIKANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang 1 a. bahwa sumber daya ikan sebagaian kekayaan Indonesia perlu dimanfaatkan secara
optimatl untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya guna
dan LBartasil una serta solaly memperhatiban kelesty i a

b. bahwa untuk mencapai maksud terscbut diatas dan sebagai pelaksanaan Undang-Un
dang Namoer 8 Tahun 1885 tentang Perikanan, dipandang pertuuniuk mengatur usaha
perikanan dengan Peraturan Pemerintah,

‘'cngingat 1 1. Pasal 5 Ayat (2} undangundang 1945;

2, Undang-Unaang Nomor 1 Tahun 1987 tenfang Pengiaman Modal Asmg ( Lembaran
Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818 )
schagaimana tefah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970
(LembaranNegara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1868 tentang Penanaman Modal Datam Negeri
{ Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2853 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970
( Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahban Lembaran Negara Nomar
2944); : .

4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indanesia
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3260 };

5. Undang-Undang Noemor 8 Tahun 1885 tentang Perikanan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1885 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299 )

MEMUTUSKAN .

Menetapkan ' PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA PERIKANAN.
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GA

ra

Y

KETENTUAN UMUM

Pasal v

]
palam Peraturan Pemerintah Ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Perikanan adatah semua usala perorangan atau badan hukum untuk
menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mandin.
ginkan atau mengawetkan kan untuk tujuan komersial,

2. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan
dilakukan oleh warga negara Repubtik indonesia alau Badan hukum Indonesia;

3. Nelayan adalaly erang yang mata peocaharianaya mefakuk an penangkapan ikan;

4, Petani kan adalah orang yang mala pencahariannya melakukan pombudidayaan
ikan,

. lzin Usaha Perikanan { IUP } adalah zin tenulis yang harus dimiliki Perusahaan
Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan manqgquankan sarana
procuksi yang tvcantum datam lzin e sebu,

Lh

§. Persetujudn Penggunaan Kapal Asing { PPKA ) adalah persetujuan yang diberikan
kepada Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP untuk mengqunakan kapal
perikanan berbendera asing dalam rangka korja sama dengan orang atau hadan
hukum asing untuk menangkap iIKan o Zona ERonemy Exshhusit indonesia (TEE ),

-

. Kapal parikanan adalah kapal atau perahu atau alal apung lnfnnya yang diper.
gunakan untuk metakukan penangkapan ihan, teamasuk untuk meatakuhan surva
atau ckpiorasi perikanan:

+

0. Feriuasan Usaha Penongkapan lkan agalah penambahan jumtah kapal perikanan
dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum
dalam [UP; '

4. Purlpasan Usaha Pembudidayaan lkan adalah penambahan areal [ahangan atau
penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum datam IUP

10. Surat Penangkapan tkan ( SP1 ) adnlah surat yang harus dimiliki setiap xapal
perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kogiatan penangkapan ikan i
Perairan Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan In.
donesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusil Indonesia { ZEE! } yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari IUP,

11. Surat lzin Penangkapan tkan ( SIPL) adatah sural izlnwyang harus dimllikl setiap
kapal perikanan berbendera asing yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan
Indenesin yang telnh memiliki [UP dan PPKA untuk melakukan penangkapan ikan
di Indenesia ( ZEE) ) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPKA

12 Moster adatah Menteni yang bertanggung jawab dibidang Perikanan,
frasal é

T Ui T ek aman enan atas

N
.
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a, Usaha Penangkezpan »« 2N,
b. Usaha Pembudidayzzn lkan,
() Usaha Peémbudiday2zn kan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) burdl b
meliputi jenis kegiq:an’:
a. pembucidayaan ikan c¢i air tawar; dan atau
b. pembudidayaan ikan i air payau,; dan atau

c. pembudidayaan ikan di laut.

RPasal 3

(1) Usaha Perikanan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia hanya boleh ditakukan
ofeh percrangan warga negara Republik Indonesia atau badan hukum indonesia
tafnaALk Kopofasi

(2} Pengecualian terhadap keientuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat diberikan dibidang penangkapnn ihan, sepanjang hal tersebut menyangkut
kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan inter-
nasicnal atau hukum intemasional yang bernka.

(3) Wilayah Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi:

a. Perairan Indonesia;
{
h. Sunqri, danau, waduk, rawa dan genanaqan air lainnya o datam Wilayah

Republk Indonesia;

¢. Zona Elonomi Ekstusid Indonesia ( ZEET)
Pasal 4

Perusahaan Perikanan dapat bekerjasama dengan Nelayan dan atau Petani Jkan dalam
sualu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan pedoman yang ditetap-

kan oleh Menteri, )
Pasal 5

{1) Perusahaan Perikanan dasa: mengguaakan kapal perikanan berbendera asing untuk
melakukan penangkapan ixzn di ZEEI melalui keria sama atzu sewa dengan orang

atau badan hukum asing.
(2} Cara kerjasama atau sewa sebagaimana dimaksud daam ayat (1) ditetaphan oleh
Menteri,
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BAB H

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

(1) Perusahaan Perikanan yang melakukan Usaha Perikanan di Wilayah Perikanan
Republik Indonesia wajib memiliki 1zin Usaha Perikanan (IUP ).

{2) IUP diberikan untuk masing-masing Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dan berlaku selama peruzahaan masih melakukan Usaha Perikanan.

{3) Dalam IUP untuk Usaha Penangkapan tkan dicantumkan koordinat daerah
penangkapan ikan, jumlah dan ukuran Kapal Perikanan serta jenis afat tangkap yang
digunakan,

(4} Dalam IUP untuk Usaha Pembudidayaan Ikan dicantumkan Juas lahan atau perairan
dan letak lokasinya. '

Pasal 7

(1) Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {1) yang melakukan Usaha Penangkapan
Ikan wajib dilengkapi Surat Penangkapan lkan { SPi)

{2) Dalam SPI dicantumkan ketetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan jenis alat
penangkap ikan yang digunakan.

{3} SPI bertaku selama 3 (tiga ) tahun dan seharusnya untuk setiap kali berakhir masa
berlakunya diborikan pepanjangan sefama 3 (tiga) tabun oleh pemberlizin sepanjang
kapal dimaksud masih dipergunakan oleh Perusahaan Perikanan yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuan perusahaan perundang-undangan yang berfakis,

'Pasala

Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan, pemberi izin setiap tahun sekall,
meninjau kembali ketetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan atau jenis alat
penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam [UP dan SPI.

Pasal 9

(1) Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP yang akan menggunakan Kapal
Perikanan berbendera asing untuk menangkap ikan di ZEE! wajib memiliki Persetujuan
Penggunaan Kapal Asing { PPKA ) dah berlaku sefama 3 (tiga ) tahun.

(2) Dalam PPKA dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran
Kapal Perikanan sera jenis alat tangkap yang digunakan,

(3) Kapal Perikanan berbendera asing yang digunatan oleh Perusahaan Perikana_n
sebagajimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat kin
Penangkapan Jkan { SIPI ).
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(4) SIPI berdaku sefama 1 ( saic } Tahun dan setiap kali masa berlakunya berakhir, dapat
diperbaharui untuk jangka veaxtu 1 { saw ) tabun sepanjang kebijaksanaan untuk
membiarikan Resempatan menggunakan kapaf berbendera asing masih bedaku,

Pasal 10

(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat | atau Pejabat yang di tujukanya memberikan:

a. lUP dan SP| kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan penangkapan ikan
yang berdomisili di witayah administrasinya, yang menggunakan Kapal Perikanan
tidak bermotor, Kapal Perikanan bermaotor- luar, dan Kapal Perikanan bermotor
dalam yang berukuran tidak lebth dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan
tidak lebih dari 90 Daya Kusa ( DK ), dan berpangkalan diwilayah administrasinya
serta tidak menggunakan modal dan atau tenaga asing;

b. IUP kepada Perusahaan Perikanan yang mielakukan pembudidayaan ikan di air
tawar, diair payau dan laut yang lidak menggunakan modal asing dan atautenaga
asing. :

(2) Ketentuan mengenai tatacara pemberian IUP dan SP! sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1), diatur oleh Gubernur Kepala Dacrah Tingkat I dengan berpedoeman kepada
Tatacara Pemboerian {zin Usaha Perikanan yang diatur oleh Menteri,

Pasal 11

(1) Kecuali terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat | sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Menteri atau Pejabat yang
ditunjuknya memberikan IUP, PPKA, SPI dan SIPl kepada Perusahaan Perikanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.

(2) Kewenangan memberikan WP kepada Perusahaan Perikanan yang penanaman
modalnya dilakukan dalam rangka Undang-undang Normor 1 Tahun 1970 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1970 dan galam rangka Undang-undang Nomor & Tahun 1968
tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1970 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diimpahkan oleh
Menteri kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (EKPM). .

(3) Ketentuan mengenal tatacara pemberian IUP dan S$P! sena PPKA dan SIPI
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} maupun pelimpahan kewenangan kepada
Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

diatur oleh Menteri.

Pasal 12

) ]
Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP dapat melakukan Perluasan Usaha
Penangkapan Ikan atau Perluasza Usaha Pembudidayaan Ikan setelah mendapat per-

setujuan pemberti izin,
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Pasal 13

(1) Pemegang IUP berkewajiban:
a. Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam iUF dan SPi;
b, Memohon persetujuan tenulis dad pemberi izin dalam hal memindah-tangankan
{UP-nya;
¢. Menyampaikan laporan kegiztan usaha setiap 6 ( enam ) bulan sekali.
(2) Pemegang PPKA berkewajiban:
a. Melaksanakan kelentuan yang tercantum dalam PPKA dan SIPI:

b. Menyampalkantaporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekall kepada pemberi
izin.

Pasal 14

(1) Kewajiban memiliki IUP scbagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat (1) dikecyalikan
bagi:

a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Nelayan dengan menggunakan
sebuah Kapal Perikanan tidak bermotor dan menggunakan motor luar atau motor
dalam berukuran lertentuy,

b. Kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar yang cilakukan gleh Petanilkan di kolam
air tenang gengan areal lahary teftenty;

¢. Kegiatan Pembudidayaan ikan ¢i alr payau yang ¢t lakukan oleh Petanilkan dengan
areal lahan tertenty; ’

d. Kegiatan Pembudidayaan ikan ditaut yang dilakukan oleh Petani tkan cengan areal
Inhan atau perairan tertentu.

{2} Ukuran Kapal Perikanan dan luas areal lahan atau perairan sebagaimana dirnaksud
dalam ayat {1) diatur cleh Menteri.

(3} Nelayan dan Petani Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} wajib mencatatkan
keglatan perikanannya kepada Dinas Perikanan Darah,

BAB I

PENCABUTAN IUR, SPI, PPKA DAN SIPI

Pasal 158

L]
(1) tUP dapat dicabut ofeh pembaeti izin dalam hal Peresabaan Peshanan:
2. Melakukan periuasan usaha tanpa persetuivan tertulis dari pemberian izin atau
o Talah e nysunpatkan kipeian kegianusaha g (hoga Y hibentoint ot atandenyan
sengaja menyampaikan taporan yang idak beaar atac

¢ Twdak metaksanakan ketentunn yang tercantum dalam [UP atau
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d. Mamindah-tangankan [UP-aya tanpa persciuuan [ertulis 30 pembernian izin: atau

e. Sslama 1 ( satu ) tahu berurutturut sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan
kegiatan usahanya,

(2) 8P dapat dicabut oleh pemberi izin apabila:

a, Pcmsahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RJP
dan atau SP[; atau

b. Perusahaan Perikanan menggunakan Kapal Perikanan diluar kegiatan
penangkapan ikan; atau

¢. Perusahaan Perikanan tidak lagf menggunakan Kapal Perikanan yang dilengkapi
dengan SP| tersebut; atau

d. IUP yang dimiliki oleh Perusahaan Perikanan dicabut oleh pemberi izin.
Pasal 16

(1) PPKA dapat dicabut oleh pemberi izin apabila:

a. Perusahann Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam PPKA:
atau

b. Perusahaan Perikanan tidak ményampaikan laporan kegiatan usaha 3 { tiga) kah
berturut-turut alau dengan sengaja menyampaikan laporan y’mg tidak benar; atau

c. Perusahaan Perikanan selama { { satu ) tahun berturut-turut sejak PPKA d:keluar‘kan
tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau

d. IUP dicabut oleh pemberi izin,

(1) SIPI dapat dicabut oleh pemberi izin apabita Perusahaan Perikanan:
a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalarm PPKA dan atau SIPI; atau
b. Menggunakan Kapal Perikanan diluar keg’iatan penan_gkapan ikan; atau

. Tidak lagi menygunakan Kapal Perikanan yang dilengkapi dengan SIP! tersebut;
atau

4. 1UP dan atau PPKA dicabut oleh pemberi izin,
Pasal 17

Ketentuan mengenai tatacara pencabutan IUP dan 8Pl serta PPKA dan SIP! ditetapkan oleh
Menteri.

BAB 1V

- PUNGUTAN PERIKANAN
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Pasnl 18

(1) Perusahaan Perikanan yang melakukan Usaha penangkapan Ikan atau Usaha Pem-
budidayaan lkan dilaut atau perairan lainaya di Witayah Perikanan Republik Indonesia,
dikenakan pungutan perikanan.

{2) Punigutan perikanan tidak dikenakan bagt:

a. Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan ditambak atau cikolam diatas tanah
yang menurut peraturan perundang-undangantelah menjadi hakterientu daryang
bersangkitan; '

b. Nefayan dan Petani tkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1).
Pasal 19

Pungutan Perikanan dikenakan kepada Perusahaan Perikanan atas ikan hasil penangkapan
atau pembudidayoaan.

Fasal 20

(1) Pungulan Perikanan sebagaimana dimaksud calan Pasal 19 ditelapkan sebagal berikat;

a. Untuk kegiatan penangkapan ikan sebesar 2,5 % ( dua setengah prosen } dar harga
jual seluruh hasit ikan yang ditangkap;

b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1 % ( satu prosen ) dari harga juat seluruh
hasil ikan vang dibudigayakar:,
(2) Tatacara pemungutan Pungutan Perikanan diatur cieh Menteri dengan persetujuan Menteri
Keuangan.

Pasal 21

Pungutan Perikanan bagi Perusahaan Perikanan yang menggunakan Kapal Perikanan ber-
bendera asing untuk menangkap ikan di ZEH ditetapkan cleh Menteri dengan persetujuan-
Menteri Keuangan dan digunakan khusus untuk membiayai pembangunan Periknnan
Nasicnal.

Pasal 22

(1) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang izin usahanya diberikan
oleh Menteri atau peiabal yang ditunjuknya, merapakan pandapaian Pemarintah Pusat dan
dialokasikan:

a. sebesar 70 % [ lujuh pulul prosen ) untuk Penenniab itusent dan digunakan khasos
untuk membiayai pembangunan perikanan nasional;

b, sebesar 30 9% { liga puluh prosen ) merupakan pendapaian langsung Pemernntah
Daerah yang bersangkutan dan digunakan untuk memayai pembangenan
perikanan Daerah,
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BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAVWASAN
Pesal 23

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Usaha Perikanan, Nalayan dan Petani
Ikan dilakukan cleh Menter! dan Gubernur Kepata Daerah Tingkat | secara teratur dan
berkesinambungan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan Ikiim usana,
sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) dilakukan terhadap dipenuhinya
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Ini dan ketentuan perundang-undangan lain-
nya yany berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan
serta penanganan hasil perikanan,

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

————

Setiap Porusahaan Perikanan yang melanggar ketentuan Pasal 6 dipldana menurut ketentuan
Pasal 25, 26 dan Pasa’ 29 Undang-undang Nomos @ Tahun 1985 tentang perikanan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

1zin Usaha Perikanan yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Foeratucan Pemearintahing,
tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan harus diperbaharui sepanjang Perusahaan
Perikanan yang bersangkutan masih melanjitkan kegininnnya berdasarkan ketentuan
Peraturan Pemerintah ini.

BAB Vil

KETENTUAN PENUTUP
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Pasal 26

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang men-
getahuinya, memedmahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan-
nya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1§90
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
nd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakana
padatanggal 28 Mei 1980
SENTERIISEKAETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
1d

MOERGIONDO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990 NOMOR 19
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PRESIDEN
REPUBL!K INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 141 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1890

Menimbang

Mengingat

TENTANG USAHA PERIKANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Usaha

Penkanan sebagaimana telah diybah dengan Peraluran Pemerintah
Nomor 46 Tahun 1983 dalam pelaksanaannya sudah tidak dapat
menampung perkembangan hegiafan usaha petikanan,

. bahwa dalam rangka meningkatkan pererimaan Negara dari sekior

perikanan, perlu memberikan pelayanan Surat izin Kapal Penangkap
dan Pengangkut ikan !ndonesia (SIKPPI} dan Surat lzin Kapal
Pengangkut [kan Indongsia (SIKPI) bagi pererangan maupun badan
hukum yang melakukan usaha perikanan;

. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah

Pernturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 1993;

. Pasal 5 ayat (2} Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana telah

divbah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945

. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tlenlang Penanaman Modal

Asing (Lemparan Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2515) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1870 {Lembaran Negara
Repulik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2943);
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3. Undang-undang Nomor & Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri (Lembaian Negara Repubh indonesia Tahun 1988
Nomor 33, Tammbahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana
telaly diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lermbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomer 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2344);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusil
Indonesia {Lembaran Negara Republik Ingonesia Tahun 1983 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);

5. Undang-undang Nomer 9 Tahun 1885 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3288}

8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1937 lentang Penerimaan negara
Bukan Pajak (Lembaran Negara Republix indonesia Tahun 1887
Nemor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1939 tentang Pemerintahan Daerah
(Lombaran Negarp Repubhh Indonesiy Tatun 1999 Nomor 69, Tambatan
Lembaran Negara Nomor 38389);

8. Undang-undang Nomgor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 1998 Nomor 72, Tambahar Lembaran Negara Nomor 3857);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1890 tentang Usaha Perikanan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan
 Lembaran Negara “Nomor 3408} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1983 (Lembaran negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3536);

MEMUTLUS KAN

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOCR 15 TAHUN 1990 TENTANG JSAHA
PERIKANAN,

Pasal 1

Mengubah beherapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 1980 tentang Usaha Perikanan {_embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3408) ssbagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomagr
43 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838% sebagni berikot
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Ketentyan Pasal 1 dilambah dengan angka 13, angka 14, angka
15 dan angka 16 sehinigga heselwrghan Fasai 1 berbuny sebaga
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini varg dimakspd demga-:

1.

4.

10,

Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan
hukum untuk menangkap alay membydidayakan ivan, termasuk
kegiatan menyimpan. mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk
tufuan komersial.

Perusahaan Perikanan adatah perusahaan vang melakukan (saha
Perkanan dan dilahunan cleh Warga Negara Republik Indonegsia
alau badan houkunm Indonosia

Nelayan adalah orang yang mala pencahariannya melakukan
penangkapan ikan.

Palani lkan adalah ¢rang yang mata pencahariannya melakukan
pembudidayaan ikan.

Izin Usaha Perikanan {(IUP) adalah Izin lertulis yang harus dimlliki
Perusahaan Perkanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan
menggunakan sarana produksi yang tercanturm dalam izin tersebut,

Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) adalah persetujuan
yang diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang telah memiliki
IUP untuk menggunakan Kapal Perikanan berbandera asing
dalam rangka kerjasama dengan orang atau badan usaha asing
untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indoensia
{ZEE).

Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu alau alal apung
l$?asga yang dipergunakan uniuk mslakukan penangkapan ikan,
ter. suk untuk melakukan survai atau eksplorasi perikanan.

Perluasan Usaha FPerangkapan lkan ada'ah penambahan jum.ah
kapal perikanan dan alau penambahan jenis kegiatan usaha yang
berkaitan yang belum torcantum  Jdalam 1UP,

Perluasan Usaha Pembudidayaan |kan adalah penambahan area!
lahan dan atau penambahan |enis kegiatan usaha yang beium
tercantum dalam 1UP.

Sura! Penangkapan 'kan (SP) adalah sural yang harus dimiliki
seliap Kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan
kogiatan ‘penangknpan kah di Poraican Indonesia dan atau Zona
Ekonomi Eksklustf Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan IUP.
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Sural Izin Penangkapan lkan (SIP!) adalah surat izin yang harus
dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera asing yang digunakan
oleh Perusahaan Perikanan Indoresia yang telah memilixi [UP
dan PPKA untuk melakukan penangkapan ikan gi Zona Ekongmi
Eksklusil Indonesiz (ZEE!) dan merupakan bagian yang tidak
terpisabkan dari PPKA.

Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
Perikanan.

Surat izin Kapal Penangkapan dan Pengangku! [kan Indonesia
(SIKPPII} agalah surat izin yang harus dimifiki setiap Kapal
Perikanan berbondura Indenesia Jdalam  Satuan Armada
Penangkapan Ikan unluk melakukan kegtatan penangkapan dan
pengangkutan lkan vang digunahan cleh Ferusahaan Perikanan.

Surat lzin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPIY adalah sural
izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera
Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang
digunakan oleh Perusahaan Perikanan.

Surat 1zin Kapal Pengangkut lkan Asing {SIKPIA) adalah sural
izin yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan berbendera asing
yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan
vang digunakan oleh Perusahaan Perikanan.

Sural Perselujuan Kapal Pengangkut lkan Asing (SPKPIA) adalah
suaral persalujuan vana oo il setope Rapal Penkanan
berbendera asing uotux malakuxan kegatan pengangkutan lkan

yang digunakan oleh Parusahaan Nukan NMerisabiaan Petikanan”

Di antara Pasal 7 dan Fasal 8 disis.pkan 4 (empal) Pasal bary,
yaitu Fasal 7A, Pasal 78, Pasal 7C dan Pasal 7D yang berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7A

Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang digunakan cleh
Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) untuk menangkap dan atau mengangkut ikan di ZEE|

-wajib memiliki Surat lzin Kapa! Penangkap dan Pengangkut Tkan

Indonesia (SIKPPI).

SIKPPI berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk pelagis besar dan
2 (dua) tahun pelagis kecil,
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Pasal 78

Kapal Perikanan berbendera Indores’a yang digunakan aieh
Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayal (1} untuk mengangkut ikan wajib memiliki Surat 1zin Kapal
Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPI.

SIKPI berlaku selama 3 (figa) tahun.
Pasal 7C

Kapal Perikanan berbendera asing yang digunakan oleh
Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1} untuk mengangkut ikan wajb memiliki Sural [zin Kagal
Pengangkut tkan Asing (SIKPIA).

SIKPIA berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 7D

Kapai Parikanan berbendera asing yang digunskan oleh
Perusahaan Bukan Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal § aya! (1) uniuk mengangkut ikan wajib memiliki
Surat Persetujuan Kapal Pengangkul lkan Asing (SPKPIA).

SPKPIA berlaku selama 3 {liga) bulan.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi
sebagai herikut:

{1

Pasal 10
Gubernur Pejabat yang ditunjuknya memberikan -

a. IUP, SPI, SIKPPIl dan SIKPIl kepada Perusahaan Perikanan
atau perorangan yang melakukan penangkapan lkan atas
wilayah laut sejauh 12 {dua belas) mil laut yang diukur dari
garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan
kepulauan yang berdemisili di wilayah administrasinya, yang
menggunakan Kapal Perikanan bermotor dalam (inboard motor)
yang berukuran lidak lebih dari 30 GT dan atau yang

- mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90- Daya Kuda (DK},
dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak
menggunakan modal dan atau tenaga asing.

b. {UP kepada Perusahaan Perikanan yang melakukan

pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di wilayah
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faut Propinsi yang lidak menggunakan maodal asing dan atau
tenaga asing.

(2} Bupati/Walikota atau pejabal yang ditunjuknya memberikan:

a. IUP, 8P, SIKPPIl dan SIKPH kepada Perusahaan perikanan
atau perorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan
di wilayah faut Kabupalen/Kota yang berdomisili di wilayah
administrasinya. vang menggunakan kapal perikanan tidak
bermotar, kapal perikanan bermotor luar dan kapal perikanan
bermotor dalam ({inboard-motor) yang berukuran tidak lebih
10 GT dan alav yang mesinnya berkekuatan lidak lebih dari
30 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah
adminisirasinya seria tidak menggunakan modal asing dan
atau lenaga asng.

b. IUP kepada perusahaan perikanan alau percrangan yang
melakukan pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau,
dan di wilayah laut Kabupaten/Kola serta tidak menggunakan
modal asing dan atau tenaga asing.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembernan IUP, SPI, SIKPPII dan

SIKPIl sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayal {2), diatur
oleh Gubernur dan Bupati’'Waliketa dengan berpedoman kepada
Tata Cara Pemberian 1zin Usaha Perikanan yang diatur oleh
Menteri®,

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan
Pasal 11 berbunyi sebagai berikul:

Pasal 11

(1} Kecuali terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan

(2)

Gubernur atau Bupati/Walkota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, Menteri atau pejabat yang ditunjuknya memberikan
IUP, SPI, SIKPPII, SIKPlIl, PPKA, SIKPIA, SPKPIA, dan SIPI
kepada Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal &C, Pasal 70,
dan Pasal 9.

Kewenangan memberikan |UP kepada Perusahaan Perkanan
yang penanaman modainya dilakukan dalam rangka Undang-
undang' Nomor 1 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam
Nogeri sebagaimana tefah diubah dengan Undang-undang Nomgr
12 Tahup 1970 dan dalam rangka Undang-undang Nomgr 1
Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana tefah
diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970
sgbagaimana dimaksud dalam ayat (1} dilimpahkan oleh Mentsri
kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Madal.

MILIRE
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(3) Ketentuan mengenai tata cara pembearian 1UP, SPI, SIKPPII,
SIKPIL, PPKA, SIKPIA, SPKPIA, dan SIPI sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) maupun pelimpahan kewenangan Kepada Ketua
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dialur oleh Menteri”,

Judu! Bab 1!l diuhah menjadi sebagai berikul:

“ BAB HI
PENCABUTAN 1UP, SPI, SIKPPIl, SIKP!
PPKA, SIKPIA, SPKPIA, DAN SIPI"

Pasal 11

Kelentuan Pasal 15 ayat (2) ditambah huruf ¢ dan ditambah 2 (dua)
ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 15
berbunyi sebagai berikut;

Pasal 15

(1) WP dapat dicabul oleh pemberi izin dalam hal Perusahaan
Perikanan:

a. Melakukan perluasan usaha tanpa perselujuan tertulis dari
pemberl [zin, alau

b. Tidak menyampaikan laporan kegialan usaha 3 {liga) Kali
berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan
yang lidak benar; atau

¢. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam 1UP,
atau

d. Memindah tangankan IUP-nya lanpa persetujuan tertulis dari
pemberl izin, atau

g. Selama 1 (satu} tahun berturut-turut sejak IUP dikeluarkan
tidak melaksanakan kegiatan usaharya.

(2) SPl1 dapat dicabul oleh pemberi izin apabila;

a. Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang
tarcantum dalam IUP dan atau SPI. atau

b. F’erusa‘haan Perikanan menggunakan kapal perikanan di luar
kagiatan penangkapan ikan; atau

¢. Perusahaan Perikanan lidak lagi menggunakan Kapal Perikanan
yang dilengkapi dengan SPY tersebul; atau

I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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g 1UP yang dimlliki sleh Perusahaan Perikanan terasbut dicabut
oleh pemberi izin.

e. Perusahaan Perkanan dinyatakan bersalah berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

(3) SIKPPIl dapat dicabut cleh pemberi izin apabila:

a, Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang
tercantum dalam SP! dan atau SIKPPII

b. Perusahaan Perikanan menggunakan Kapal Perikanan di lvar
keglatan penangkapan dan penganghutan ikan;

¢. Perusahaan Perikanan selama 1 {satu) tahun perturut-turut
sefak SIKPPIl dikelvarkan tidak melaksanakan kegiatan
usahanya;

d. IUP dicabul oleh pemberi izin:

e. Perusahaan Perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan

keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

(4) SIKPI dapaf dicabut oieh pemberi izin apabila:

a. Perusahaan Perikanan tidak melaksanakan ketentuan yang
tercantum dalam SP! dan atau SIKPH:

b. Perusahaan Perikanan menggunakan Kapa! Perikanan di luar
kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan;

¢. Perusahaan Perikanan selama 1 (satu} tahun berturut-lurut
sejak SIKPIl dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan
ysnhanya;

¢, IUP dan atau SP! dicabut oloh pemberi izin;

e. Perusahaan Perikanan dinyatakan bersalah berdasarkan
kepulusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap,

(5) SIKPIA dapat dicabut oleh pemberi izin apabila:
a. tidak lagi memenuhi ketentuan teknis kapal;

b. menggunakan Kapal Pengangkul !kan tidak untuh memuat
atau menampung alau mengangkut ikan,
+

¢. tigak lagl menggunakan Kapal Hengangkul fhan atau Kapal
Perikanan dalam Saluan Armada Penangkapan lkan yang
dilengkapl dongan SIKPIA {ersebut,

d. IUP dan atau PPKA dicabu! oleh pemberi izin:

Tesis ) I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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e, digunakan untuk mengangkut barang terlarang: atay
I. tidak metaksanakan ketemuan yang tercantum dalam SIKPIA,

{6) SIKPIA dicabul apabila melanggar keteniuan yang berlaku bagi
SPKPIA.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Kelenluan mengenal lala cara pencabutan [UP, SPI, SIKPFIl, SIKPII,
PPKA, SIKPIA, SPKP!, dan SIPl ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18
Peraluran Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraluran Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik indonesia.

Ditetapkan di Jakana
Pada tanggal 21- Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURBAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

. DJOHAN EFFEND!

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 256

Tesis I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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KEPUTUSAN

MENTERI EKSPLORAS! LAUT DAN PERIKANAN

NOMOR 45 TAHUN 2000

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

MENTER! EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pefayanan kepada masyarakat
dalam pemberian izin usaha di bidang perikanan, Departemen Eksplorasi
Lawt dan Porikanan sedang melakukan penataan peraturan perundang-
undangan perizinan di bidang perikanan;

. bahwa unluk menjamin kelangsungan investasj di bidang perikanan

selama preses penataan tersebul pada butir a, dipandang perlu untuk
mengatur ketentuan pemberian izin usaha perikanan dengan Kepuiusan
Manteri;

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 lentang

Kelenluan-kelentuan Pokok Perlahanan dan Keamanan Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor
51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Repuhlik Indonesia Nomor 1 Tahun
1988 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1988 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368,

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5§ Tahun 1883 tentang Zona

Ekonom! Eksklusif Indonesia (Lambaran Nogara Nopublik ndonosta
Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);

. Undang-undang Rapublik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tenlang

Perikanan (Lembaran Negara Republik [ndenesia Tahun 1885 Nomor
46, Tambahan Lambaran Negara Nomor 3299),
L]

Undang-undang Republik indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang
Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3319);
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. Undaﬁg-undang Republik indonesia Nomor 5 Tahun 1890 lentang

Konsarvasi Sumberdaya Alam Hayatli dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3419);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang
Palayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

. Undang-undang Republik indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang
- Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1896

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pomerintahan Dacrah {lLembiran Negara Republik Indonesia Tahun
1989 Nomeor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 15 Tahun 1984
tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati Di Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia:

Peraturan Pemerinlah Republik Indonesia Nomeor 15 Tahun 1880
lentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
FPemerintah Repubiik Indonesia Nomor 46 Tahun 1993:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Kawasan Lindung;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 355/M Tahun 1999;

Kepulusan Presidan Republik Indonesia Nomor 1356 Tahun 1999
tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Republik Indcnesia Nomor 147 Tahun 1989;

Keputusan Presiden Republix Indonesia Nomor 145 Tahun 19989
tenlang Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laul Menjadi Menteri
Eksplcrasi Laut dan Perikanan;

Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor: 03/MENELP/
2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut
dan Perikanan,

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIZINAN.

I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kaputusan ini yang dimaksud dengan:

a.

c!

Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan
hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk
antara lain keglatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan,
mengawetkan, dan mengangkut ikan untuk lujuan komersial;

Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang didirikan khusus
untuk melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh badan hukum

-Indonesia;

Usaha Penangkapan lkan adalah kegiatan yang bertujuan unluk
memperoleh ikan oi perairan dalam keadaan lidak dibudidayakan
dengan alat atay cara apapun. termasuk kegiatan yang menggunakan
kapal unluk memua!, menyimpan, mengolah, mendinginkan,
mengawetkan, dan mengangkulnya untuk tujuan komersial;

Usaha Pengangkutan lkan adalah kegiatan yang khusus melakukan
pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan
Kapal pengangkut Ikan, baikk yang dilakukan oleh Perusahaan
Perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan;

Usaha Pembudidayaan lkan adalah kegiatan untuk memelihara,
membesarkan dan/alau membiakkan ikan dan memanen hasilnya
dengan alat atau cara apapun, termasuk kegialan menyimpan,
mendinginkan atau mengawelkannya untuk tujuan komersial;

Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya
yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk
melakukan survey atau eksplorasi perikanan;

Kapal penangkap tkan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan
untuk menangkap lkan toermasuk meonampung, menyimpan,
mendjnginkan atau mengawetkan;

Kapal Pengangkut lkan adalah kapal yang secara khusus
dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung,
menylmpan, mendinginkan atau mengawetkan;

Alat Penangkap lkan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-
benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;

L}
Alat Bantu Penangkapan [kan adalah sarana dan perlengkapan
atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu efisiensi
dan efektivitas penangkapan ikan;

I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah perairan Indonesia dan
Zona Ekonomi Eksklusil indonesia;

Satuan Armada Penangkapan lkan acalah kalompok kapal perikanan
yang terdiri dari Kapal penangkap lkan yang tidak mempunyai palkah,
Kapal Pembantu Penangkapan lkan dan Kapal Pengangkut lkan,

Rencana Usaha adalah rencana kegiatan yang akan dilakukan cleh
Perusahaan perikanan dalam jangka wakiu 3 -{tiga) tahun, yang
meliputi jumlah, jenis, dan Ukuran Kapal Perikanan dan/atau alal
penangkap ikan, daerah operasi penangkapan lkan, dan rencana
investasi dalarm rangka memperoleh lzin Usaha Perikanan;

Perubahan Hencana usaha adalah penyesuaian jumlah, jenis, dan
ukuran Kapal perikanan danfatau alat penangkap ikan, daerah operasi
penangkapan lkan, dan rencana investasi dalam rangka memperoleh
Izin Usaha Perikanan;

Menterl adalah Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan;

Direkiur Jenderal adalah Birektur Jenderal Perikanan:

BAB I
JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 2

Jenis Parizinan Usaha Perkanan melpul .

4]
Iziin Usaha Perikanan (IUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki
oleh Parusahaan perkanan yang melakukan Usah Pembudidayaan
lkan atau usaha Penangkapan ikan dengan menggunakan Kapal
Perikanan beserta Alat Penangkap lkan sesuai dengan daerah
penangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan,
dan/atau usaha pengangkulan ikan;

Persetujuan Penggunaan kapal Asing (PPXA), yailu persetujuan
yang diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang teiah maemiliki
IUP untuk monggunakan Kapnl Porikanan beibondora asing untuk
mengangkut ikan;

Surat Penangkapan 1kan (SP1), yailu surat yang harus gimiliki setiap

.Kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegialan

penangkapan ikan di Wilayah Pangelolaan Perikanan dan marupakan

‘baglen yang tldak terptsahkan darl 1UP;

Surat Izin 'kapal Penangkap dan Pengangkut tkan Indonesia
(SIKPPI, yailu surat yang harus dimilki setiap Kapal perikanan
berbendera Indonesia dalam Satuan Armada Penangkapan lkan
untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang
digunakan oleh Perusahaan Perikanam;
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Surat 12in Kapal Pengangkut tkan indonesta (SIKPIL), yaitu surat
izin yang harus dimiliki setiap Kapal Pengangkul kan berbendera
Indonesia unluk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang
digunakan oleh Perusahaan petrikanan,

Surat izin Kapal Pengngkut Ikan Asing {SIKPIA), yailu surat izin
yang harus dimiliki setiap Kapal Pengangkul lkan berbendera asing
untuk metakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh
Perusahaan Perikanan,

Surat Persetujuan Kapal Pengangkut lkan Asing (SPKPIA), yaitu
surat persetujuan yang harus dimiliki setiap kapal Pengangkut Ikan
berbandera asing untuk melakukan kegialan pengangkutan ikan yang
digunakan oleh Perusahaan Bukan Perusahaan Perikanan.

BAB W

TATA CARA PEMBERIAN DAN MASA BERLAKU
IUP, PPKA, SPI1, SIKPPI, SIKPIl, SIKPIA, DAN SPKPIA

Baglan Pertama
izin Usaha Perikanan (IUP)

Pasal 3 .

{1} Sellap perusahaan Perikanan yang melakukan kegiatan vsaha di

(2)

Wilayah pengelolaan Perikanan wajib memiliki 1UP.

Wilayah Pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) terdiri atas:

a. Perairan Selat Malaka;

b. Perairan Laut Natuna dan Cina Selalan;

¢. Perairan laut Jawa dan Selat Sunda

d. Perairan Laut Flores dan Selat Makassar;

e¢. Perairan Laut Banda

. Laut Maluku, Perairan Teluik Tomini, dan tLaut Seram;
g. Porairan Laut Sulawesl dan Samudera Pasifik:

h. Peralran Laul Arafura; dan

i. Perairan Samudera Hindia.

Permohonan IUP diajukan oleh perusahaan Perikanan kepada
Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir model Permchonan
1 (Phn-1) dan wajib dilengkapi dengan:

Rencana Usaha'

Laporan Keuangan idan Pajak;

Nomor Pokok Wajib pajak (NPWPY,

Akte Pendirian untuk Badan Hukum atau kartu Tanda Penduduk
untuk usaha perseorangan;

ao o
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e. Dala personalia perusahaan;

f. Pernyataan kesanggupan membayar Pungutan Perikanan sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaky;

g- Penyajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL}/Upaya
Pemantauvan Lingkungan (UPL)Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan {AMDAL), bagi usaha Pembudidayaan tkan;

h. Rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,
bagi usaha Pembudidayaan lkan,

Pasal 4

IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, berlaku selama perusahaan
melakukan usahanya, dan dilakukan evaluasi pelaksanaan usaha setiap
3 (tiga) tahun.

(1

(@)

(3)

Pasal 5

Parusahaan Perikanan yang melakukan Perubahan Rencana Usaha
wajib mengajukan perubahan IUP kepada Direklur Jenderal,

Perubahan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat dilakukan
sekurang-kurangnya dalam waklu 1 (satu) tahun sejak IUP dan/atau
Perubahan IUP diberikan.

Apabila perusahaan Perikanan tidak merealisasikan rencana usaha
tahunan, Direktur Jenderal mengubah IUP yang bersangkutan sesuai
dengan realisasl yang telah dicapai sseliap tahun.

Bagian Kedua

Persetujuan Penggunaan Kapal Asing {PPKA}

(1)

(2}

Pasal 6

Perusahaan Perikanan yang telah memperoleh UP, dan akan
menggunakan Kapal Perikanan berbendaera Asing untuk mengangkut
ikan, wajib memiliki persetujuan Penggunaan Kapal Asing {PPKA).
Permohonan PPKA disampaikan oleh Perusahaan Perikanan kepada
Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir Model Phn-1 dan
dilengkapi:

a. Salinan IUP yang dilegalisir;

b. Rencana Usaha pengoperasian kapal asing;

c. Kontrak Perjanjian Kerja Sama/Sewa.

' Pasal 7

PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku sampai dengan
langga! 31 Desember Tahun 2003

I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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Pasal 10

Kapal Penangkap Jkan untuk melakukan penangkapan ikan wajh dilenghapi

© o0 g oo

(1)

(2)

SPI asli;

Salinan 1UP yang ditegalsir

Log Bock Penangkapan

Lembar Laik Tangkap Operasional;
Surat Izin Berlayar.

Pasal 11

Perusahaan perikanan yang telah mempunyai SP! dapal mengajukan
perubahan SPi kepada Direktur Jenderal

Perubahan sebagaimana dimaksud pada aya! (1} dapat dilakukan
sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak SPI
diperoleh dan/atau sejak perubahan SPI diberikan.

Pasal 12

SP! bagi jenis Kapal Penangkap dan Pergolah lkan akan diatur dalam
Kepulusan tersendiri,

Bagian Keempat

Surat [zin Kapal Penangkapan dan Pengangkutan Ikxan Indonesia (SIKPPII)

1)

(2)

(3)

Pasal 13

perusahaan Perikanan yang lelah memperoteh 1UFP, sebelum
melakukan usaha Penangkapan dan Pengangkutan Ikan, wajis memiliki
SIKPPII bagi setiap kapa! yang dipergunakan apabila mengoperasikan
kapal Perikanan dalam Satuan Armada Penangkapan ikan.

Permohonan SIKPPIl diajukan oleh Perusahaan Perikanan kepada
Direktur Jendera! dengan manggunakan formulir mode! Phn-1 dan
wajib dilengkapi: |

a. Salinan IUP yang difegalisic;

b, Salinan tanda Pendaftaran Kapal (Grosse Akte);

¢. Salinan Surat Ukur Kapal

d. Salinan Sertifikat kelaikan dan Pengawakan:

6. Salinan dokumen sohis slal penanghap ihan yang digunakan,
f. Hasil pemeriksaan fisik kapal (asli;

g. Buktl pembayamran pungulan perikanan sesual ketentuan yang
berlaky.

Dalam seliap SIKPPIl ditetapkan:

a. Koordinat dasrah penangkapan;

b. Alat penangkap ikan yang dipergunakan'
¢. pelabuhan pangkalan;

I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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d. jalur penangkapan |kan yang lerlarang’
e. identitas kapal;
{. jumitah dan daftar penempatan ABK (Indonesia dan asing).

g. identitas kapal perikanan yang menjadi anggota Satuan Armada
Penangkapan lkan,

h. kewajiban pemegang SIKPP

Pasal 14

SIKPPIl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberkan untuk
jangka waklu:

a. 3 (tiga) tahun, untuk pelagis besar,

h. 2 (dua} tahun, untuk pelagis kecil

SIKPP!l dapat diperpanjang untuk jangka wakly yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan laporan kegiatan
penangkapan dan pengangkutan.

Pasal 15

Kapai Penangkap dan pengangkut lkan unluk melakukan penangkapan
dan pengangkutan ikan wajib ditengkapi:

a.

b
C.
d

D

(1)

(2}

SIKPPI asl;
Salinan [UP vyang dilegatisir;
Log Book Penangkapan:
Lembar Laik Tangkap Operasional;
Sural izin berlayar.
Pasal 16

Perusahaan Perikanan yang lelah mempunyai SIKPPIl dapat
mangajukan perubahan SIKPPIl kepada Direklur Jenderal
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
sekurang-kurangnya dalam jangka wakiu 6 (enam) bulan sejak
SIKPPIl diperoleh dan/atau sejak perubahan SIKPP! diberikan.

Bagian Kelima

Surat 1zln Kapal Pengangkut lkan Indonesia (SIKPI)

(1)

(2)

Pasal 17

Pgrusahaan Perikanan yang telah maomparoloh \UP, sebolum
malakukan Usaha Pengangkutan lhan, wajib mamilki SIkPl bagi
seliap kapal yang dipergunakan.

Permohonan SIKPIl diajukan oleh Perusahaan Perikanan kepada
Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir model Phn-1 dan
wajib dilengkapi:

I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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a. Salinan |UP yang dilegalisir;
b. Salinan Tanda pendaftaran Kapal {Grosse Akte);
¢. Salinan Sural Ukur Kapal
d. Salinan Sedilikat kelaikan dan Pengawakan;
¢. Salinan dokumen leknis alal penangkap ikan yang digunasan,
. Hasit pemeriksaan fisik kapal (ash);

¢g. Nama Pelabuhan Perkanan tempal memuat dan Pelabuhan
Tujuan.

Dalam setlap SIKPIl ditetapkan:;

a. Nama pelabuhan Perikanan tempal memuat dan Pelabuhan Tujuan;
b. Identitas kapal;

¢. Kewajiban pemegang SIKPIL

Pasal 18

SIKPIl sebagalamana dimaksud dalam pasal 17 diberikan untuk
jangka wakiu 3 (liga) tahun

SIKPII dapat diperpanjang untuk jangka wakie yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayal (1) apabila memenuhi persyaratan sebagsimana
dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dan laporan kegiatan pengangkutan.

Pasal 19

Kapal Pengangkut lkan untuk melakukan pengangkutan ikan waijib

dilengkapi:

a, SIKPIl aslj

b. Salinan IUP yang telah dilegalisir;
¢. Log Book perikanan:

d. Lembar Laik Cperasional;

e. Surat izin Berlayar.

(1

(2)

Pasal 20

Perusahaan Perikanan yang telah mempunyar SIKPI dapal
mengajukan perubahan SIKPIl kepada Direktur Jenderal.
Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal’ dilakukan
sekurang-kurangnya dalam jangka wkatu 6 {enam) bulan sejak SIKPI
diperoleh dan/atau sejak perubahan SIKPI} diberikan.

Bagian Keenam

Surat lzln Kapa! Pengangkut lkan Asing (SIKPIA)

(1)

Pasal 21

Perusahaan Perikanan yang telah momporoleh IUP dan PPKA,
sebelum mengoperasikan kapal Pengangkut 1kan Asing yang disewa,
wajib memiliki SIKPIA bagi seliap kapal yang dipergunakan.
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Permohonan SIKPIA diajukan oleh Perusahaan perikanan kepada
Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir mode! Phn-1 dan
walib dllengkapl:

a. Salinan |UP dan PPKA yang dilegalisir;

b. Salinan General Arrangement yang dilegalisir oleh instansi yang
barwenang dari negara asal kapal yang disawa.

Daflar ABK disertai Pas Photo dan salinan paspor yang dilegalisir;
Salinan Surat perjanjion Sewa yang dilegalisic ¢leh Notaris,
Security Clearance dari BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI;
Salinan Surat Perjanjian Kerjasama dengan perusahaan Perikanan
Indonesia tentang pengangkutan ikan,

Dalam setiap SIKPIA ditetapkan:

a. Nama Pelabuban Perikanan tempat memuat dan Pelabuhan Tujuan,
b. Identitas kapal;

¢. Kewajiban pemegang SIKPIA

~® a0

Pasal 22

SIKPIA sebagaimaan dimaksud dalam pasal 21 diperikan untuk
jangka wkatu 1 (satu) tahun.

SIKPIA dapat diperpanjang " uniuk jangka waklu yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayal {1) apabila memenuhi persyaralan
sagbagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayal (2) dan laporan kegiatan
pengangkutan. -

Pasal 23
Kapal Pengangkut lkan asing untuk melakukan pengangkutan ikan wajib
dilengkapi:
a. SIKPIA asfi;
h. Salinan IUP dan PPKA yang dilegalisir;
c. Log Book Perikanan;
d. Lembar Laik Operasional;
6. Surat Izin Berlayar

Baglan Ketujuh

Surat Persetujuan Kapal Pengangkutl lkan Asing (SPKPIA)

Pasal 24

(1) Porusahaan Bukan Ponkanan yang telah memiliki Surat ijin Oporasi
Perusahaan Non Pelayaran (SIOPN?P) dan akan mengoperasikan Kapal
Pengangkul 1kan Asing yang disewa, wajib memlliki SPKPIA bagl setiap
kapal yang dipergunakan.

- (2) Permohonan SPKPIA diajukan oleh Perusahaan bukan perikanan kepada
Direkiur Jonderal dengan menggunakan formulir model Phn-1 dan wajib
dilengkapi:
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a. SIKPIA asli;

b. Salinan General Arrangement yang dilegalisir oleh Instansi yang
berwenang dari negara asal kapal yang disewa;

c. Daftar ABK;

d. Salinan paspor Nakheoda yang dilegalisir;

e. Salinan Surat Perjanjian Sewa Kapal yang dilegalisiv cleh Notaris;

I. Security Clearance dari BAIS (Badan Intelijen Startegis) TNI;

g. Salinan Sura! Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Perikanan
indonesia tentang pengangkutan ikan;

h. Salinan Laporan Pemberitahuan Ekspor Barang (LPEB}
i. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang dilegalisir;
j. Ringkasan Spesifikasi Kapal
{3) Dalam sntiap SPXPIA ditetapkan:
a. nama pelabuhan perikanan tempal memuat dan negara lujuan;
b. identitas kapal;
kewajiban pemegang SPKPIA

‘Pasal 25

(1) SIKPIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diberikan untuk
jangka wakty 3 {liga) bulan,

(2) SPKPIA dapa! diperpanjang untuk jangka waklu yang sama

ﬂ sebagaimana dimaksud pada ayat 91} apabila memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 92) dan LPEB.

Pasal 26

Kapal Pengangkul lkan asing yang disowa oleh porusahnan bukan
Perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan wajib dilengkapi:

a. SPKPIA asl;

h,  Snlinan SIOFPNF yang dilegalish,
c. Lembar Laik Qperasional;
d. Sural izin Berlayar,
BAB |V
SANKS)!

Pasal 27

(1} Direktur Jenderal berwenang memberikan sanksi administrati{ terhadap
pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP, PPKA, SPI, SIKPPII,
SIKPIL, SIKPIA, dan SPKPIA,

{2y Pengenaan sanksi administralif sebagaimana dimaksud pada ayal
{1}, berupa peringalanfteguran lerulis dan/atau pencabulan I1UP,
PPKA, SPI, SIKPPIll, SIKPIl, SIKPIA, dan SPKPIA.
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Perikanan yang:

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 28

1 (3) Pencabutan IUP, PPKA, SPI, SIKPIL SIKFIA, dan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan kepada perusahaan

SORKPLA

a. telah mendapat peringatanitaguran tertulis dua kali, masing-masing
dalam tenggang waklu 1 (salu) bulan; alau

b. dinvatakan bersalah berdasarkan keputusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

SPI, SIKPPIl, dan SIKPI! hanya diberikan kepada pemilik kapal sesuai
dengan nama yang tercantum dalam Tanda Pendaftaran Kapal (Grosse

Akte) dan nama vyang lercanlum dalam 1UP.

Pasal 29

Kapal Perikanan yang mempercleh SPI alau SIKPPI! yang dalam kegiatan
operasinya menggunakan Alat bantu Penangkapan (Rumpeon), permohonan
SFl alau SIKPPIl diajukan bersama-sama dengan permohonan izin
pemasangan dan penggunaan Alal banly Penangkapan {Rumpon).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

(1) Prosedur dan tata cara pemberian IUP, PPKA, SPI, SIKPPII, SIKPII,
SIKPIA, dan SPKPIA, seria kewajiban perusahaan Perikanan difakukan

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang Dberlaku.

(2) 1UP, PPKA, SP1, SIKPPIL, SIKPU, SIKPIA, dan SPKPIA yang telah
diperoleh Perusahaan Perikanan sebelum ditetapkannya Keputusan
ini, dinyalakan letap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

{3} Perusahaan Perikanan yang lelah memperoleh IUP, PPKA, 8Pl
SIKPPI, SIKPIl, SIKPIA, dan SPKPIA sebelum ditetapkannya
Keputusan ini, wajib melakukan pendaflaran ulang dalam jangka

wakiu enam bulan sejak ditetapkannya Xeputusan ini.

(4) Perusahaan Perikanan yang telah mempercleh [UP, PPKA, SPI,
SIKPPIl, SIKPIl, SIKPIA, dan SPKPIA berdasarkan Keputusan ini,
waiib melakukan pendafataran ulang calam jangka waktu enam bulan

sojak diterbitkannya penzinan dimaksud.

k‘: Tesis I1zin Penangkapan lkan ...
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PERATURAN FEMERINTAR REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2002
TENTANG
UsabA PERIKANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  a. bahwa sumber daya ikan sebagal bagian kekayaan bangsa
Lidenesia pevlu dincfaatkan untuk kemakmuran rakya,
dengan mengusabakannya secara berdaya guna dan berhastd
guna serta selalu memperhatikan kepentingan dan kelestarian-

nya;

b, bahwa mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990
tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah dua kali diubah,
terakhir denean Peraturan Pemerintah Nowmor 141 Tahun 2000
belum mampu menampung perkembangan dan kebutuhan di
Didang usaha pevikanan, sehingga dipandang perlu mengatur.

kentbali Usahia Perikanan dengan Peraturan Pemerintuhy

Mengingat : 1. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
diubal dengan Perubahan Keempat Undang-Undang  Dasar

[ a5

g

Undang-undang Nomer T Tahunt 1967 tentang Penansan
Maodal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967
Nomor 1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor  2818)
sebageimana elabe dinbab dengan Undang~undang Nomor 11
Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1870
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);

A0 Undane-undiry, Nomor ¢ Tahun 1968 tentang  Penanaman

Modal Dazon Newert (Lembaran Negar Republik  I[ndoncsia

Tahun ...

Tesis I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembacan  Negira

Nomor 2853) schagaimana telnh diubah  dengan Undang-
. +
wdnne, Nopor 12 Taban 1970 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 29:44); "

4.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Ekskiusit Indoriesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor £+, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32G0);

5. Undang-undany Nomor 9 Tahun 1985 tentang FPerikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahkun 1906

Nomaer 73, Tatbahan Lembaran Negara Nomor 3647),

7. Unduang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak  (Lembavan Negara Republik  Indonésia
Tahum 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor

RESTY,

\ 3

8. Uncang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahian
Dacrah (Lemibiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor GO, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

r
-
}\S.‘.’...

antara Pemerintah Pusat dan Daeralh (Lembaran

fre

L]

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3851);

10, Peraturan  Pemenntaly Nomor 25 Tahun 2000  tentang
Kewenaean Pemerintah dan Kewenangan  Propinsi  sebagai
Daerzh Olonom (Lembavan Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 54, Tiwbahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN: ...

Tesis I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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MEMUTUSKAN .

Menetapkan . TERD TURAN FESERINTAT U LENTANG USAHA PLRIEANAN,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pewerinlah ind, yang dimaksud dengan :

1.

I

e

v,

Tesis

Usahia perikanan adalali semua usaha perorangan atau badan
Bukum unlak menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk
kegiatan menvimpan, mendinginkan alaw mengawetkan ikan
ek Lt xomevsial,

Pevusibaan  pevikinan  Indonesia  adalah perusahaan  yang
melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara

Republix Indonesia atau Badan Hukum indonesia.

Perusahaan perikanan asing adalah perusahaan yang melakukan
“usaha penangkapan ikan dan dilakukan oleh warga negara asing

atau badan hukum asing.
Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan 1kan.

Petani lkan, yany selanjutnys disebut Pembudidaya lkan, adalah
orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan
tkan. |

foin Usaha Perikanan (WUP). adalah izin tertulis yang harus
duwatiki - perusahaan  perikanan  untuk  melakukan  usaha
oriharnl ddvigan menggunakan o osarana produksi  yang

fercantuim dalam izin tersebut.

7. Kapal ...

Izin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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7. Kapal perikenan adalak kapal atau perahu atau alat apung
lalnnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan,
+ ]

termasuk ovtuk inelakukan survey atau eksplovasi perikanan.

v

Kapal penangkap ikan adalah  kapal yang secara khusus
dipergintikan untuk menangkap ikan termasuk menampung,

menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan,
9. Kapal pengangkut tkan adalah kapal yang sccara khusus
dipergunakar untuk  mengangkut  ikan  termasuk  memuat,

menmpiig, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.

10, Ferlnasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan juniab
kapal perixanan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha

vans berkattan, yang belum tercantunt dalam IUP.

11, Perluasun usalin pembudidayaan ikan adalah penambahan aveal
laban Loy atan penambahan jenis usaha kegiatan usaha yaog

Belum torean et dalam TUP.

12, Surat Pcn:mgkupun tkan (SP1) adalah surat yang harus dimilik
setiay kapol perikanan untuk melakukan kegilatan penangkapan
XA vang mernpakan bagian yang tidak lecepisahikan davi 1TUP,

13, Surat Izin Kapal Pengangkut Tkan (SIKP1) adalah surat 1zin yany
harus douniirkt setiap Kapal perikanan untuk melakukan kegiatan
pengug Kutan ikan.,

L4, Alokast Penanghkapan lkan Penanaman Modal (APIPM) adalah
rekowmendast tertuhis untuk menangkap tkan yang diberikan oleh
Menlevi atnw pejebat yang ditunjuk melalur Badan Keordinasi
Ponanawan Modal (BKPM) kepada perusahaan  perikanan

dengan tasilias penanaman modal.

15, Mentert adalah Menterl yang bertanggung jawab di bidang

NS P
porisanan,

BAB 11 ...

Tesis 1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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BAB.I
PLRIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 2
(1) Usiha perikanan terdiri dari;
a. usaha penangkapan ikan; dan/atau
b. usaha penbudidayaan ikan.
(2) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) hurut b meliputi jenis kegiatan:
4. pembudidayaan ikan di air tawar,
b. pembudidayaan ikan di air payau; dan/atau

c. pembudidayaan ikan di laut,

Pasal 3

(1) Usaha pevikanan di wilavah perikanan Republik Indonesia hanya
boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik
bionesiu atau badan hukww, Indonesia termasuk koperasi.

(2) Pengecualian terhadap Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
avat (1) hanya dapat diberikan di bidang penangkapan ikan,
sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik
donesia bevdasawrkan ketentuan persetujuan internasional atau

hukum intermasional yang beriaku,
(3) Wilayal perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
Jaliom ayat (1) aeliputis
a. perairan Indonesia;
Byoosungal, e, waduk, rawa dan genangan air lainnya di
dalam \\’i]:l}'{k‘h Republik Indonesia; |

¢. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEL,

Pasal 4 ...

Tesis I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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Pasal
Perusahaan perikanan Indonesia  bekerjasama dengan nelayan
. . ] '
dintZatan pembudidaya ikan dalam suatu bentuk kerjasama yang
soing menguntungkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh

Mentery,

Pasal 5

() Pevihaan yane melakukan wsaha perikanan, wajih memiliki
L Ul Peenkanan (JUEY,

(2) P sebazannana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan untuk
musing-tasing usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 oavat (1), dan berlaku selama perusaliaan melakukan

Keatatan usahu perikanan,

(3) Izin usana  bazi perusahaan perikanan dengan fasilitas
pvenzraman modal yang akan melakukan usaha penangkapan
tkan, diterbitkan  berdasarkan  Alokast Penangkapan lkan

Penanaman Modal (APIPM) dan persvaratan lain di bidang

penanaman modal,

(1) Dadawn WJP untuk  usaha  penangkapan ikan dicantumkan -
koordinat deerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal
perikanan, jenis alat penangkap ikan yang digunakan, dan

pelabuhan panzkalan.

(6} Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan yang berkailan
cengan  keglatan  pengangkutan ikan, dicantumkan daerah
petxutipuian/peiabuhan muat, pelabuhan  pangkalan, serta
et dan vkuran kapal perikanan,

(G Dalen 1E eatek veaha pembudidayaan tkan dicantumknn huas

Lt o peracrvan dan letak lokasimya.
Pasal G ...

Tesis I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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(1) Kewjiban memitikn JUP sebagaimana dimaksud dalan Pasal 5
aval L) iheciaiihaon bagis keglaturn:
a0 penmanakagpan ckan yang dilakukan oleh nelayan dengan
nenyeunaliam sebuah kapat perikanan tidak bermaotor atau
menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran
lertentuy
boopombadiiovean ko e oaie s yang dilakukan oleh
pentbucidaya ikan di kolam alr terang dengan areal lahan
wrted g
c. pembudidayvam tkan di uirl payau yang dilakukan olch
peinbudidaya tkan dengan areal lahan tertentu,
o pembucidayaan tkan  di laut  yang  dilakukan  olch

perabudidaya tkan dengan areal lahan atau perairan tertenti,

(0 URuran xapan perikanan dan luas areal lahan atau perairan

sebagaimana dinmaksud dalam ayat (1) diatur oleh Mentert,

(3) Nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) wayip mencatatkan kegiatan perikanannya kepada dinas
pevikanan Jdaenaly atau instansi yang berwenang di bidang

pertkanan di deerah.

Pasat 7
(1) Perusihazn perikanan asing yang akan melakukan kegiatan

perangkapan ikan di Zona Tkonomi Eksklusif Indonesia wajib
mermithki TUP.

() IUE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sesuai dengan
Jangka wakt berlakunya  persetujuan internasional antara
pemerintah negara  Republik Indonesia dengan  pemerintah
Mewart asing vang beesangkutan,

Pasal § ...

Tesis I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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Pasal &

(1) Kapal perikanan  berbendera Indonesia yang melakukan
penangkapan nun atau k;ipal perikanan berbendera asing yang
melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi  Eksklusif
Indonesta wapts dilengkapi dengan Surat Penangkapan lkan
S,
(2)  SPLuntuk kapa! pevikanan berbendera Indonesia beriaku selama :
a. 3 (4ga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat
tangkap puiid cincin, vawal tuna, jaring insang hanyut, atau
huhnate;

b. 2 fdua) tabiun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alal
langkap selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

dant dapet dibarian perpanjangan oleh pembert izin,

(3) Dalun ST dic.otumkan ketetapan mengenai daerah penang-
kapan ikan, jeuis alat penangkap ikan, dan spesifikasi kapal yang
digunakan.

(4)  SPL untuk kapa) perikanan berbendera asing berlaku selama 1

(sat) tahun dan dapat diberikan perpanjangan oleh penmber
1Zin.
Msal 9
(1} Kapal peokanan yang berfungsi scbagai kapal pendukung
penangiiapan con dalam satu kesatuan armada penangkapan
ikan (kelompok) wajib dilengkapi dengan SPI.
(2)  Kapal perikanan vang berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan
dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi
gKay

dengan Surat lzia Kapal Pengangkut tkan (SIKPY).

(3) SPi ...

Tesis I1zin Penangkapan lkan ... Dérto, S.H.
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(3)  SPI dan SIKPL untuk kapal perikanan berbendera Indonesia yang
dioperasikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan
sebagnimuna dinaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku
selamee '

a. 3 (g lahun, untuk kesatuan avmada penangkapan ikan
denwan jenis aat tangkap pukat cincin, rawal tuna, jring
msang, anyut, atau huhate;

b, 2 (dua) tahun, untuk kesaluan armada penangkapan ikan
densan jenis alat tangkap selain sebagaimana  dimaksud

ditlunr horud i,

(4)  SPI dan SIKFI uniuk kapal perikanan berbendera asing yang
dioperasikan dalamt salu kesatuan armada penangkapan ikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku

el U (sabad tadit,

~~
L3 ]
——

Kapal pengangkut ikan  berbendera Indonesia dalam  satu
kesatuan  armada  penangkapan ikan  dapat melakukan
pengangrutan  dart daerah penangkapan ikan ke pelabuhan

dan/ atau dari pelabulian ke pelabuhan,

(6) Kapal pengansgkut kan berbendera asing dalam satu kesatuan
armada penangkapan ikan dapat melakukan pengangkutan dari
daerah penangkapan ikan ke pelabuhan di Indonesia dan/atau

dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan.

Pasal 10

(1} Kapal perikanan berbendera asing hanya dapat digunakan untuk
melakukan  pensnakapan ikan di Zona Ekonomi  Eksklusif
Indonesia.

(2) Kapal  penkanar berbendera  asing  dapat  digunakan  oleh
perusahaan porn'anan atau perusahaan bukan  perusahaan

petikanwe untul mengangkut ikan,

(3) Pengaturan

I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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Fengaluran febit lunjut penggunaan kapal perikanan berbendera
asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2

ditetapkan oleh Menteri,

Pasal 11
Kapal perikanan yang digunakan oleh perusahaan perikanan
Indonesit untuk melakukan pengangkutan ikan yang tfidak
dalam st kesabuan avmada penangkapan ikan wajib dilengkapi
Jdeman SIKIEL
SIKPT sebaganmnt dimaksud dalam ayat (1)
A untuk kapal perikanan yang berbendera Indonesia berlaku
selama 3 (tiza) tahun,
b.untui kapal perikanan berbendera asing berlaku selama |
{satu) tahun.
Kapal perikanan yung digunakan oleh perusahaan bukan perusa-
haan perikanan wuntuk melakukan pengangkutan ikan wajib

dilengkapi dengan SIKP{ dengan masa berlaku selama 1 (satu)

tihun,

Kapal pergangkd akan sebagaimana dimaksud dalam ayat (&)

huruf a dai ayal (3) digunakan mengangkut ikan dari pelabuhu

ke pelabuhan drowilayah Republik Indonesia dan/atau dari

pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan,

Kapal perikanan Perbendera asing sebagaimana dimaksud dalam

ayat () huruf b yung digunakan oleh perusahaan perikanan

Indonesia hanya untuk melakukan pengangkutan ikan dari

pelabutian di Indonesia ke pelabuhan di negara tujuan,

Lalam SIKPl kapal berbendera Indonesia maupun berbendera

asuig pahing kurang memuat: ‘

a. lokasi pelabuliai nuat dan pelabuhan tujuan;

b. perusahaan dan armada penangkap ikan yang didukung
penzangkutannya;

¢. nakhoda ...

I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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c. nakhioda dan Anak Buah Kapal;

G fdentitas Rapad.

Pasal 12

Untuk kepentinsan kelestarian sumber daya ik, pemberi iz

A, mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan sebelum

memberizan UF, SPL, dan APIPM;

b. mengevaluasi sctiap tahun ketetapan mengenai jumlah Kkapal

perihanan, daeralt penangkapan ikan, dan/atau jenis alat

penanskay ikan sebagaimang tevcantum dalam U, SPI, SIKD

dan APIPM.

Pusal 13

(1Y Gubernur atau pejibat yang ditunjuk memberikan:

a0 10, SPIL dan SIKPE kepada perusahaan perikanan Indonesia

yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan

yany berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggu-

nmakan kapal verikanan tidak bermotor, kapal perikanan

bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang
berukuran di atas 10 Gross Tonnage (GT.10) dan tidak lebih
davi 3Q Grws Tomwige  (GT.30) dan/atau yang mesinnya
berkekuatan Gdak febilt dari 90 Daya Kuda (DK}, dan bev-

pangkalan di wilayah administrasinya serta tidak mengguna-

Kan nedal asne dansatau tenaga kerja asing;

b, 1UP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan

pembuaidayaan kan dioair tawar, air payau, atau laut di

wilayvah administrasinva yang tidak menggunakan imodal

asing dan/atau tenaga kerja asing.

(2 Bupati/Walikota atia pejabat yang ditunjuk memberikan:

a. [UP,

I1zin Penangkapan lkan ...
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a. WUP, SPL dan SIKPI kepada perusahann perikanan Indonesia
yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan
v berdomisili dio wilayah administeasinya, yang menggu-
nakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan
bermaotor lul;-u', dan kapal perikanan bermotor dalam yang
berukuran tidak lebih dari 10 Gross Tonnage (GT.10)
dan/atau yany, wmesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30
Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administvasi-
nya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga

kerja asing;

b. [UP kepada perusahaan perikanan Indonesia yang meclakukan
pembudidayaan ikan di air tawar, air payau, atau laut di
wilayah administrasinya yang tidak menggunakan modal

asing dan/atau tenaga kerja asing.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian 1IUP, SPI, dan SIKPI
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh
Gubernur, Bupali/Walikota  sesuai dengan kewenangannya
dengan terpedoman kepada tata cara pemberian perizinan usaha

perikanan yang diatur oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Kecuali terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan
Gubernur, Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Menterl atau pejabat yang ditunjuk memberikan 1UP,
SPL SIRPL Jan ATIENM L

(2 Kewenangzan menerbitkan 1UP sebagaimana dimaksud  dalam
ayat (1) untuk perusahaan perikanan dengan fasilitas
pznamaian modal dilimpahkan oleh Menteri kepada Kepala

Bacdan RKoordinast Penanaman Modal.

(3) Ketentuan ...

Tesis I1zin Penangkapan lkan ... Daito, S.H."
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(4)  Ketentuan menzenai pemberian 1UP, SPL SIKPL dan - Al'TPM
sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) maupun pelimpaban
kewenangan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

sebagaitana dinaksud dalam ayat (2) dintur oleh Mentern.

Pasal 15
(1) Yemesang IUP bevkewajiban
a. melaksanakan kelentuan yang tercantum dalam 0P,

b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian [UP
kepada pemberi izin dalam hal akan dilakukan perubahan

Jata dalam 1UP
¢. wenyampaikan laporan Kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan
sekali kepada pemberi izin,
(2) Pemegang SPI berkewajiban :
a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI;

b, mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SPI
kepada pemberi izin dalam hal SP1 hilang atau rusak, atau

akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SUl;

c. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 3 (tiga)
bulan sekali kepada pemberi izin;

. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan

pengendalian sumber daya tkan.
(3) Pemegang SIKP! berkewajiban:

a. melaksanakan Kelentuan yang tercantum dalam SIKPL;

b, menggukan permehonan perubahan atau penggzantian SIKP
kepada pemberi izin dalam hal SIKPI hilang atau rusak, atau

akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIK{',

¢. menyampaikan ...

Tesis I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 3
(tiga) bulan sekali kepada pemberi izin;
mematuhi ketentuangketeniuan di bidang  pengawasan dan

pengencalian sumber daya ikan,

(4) Pemegang APIPM berkewajiban @

.

b.

nielaksanakan ketentuan yang tercantum dalam APIPM;

nengajukan  pernichonan perubahan  atau penggantian
kepada pemberi APIPM melalui BKPM dalam hal akan
dilakukan perubahan data dalam APIPM;

neenvanipaikan laporan kegiatan usaha setinp 6 (enam) bulan

sekali.

BAB I
PLNCATUTAN LUP, SPL, DAN SIRP]

Pasal 16

(1) WP dapat dicabut oleh pembert izin dalam hal perusahaan

perikanan ¢

a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam 1UP,

Do melakukan pedluasan usaha tanpa pcfsctujunll tertulis dan
pember 12i;

c. ldak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali
berfurat-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan
yang tidak benar

Joomensgunakan dokumen palsu;

¢.ooselania 1 ) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksuna-
Kan Regnitan usihanya; atau

. dinvatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang

Tesis

telah mempunya kekuatan hukum tetap,

(2) Sri ...

I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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SPU dapal dicabul oleh pembert izin dadam hal pérusiiuan
perikanin '
4. tidak melaksanakan Ketentuan yang lereantum dalam [UT

dav/atau SPY,

b. menggunakan kapal perikanan di tuar kegiatan penangkapan
ikan;

c. tidak menyarpaikan laporan kegiatan usaha 3 (liga) kali
Ferturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan
vang tidak benar;

d. menggunakan dokumen palisu,

e. 1UP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut olch
pemberi 1zin; atau '

f. Jdinvamkan beesalah berdasarkan keputusan pengadilan yans

telah mempunya kekuatan hukum tetap.

SIKPL capat dicabut oleh pembert izin dalam hal perusahaan

perikanan
ik mieliksarakan ketentwan yang tercantum dalam 1UP
dan/atau SIKPL

b, menggunakan kapal pengangkut ikan di luar keglatan
vengumpulan dan/atau pengangkutan ikan, atau melakukan
kegintan  penzangkutan  dkan  di luar  satuan armada
penangkapan ikan  (untuk kapal dalam satuan armada/
kelompok);

c. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali
berturut-turut alau dengan sengaja menyampaikan laporan
vang tidak benar;

dooselama 1 (satw)  tahun sejak  SIKPL  dikeluarkan tiduk

melakukan kegiatan pengangkutan ikan;

I1zin Penangkapan lkan ... . g, ]beO,S.H.
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e, (U1 yang, dimiliki perusahaan perikangn tersebut dicabut oleh
petiberi tzin; atau
]
f. dinvatakan bersalalt berdasarkan kepulusan pengadilan yany

telah mempunyai kekuatan hukum letap.
b ATIEM dapat dicabut dalam hal perusahaan perikanan :

A, bdak welaksanakan ketentuan yang tereantum dalany AVIPM;

b. welakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari
pembert APIFM;

¢. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (liga) kal
berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan
yang hidak benar,

d. menggunakan dokumen palsu;

e. tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu 2
(dua) lahun terhilung sejak diterbitkannya APIPM; alau

{. dinvatakan bersalah berdasavkan keputusan pengadilan yany
telah mempunyat kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

Letentuar mengenat ba cava pencabutan [UP, SPL, SIKPL dan APIPM
ditetapkan [ebih lanjut oleh Menteri,

BAB IV
PUNCGUTAN PERIKANAN

Pasal 18

(1) Perusahnan  perikanan  Indonesia  yang melakukan  usaha
penamekapan tkan atau usaba pentbudidayaan ikan di taut atau
periiran lamnya di wilayah perikanan Republik Indonesia, serta
pevnsatunn pevikinuin asing yang melakukan usahg
penangkavan ikan di  Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
dikenakan pungutan perikanan.

(2) Pungutan ...

Tesis I1zin Penangkapan lkan ... Darto, S.H.
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Pungutan perikanan tidak dikenakan bagi:

2. Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak atau di
kolam di atas tanah yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangat telah menjadi hak terfentu davi yang
bersangkutan;

L. Nelayau dan perabudidaya tkan sebagaimana dimaksud dalom
Pasal G ayat (1).

Pasal 19

Pungutan perikanan dikenakan kepada perusahaan perikanan
Indonesia atas kescmpatan yang diberikan untuk melakukan
usaha pertkanan dan atas ikan ‘hasil penangkapan atau

pembudidayaan,
Pungutan perikanan dikenakan kepada perusahaan penkanan

asing atas manfaat yang dapat diperoleh devi penangkapan ikan
di Zona Ekonomi Ekskiusif Indonesia,

Pasal 20
Pungutin - perikanan  di bidang  penangkapan ikan vang
dikenakan kepada perusahann perikanan Indonesia terdivi daci ;
a. Pungutan Pengusahaan Perikanan;
b. Punguian Hasil Fertkanan,

Mungutan perikanan di bidang penangkapan tkan yang dikei-
kan kepada  perusahaan  perikanan asing adalah  Pungutasn
Perikanan Asing.

Pasal 21

Pungutan Pengusahaan Pertkanan  sebagaimana  dimaksud  datam

Vasal 20 ayat (1) hwuruf a ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per

Gross Tonnge (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal

perikanan yang digunakan.

Pasal 22 ...
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asal 22

(1) Pungutan Hasi! Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) hurut b ditetapkan
a. Untuk keglatan penangkapan ikan
1) Bagi perusahiaan perikanan skala kecil  berdasarkan
rumusan 1% (satu perseratus) dikalikan produkblivitas

kapal dikalikan Harga Patokan tkan,

2) Bagi perusahaan  pervikanan skala  besar berdasarkan
rumusan - 2,5%  {dua-setengah  perseratus) dikalikan

produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan lkan,

b. Untuk kegiatan pembudidayaan ikan sebesar 1% (satu
perseratus) dikalikan harga jual seluruh ikan hasil pembudi-

dayaai.

{2) Kriteria vervusalaan pertkanan skala kecil dan skala besar

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menters.

Pasal 23

(1) Pungutan Perikanan Asing scbagaimana dimaksud dalam
Fasal 20 ayat (2), ditctapkan berdasarkan rumusan tarit per
Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurul jenis
kapal perikanaun yang dipergunakan.

(2Y Pungutan Perikarun Astng bagh kapal dalam satu kesaluan
armada penangkapan tkan, citetapkan berdasarkan rumusan
tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan total GT kapal penangkap
ikan dan kapal pendukung yang dipergunakan,

BAB V ...

Tesis I1zin Penangkapan lkan ... . Darto, S.H.
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BABV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan,
nelayan  dan  pembudidaya ikan dilakukan oleh Menteni,
Guberaur, Bupati/Walikota sccara teratur dan berkesimambung -

arnsesual dengan kewenangannya, ,

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
pembinaan iklin usalia, savana usaha, teknik produksi, pemasar-

ancdan maudu hasi! perikanan,

(3 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan

terhadap dipenuhinya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini
dan  Ketentuan peraturan perundang-undangan lain  yang
berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudi-

dayaan ikan serta penanganan hasil perikanan.

BAB VI
KETENTUAN FIDANA

Pasal 25

’ .
Setiap perusahaan perikanan yang melanggar ketentuan Pasal 5
diptdamna menurat ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 29 Undang-

undiang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

BAB Vil ...
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BAD Vil
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 206

Seluruh perizinan yang telah diberikan sebelum Peraturan Pemerintah
ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya

jangka walktu perizinan.

BAL VIIL
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27
Dengan bevlakunya Fevaturan Pemerintah ini, maka:

Ao Peratuvan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagai-
mana  telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Femerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Repubilik
ludonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4058), dinyatakan tidak berlaku. |

b, Segala peraturan pelaksanaan davi Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 1990 tenlang Usaha Perikanan scbagaimana telah dua
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141
Tahun 2000, dinyatakan  letap  berlaku  sepanjang  lidak
berlentingan  atau  belum  ‘diubah berdasarkan  Peraturan

Pewerintah al.

Pasal 28

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .,

Tesis I1zin Penangkapan lkan ... Darto., S.H.
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Agar setiap ovang mengelahuinya, memerinlahkan pengundangau
Peraturan Pemerintah ini dengan pencmpatannya dalam Lembiaran

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOLKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Aada tangeal 7 Oktober Z002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
1td
BAMBANG KESOWO

LEMBARAMN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya

Dc.pu t1 Sekretaris Kabinet
-JJ A Bigi:m Hukum dan

5o Petuidahg -undangan,
N MJ'{’. - -.‘-"-“x }} \\‘ \\\
7
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2002
'I'ENTAN.G
USAHA PERIKANAN

UMUM

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumber
daya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
Ir donesia. Dengan demikian pemantaatan sumber daya ikan tersebut pada dasamya
hanya dapat dilakesanakan oleh Warga Negara Republik Indonesia, baik secara
percranzan manpun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara
merata, baik oleh produsen maupun konsumen, Pemerataan pemanfaatan sumber
dava ikan hendaknya jusa terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha
yang masih lemah seperti nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh
kegiatan usaha yang lebih kuat. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan
usahanya periu didorong ke arah kerja sama dalam wadah koperasi, Di samping itu
diharapkan pula adanya kerja sama antara perusahaan perikanan yang kuat dengan
nelayan/pembudidaya ikan kecil dengan dasar saling menguntungkan, misalnya

dalam bentuk kewiteaan atau kelompok usahia bersama.

Walaupun sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya ikan
tersebut harus senantiast menjaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan
sumber caya itkan harus seimbang dengan daya dukungnya schingga diharapkan
dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari. Dengan kata lain
pemantialan sumber daya ikan havus dilakukan secara rasional, Salah satu cava
untuk menjaga kelestavian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usali
pertkanan melalur pertzinan, Penerapan perizinan fersebut tidak hanya ditujukan

Bast pervsabaan pertkana yiaes Jdidivikan oleh orang atau badan hukum Indonesia,

akan ..,
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Pasal 32 Undang-Undong Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumbcr
daya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmucan dan kesejahteraan rakyal
Ir.donesia. Dengan denukian pemantaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya
hanya dapat dilaksanakan oleh Warga Negara Republik Indonesia, baik secara
peroranzan manpun dalam bentuk badan hukun, dan harus dapat dinikinati secara
merata, baik oleh produsen maupun konsumen, Pemerataan pemanfaatan sumber
dava tkan hendaknya jusa terwujud dalam perlindungan lerhadap kegiatan usaha
yang masih lemah seperti nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh
Kegiatan usaha yang lebih kuat, Oleh karena itu dalam rangka pengembangan
usahanya perlu didorong ke arah ketja sama dalam wadah koperasi. Di samping 1tu
diharapkan pula adanya kerja samn antara perusahaan perikanan yang kuat dengan
nelayan/pembudidaya ikan kecil dengan dasar saling menguntungkan, misalnyx

dalam bentuk kemutraan atau kelompok useha bersama.

Walaupun sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya tkan
tersebut haras senantiasa menjaga Kelestaviannya. Ini berarti bahwa pengusahaan
sumber daya ikan harus scimbang dengan daya dukungnya schingga diliarapkan
dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari. Dengan kata lain
pomantaatan sumber Jdaya iRan harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara
antek menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usahn
perikanan melalur perizinan, Penerapan perizinan tersebut tidak hanya ditujukan

bagt peresaban pertkanaon yaeg didivikan oleh orang atau badan hukum Indonesia,

akan .
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akan tetapi juga ditujukan bagi perusahaan perikanan asing yang melakukan usiha
penangkapan tkan di Zona Ekonomi Eksklusit Indonesia. Sedangkan bagl nelayan
dan pembudidaya ikan kecil, dibebaskah dari kewajiban untuk memiliki izin.
Meskipun demikian, untuk keperluan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan
sumber daya ikan tetap diperlukan pencatatan terhadap usahanya,

Perizinan selain berfungsi untuk menfiga  kelestavian sumber daya ikan juga
beriungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian  usaha
perikanan. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, kepada para
penguzaha baik perorangar maupun badan hukum, diberikan kemudahan berupa
berlakunya izin usaha perikanan selama perusahaan masth beroperasi. Hal ini tidak
berarti membert keleluasaan bagi pengusaha, terutama penangkapan ikan, untuk
memantaatkan swnber daya ikan tanpa kendali, Pengendalian tetap dilakukan
dengan peueniuait jangka waktu tertenitu beroperasinya kapal yang dikaitkan
dengan tersedianya sumber daya ikan. Di samping itu masih ada kemudahan lain
yaitu untuk semua kegiatan dalam satu bidang usaha perikanan hanya diperlukan

sebuah izin,

‘Sebagian besav usaha penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan yang dalam
memasarkan hasil tangkapannya berada dalam posisi yang lemah, sehingga sering
mendapatkan harga yang tidak wajar. Di lain fihak, harga ikan pada tingkat
konsumen relatif tinggi karena panjangnya mata rantai pemasaran., Qleh karena itu
untuk mewujudkan harga yang wajar bagi konsumen dan menguntungkan bagi
nelayan  dalam rangkn meningkatkan kesejaliteraan dan usahanya sekaligus
memperpendek mata rantai pemasavan, Pemerintash memberi bimbingan  dan
derongan agar hasil\tangkapannya dijual melalui pelelangan, Untuk itu Pemerintal

menyediakan tempat pelelangan ikan,

Sumber daya tkan pada hakekalnya merupakan kekayaan negara. Oleh karena itu
perusahaan perikanan Indonesia yang telah memperoleh manfaat dari pemanenan
simber daya tkan maupun usaha pembudidayaan di laut dan di perairan lainnya di
wilayah Republik Indonesia, dikenakan pungutan perikanan alas hasil kegiatan

petikanannya. Pungutan Perikanan juga dikenakan kepada perusahaan perikanan

asing ...
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asing yanyg melakukan usahia penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif
Indoitesia, atas manfaat yarg dapat diperoleh dari penangkapan ikan di Zona
Ekonemi Eksklusif Indonesia. Namun bagi para nelayan dan pembudidaya ikan yang
hasil usalanya lhanya sckedar wntuk memenuht - kebutuhan hidup sehari-hari
serta usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan di tambak atau di kolam di atas
tanah yang menurut kelentvan peraturan pcrundz‘mg-undaugan telah mernjadi hak

tertentu dart yang bersangkutan dibebaskan dari pungulan perikanan,

Pemibinaan Jan persaiwasan merapakan salab o sate hal yang penting dalam upaya
mengembangkan usaha perikanan. Melalui upaya, pembinaan dan pengawasan,
Pemermtah menciptakan iklim usaha secara sehat dan mantap, serta melakukan
upaya-upaya pencegahan penggunaan sarana usaha (produksi) yang tidak sesuai
dengan Kelentuan, penerapan teknik berproduksi yang efektif dan efisien, serta
penerapan pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan
daya saing di pasaran internasional dan melindungi konsumen dari hal-hal yang
dapal merugikan serta membahayakan kesehatan. Dari pembinaan dan pengawasan
seperti itu diharapkan dapat merangsang perkembangan usahg perikanan yang pa.d-a
akhirnya akan dapat senziprakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan devisa
negara dan meningkatkan kesejahiteraan para nelayan dan pembudidaya ikan skala
kezil.

Beberapa perkembangan kebutuhan di bidang usaha perikanan tersebut di atas,
dalam Kenvataannya belum seluruhnya ditampung dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah dua kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000, Schubungan
dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur kembali kefentuan tentang

usaha perikanan dengan Peraturan Pemierintah ini,
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2 ...
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Pasal 2
Avat (1)
Cukup jelas '

Ayat (2)

Usaha pembudidayaan ikan terdivi davi pembudidayaan ikan di air tawar,

di air payau dan di laul, yang mencakup seluruh kegiatan pembudidayaan
Jenis ikau yang dupat dibudidayakan menurut masing-masing kegiatan
tersebut, termasuk kegiatan pembenihannya. Apabila dalam permochonan |
[zin Usaha Pertkanan (IUP) rencana usahanya telah mencakup kegiatan -
pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di laut, maka JUP yang
diberikan imelipuli ketiga kegiatan tersebut. Namun apabila hanya salah

satu kegiatan saja, maka IUP hanya diberikan untuk kegiatan tersebut.

Fasal 3

Ayat (1)
Cuknyp jelas

Avat (2)
Pengecualian yang dimaksud adalah pemanfaatan yang dilakukan oleh
oranyg atau badan hukum asing hanya dapat diizinkan di bidang
pemangkapan ikan sepaniang Negava Republik Indonesia terikat untuk
melaksanakan  kelentuan-ketentuan  persetujuan  internasional  atau
Xetentuan-ketentuan mkum internasional yang berlaku,

Ayt (3)
Cukup jelas

Pasal

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan/atau  efisiensi usaha,
perusihaan perikanan fndenesia dapat melakukan kerjusama dengan nelayan
dan/atan pembudidaya ikan dalam bentuk  kerjasama yang saling

nicnyuntungkan,

Pasal 5 ...
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Fasal 3 ’

Cukup jelas

Pasal 6
Ayal (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayal (3)
Percatatan Jdiperinkan dalam vangka pengumpulan data produksi untuk

menentukan pengelohuan stuber daya ikan yang bertanggung jawab,

Pasal ¥

A INTIERTOHES

Pasal &

Aval (1)
Cusup julas

Ayat (2)
Perpatjangan iz dapat dibevikan dengan mempertimbangkan daya
duxunyg sumber dava ikan yang tersedia.

Avat (3)
Cukup jelas

Avat (4)
SPL cdapat diperpanjang seliima Kebijakan pemcrintah terbuka untuk hal

ersebut dan sosuan dengaen daya dukung sumber days ikan yang tersedia.

Pasal 9

Culbarsgelas
Pasal 10 ..,
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Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Juktiprjetas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Avat (1)
Wilayah adminmstas yang  dimaksud  adalaly  wilayahh  administrasi
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
G bidang Pernevintabuan Daeraly,

Ayat 12)
Wilinvah Sdmivistras] v, dimaksud  odalah wilayals  adoinistensd
sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
G bidang Pemerintaban Daceah.

z’\y.lt (3)

'--. s P
LSRN A

Pasai 14

Ayat (1)
APIPM divenian dalam bentuk surat persetujuan oleh Menteri atau
Cejabat yang ditimjuk kepada perusahaan dengan fasilitas penanaman
modal melalul BKPM selaku instansi yang mengajukan permohonan
aloxuast panang kapan 1kan,

Avat (23
Penanaman modal dimalsud dilakukan dalam rangka Penanaman Modal
Astry ataw Feranaman Modal Dalam Negeri yang diatur dalam ketentuan
poraturan perinciany undiean yang berlaku.

:\}'411 (3
Cukup gelias

Pasal 15 ...
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Fasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas \

Ayat (2)
Cukup jelns

Ayat 13)
Culup elis

Avat (4)
Laporan Regratan wsana tersebut disampaikan kepada pemberi APIPM.
Laporan Kegiataa usaha dimaksud antara lain memuat hasil tangkapan,

produkiivitas, pengoperasian kapual, dan penggunaan tenaga kerja.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

cuknp jelas

Pasal 18

CRRup jelds

Pasa, 19

Cukup jelas

LI
Mgzl 20

Cukup jelas

Pasal 21

“_‘- ‘; . -~
CuRupelas

Pasal 272
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